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[bookmark: _Toc219406298]PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _Toc219406299]Latar Belakang
Dalam mengembangkan suatu negara dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, pembangunan nasional adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan. Pendanaan yang cukup harus dimiliki negara agar pembangunan secara efektif dapat dilakukan. Sebagai negara berkembang, Indonesia bergantung pada dua sumber pendanaan, yaitu pendanaan luar negeri dan dalam negeri. Apabila Indonesia dapat mengoptimalkan pendanaan yang berasal dari dalam maka negara tidak akan bergantung pada pendanaan luar yang sifatnya fluktuatif (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Sektor pajak merupakan kunci utama dalam pendanaan lokal, pajak akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan. Oleh karena itu, penerimaan pajak penting untuk ditingkatkan sehingga pembangunan nasional yang menyejahterakan dapat tercapai.
Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayar oleh individu maupun badan kepada negara tanpa kompensasi langsung dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan negara. Maka, partisipasi konkret individu untuk pembangunan nasional dapat dilakukan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat terlihat melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan APBN berasal dari sektor pajak. Berikut disajikan penerimaan pajak sejak tahun 2020 hingga 2024 dan kontribusinya terhadap APBN. 
[bookmark: _Toc197432863]Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Terhadap APBN
	Tahun
	 Penerimaan Pajak
	 Penerimaan APBN
	Kontribusi Pajak

	2020
	1.285.136.317.135.790
	1.647.783.342.188.980
	77,99%

	2021
	1.547.841.051.644.620
	2.011.347.072.417.930
	76,96%

	2022
	  2.034.552.436.470.070
	  2.635.843.046.064.470
	77,19%

	2023
	  2.154.208.219.467.830
	  2.783.929.676.930.190
	77,38%

	2024
	2.231.839.822.879.833
	2.850.605.244.178.865
	78,29%


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020-2024
Melalui tabel 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% tiap tahunnya terhadap pendapatan negara. Namun, kinerja perpajakan di Indonesia dinilai belum optimal. Hal ini dapat tercermin dari rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan dengan threshold tax ratio suatu negara yang standarnya menurut World Bank adalah 15%. Apabila dibandingkan dengan negara Asean lainnya, Indonesia menempati posisi ketiga terendah (Roeswan, 2023). Pada tahun 2020 kinerja tax ratio berada pada angka 8,3% karena terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia. Pada tahun 2021, seiring pelonggaran aktivitas masyarakat pada masa covid-19, tax ratio mengalami kenaikan sebesar 9,1%. Tahun 2022, tax ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 10,4% dan pada tahun 2023 tax ratio kembali mengalami penurunan menjadi 10,2%. Pada tahun 2024, tax ratio Indonesia kembali menurun dan berada pada angka 10,08%. Tax ratio yang masih rendah dan cenderung fluktuatif ini perlu diberi perhatian secara khusus sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal.
Reformasi perpajakan merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan tax ratio saat tingkat penerimaan sebuah negara masih rendah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan negara yang berujung pada peningkatan tax ratio suatu negara (Joselin et al., 2024). Saat ini, Indonesia telah memasuki Reformasi Perpajakan Jilid III yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 terkait Program Reformasi Perpajakan. Reformasi ini mencakup lima pilar, yaitu organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi teknologi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Aspek yang menonjol dalam reformasi ini adalah pembaruan teknologi informasi dan basis data serta perancangan ulang proses bisnis yang dilandasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Melalui Reformasi Perpajakan Jilid III ini, diharapkan terciptanya sinergi antar lembaga dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan pencapaian tax ratio yang lebih optimal (Hofir et al., 2021).
[bookmark: _Hlk196384891]Pengembangan teknologi informasi, basis data, dan proses bisnis dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dilakukan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau yang dikenal Coretax. Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang mengatur tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan Coretax. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga proses pemeriksaan dan penagihan pajak melalui satu portal perpajakan. Pengembangan Coretax bertujuan untuk memodernisasi sistem perpajakan sebelumnya. 
[bookmark: _Hlk196385013][bookmark: _Hlk196385040]Coretax mengadopsi sistem informasi berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS). Penggunaan COTS dinilai sudah tepat karena memberikan penghematan waktu, biaya, serta handal untuk dikembangan dengan skala besar dan dapat menyesuaikan regulasi yang telah ada (Prayoga, 2024). Dengan mengusung visi MANTAP, CTAS dirancang menjadi sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Sesuai dengan arahan PMK 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Coretax secara resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025.
Menurut Sri Mulyani Indrawati, selaku mantan Menteri Keuangan, Coretax akan menjadi tulang punggung penerimaan negara serta dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan (Silfia, 2024). Sejalan dengan itu, Machfud Sidik, mantan Direktur Jenderal Pajak menilai bahwa implementasi Coretax mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempersempit tax gap yang selama ini dipicu oleh kompleksitas administrasi perpajakan (Hariani, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Dimetheo et al., (2023) juga menunjukkan optimisme terhadap peningkatan penerimaan negara melalui efisiensi administrasi yang berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Khusniah et al., 2025 dan Purnomo et al. 2025) mendukung bahwa sistem baru perpajakan ini dinilai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
     Selain itu, pada studi yang dilakukan oleh Wala & Tesalonika (2024), mengungkapkan bahwa implementasi Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, melainkan juga mampu meningkatkan keakuratan dan keandalan data pajak serta meminimalkan kesalahan pencatatan pajak. Lebih lanjut, penelitian Panjaitan & Yuna (2024), menyoroti bahwa sistem ini dapat meningkatkan transparansi perpajakan dan akuntabilitas perpajakan. Dengan berbagai manfaat tersebut, implementasi Coretax dinilai mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.
Untuk memaksimalkan pemahaman terkait sistem administrasi perpajakan yang baru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Edukasi ini dimulai dengan menyasar 52.964 Wajib Pajak besar, mengingat mereka akan paling terdampak oleh implementasi Coretax. Selain mengintensifkan sosialisasi langsung, DJP telah meluncurkan 55 video tutorial dan 19 buku panduan Coretax yang tersedia di kanal YouTube dan laman resmi DJP, sehingga wajib pajak dapat belajar secara mandiri. Untuk membantu wajib pajak mengenal dan memahami fitur-fitur dalam sistem perpajakan yang baru, maka pada 23 September 2024 DJP merilis media edukasi berupa simulator Coretax (Astuti, 2024).
Sesuai dengan Pengumuman Nomor PENG-38/PJ.09/2024, DJP melaksanakan tahap pra-implementasi CTAS yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 31 Desember 2024. Mulai 24 Desember 2024, Wajib Pajak dapat melakukan login ke laman Coretax DJP, meskipun fitur-fitur yang tersedia masih dibatasi. Masa pra-implementasi ini digunakan agar wajib pajak lebih siap untuk mengimplementasikan Coretax pada bulan depan. Seluruh kegiatan DJP mulai dari sosialisasi dan edukasi secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk memastikan kelancaran implementasi Coretax saat diberlakukan secara resmi nantinya.
Bagi wajib pajak badan, implementasi Coretax secara langsung dijalankan oleh staf pajak perusahaan. Staf ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi sistem Coretax karena mereka bertugas memastikan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dapat terpenuhi secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tanggung jawab staf pajak mencakup berbagai aktivitas administratif dan teknis, mulai dari pelaporan, perhitungan, hingga pembayaran pajak. 
Dalam penelitian ini, ruang pelaku perpajakan dimaknai sebagai ruang operasional wajib pajak badan, yakni lingkungan organisasi perusahaan tempat implementasi Coretax dijalankan dalam praktik perpajakan perusahaan sehari-hari. Ruang ini tidak hanya mencakup sistem administrasi perpajakan, tetapi juga melibatkan pelaku internal perusahaan, dalam hal ini adalah staf pajak yang menjadi perantara utama dalam implementasi sistem perpajakan yang baru. Pada ruang inilah interaksi langsung antara staf pajak sebagai pengguna dan sistem Coretax berlangsung, sekaligus menjadi ruang terbentuknya pemaknaan terhadap implementasi Coretax.
Oleh karena itu, penggalian makna implementasi Coretax dalam ruang pelaku perpajakan menjadi penting untuk memahami bagaimana implementasi sistem tersebut berjalan. Melalui penggalian makna dalam ruang pelaku perpajakan yang merujuk pada staf pajak sebagai representasi wajib pajak badan, penelitian ini berupaya mengungkap realitas implementasi Coretax di lapangan.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji secara mendalam mendalam makna implementasi Coretax melalui sudut pandang wajib pajak badan yang diwakilkan oleh staf pengguna Coretax, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komperehensif mengenai makna implementasi Coretax melalui perspektif pengguna langsung di lapangan.
1.2. [bookmark: _Toc219406300]Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu bagaimana makna implementasi Coretax bagi Wajib Pajak Badan?
1.3. [bookmark: _Toc219406301]Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada untuk menelusuri secara mendalam makna implementasi Coretax pada Wajib Pajak Badan yang diwakilkan oleh staf pajak sebagai pengguna langsung sistem Coretax.
1.4. [bookmark: _Toc219406302]Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami makna implementasi Coretax bagi Wajib Pajak Badan yang diwakilkan oleh staf pajak sebagai pengguna langsung sistem Coretax.
1.5. [bookmark: _Toc219406303]Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi perpajakan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Kementerian Keuangan
     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komperehensif mengenai makna dalam implementasi Coretax bagi wajib pajak badan dalam hal ini staf pajak untuk mengimplementasikan Coretax. Melalui hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi masukkan secara khusus bagi Tim Pengembang Coretax untuk melakukan evaluasi serta perbaikan sistem sehingga kedepannya dapat meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien. Secara umum, hasil penelitian ini dapat menjadi masukkan Kementerian Keuangan dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi perpajakan lainnya.
b. Bagi Perusahaan
2

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi sistem Coretax, dari perspektif staf pajak sebagai pengguna langsung. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kesiapan sumber daya manusia serta perumusan strategi di bidang perpajakan.
2



[bookmark: _Toc219406304]BAB II
[bookmark: _Toc219406305]TINJAUAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _Toc219406306]Pajak
2.1.1. [bookmark: _Toc219406307]Definisi Pajak
Berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang dapat dipaksakan oleh undang-undang yang tidak menerima imbalan langsung dan hasilnya akan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran dari rakyat yang disetor ke dalam kas negara atas dasar undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tidak menerima jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. 
Andi Pattaharani mengartikan pajak sebagai uang yang berada di kas negara yang berasal dari Wajib Pajak yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Sedangkan, definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat adalah suatu kewajiban untuk menyetorkan kekayaan ke kas negara karena keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, berdasar pada perraturan dan dapat dipaksakan, tetapi tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan harus disetorkan ke kas negara oleh orang pribadi maupun badan serta tidak menerima imbalan atau balas jasa secara langsung.
2.1.2. [bookmark: _Toc219406308]Administrasi Pajak
     Secara etimologis, administrasi merujuk pada suatu aktivitas untuk mengelola informasi, manusia, serta aset sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Administrasi juga dapat dimaknai sebagai proses kerja sama antar individu dalam sebuah kelompok sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai. Kegiatan administrasi ini bersifat sistematis, yang terdiri dari tahap pemasukan data, pengelolaan, hingga menghasilkan luaran tertentu yang semuanya dilakuken dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan tertentu.
     Administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dapat dilakukan baik di kantor pajak maupun di kantor Wajib Pajak itu sendiri. Kegiatan penatausahaan ini mencakup pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan. Pentausahaan berfungsi sebagai sarana dalam membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya di bidang perpajakan. Selain rutinitas penatausahaan, administrasi pajak ini melibatkan aktivitas dalam tax bureau yang terdiri atas assessment dan auditing. Assessment ialah proses perhitungan dan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik sebagai estimasi selama tahun berjalan maupun dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sementara, auditing merupakan pemeriksaan terhadap data dan informasi yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT berserta dokumen pendukung.
     Administrasi perpajakan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan pada dokumen fisik, yang mana sebagian proses administrasi masih harus dilakukan secara langsung di kantor pajak dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Beberapa administrasi, seperti pengajuan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), permohonan Electronic Filing Identification Number (EFIN), perpanjangan sertifikat, dan administrasi lainnya masih dilakukan secara manual, padahal proses-proses tersebut seharusnya dapat disederhanakan dan didigitalisasi, mengingat pentingnya peran administrasi perpajakan dalam mendukung penerimaan negara (Korat & Munandar, 2025).
2.1.3. [bookmark: _Toc219406309]Wajib Pajak Badan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Aktif adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan baik itu subjektif maupun objektif untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan regulasi perpajakan. Sedangkan, Wajib Pajak Non Efektif merupakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi belum melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 3 UU KUP, mengartikan Badan sebagai sekelompok orang dan/atau modal yang membentuk satu-kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak, mencakup berbagai bentuk, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam berbagai nama dan bentuk, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, serta bentuk hukum lain termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
2.1.4. [bookmark: _Toc219406310]Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Penggunaan hak dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum saat Otoritas Perpajakan atau Pejabat Pajak menjalankan kewenangannya. Adapun hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam perundang-undang antara lain, yaitu:
a. Hak atas pembinaan dan pengarahan dari otoritas perpajakan. Wajib Pajak berhak menerima bimbingan, konsultasi, dan layanan konseling yang diberikan oleh Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
b. Hak untuk melakukan pembentulan atas SPT baik Tahunan maupun Masa. Wajib Pajak berhak membetulkan SPT yang telah disampaikan secara sukarela dengan menyertakan pernyataan tertulis selama belum ada tindakan pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak.
c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. Wajib Pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT hingga maksimal dua bulan, dengan permohonan tertulis atau metode lain.
d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak secara tertulis atau melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
e. Hak untuk menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak, atau yang dikenal sebagai restitusi, Restitusi ini dapat dilakukan dalam dua situasi, yaitu saat terdapat pembayaran pajak yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan atau saat terdapat pembayaran atas pajak yang sebetulnya tidak terutang.
f. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan, kecuali apabila terdapat alasan kuat bahwa tenggat waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi di luar kendali Wajib Pajak.
Seseorang dikategorikan menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi syarat sujektif dan objektf untuk dikenakan pajak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Wajib Pajak memiliki sejumlah kewajiban sebagai berikut:
a. Kewajiban mendaftarkan diri. Setiap individu atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan wajib wajib mendaftarkan diri. Setelah mendaftar, Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kini NPWP diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia, lalu menyampaikannya ke kantor pajak tempat terdaftar atau melalui sistem online yang disediakan.
c. Kewajiban melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah membayar dan menyetorkan pajak ke kas negara, yang dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos. Proses pembayaran atau penyetoran tersebut dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau saranan administrasi lain yang dipersamakan dengannya.
d. Kewajiban untuk melakukan pembukuan dan/atau pencatatan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, serta seluruh Wajib Pajak Badan, diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.
e. Kewajiban mematuhi proses pemeriksaan pajak. Saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak, Wajib Pajak wajib tunduk pada prosedur pemeriksaan, seperti menunjukkan atau meminjamkan buku, catatan, serta dokumen terkait penghasilan, memberikan akses ke ruangan yang relevan, membantu kelancaran proses pemeriksaan, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak.
f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib Pajak yang berperan sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memotong atau memungut pajak. Dalam UU HPP, Menteri Keuangan juga dapat menunjuk pihak lain, seperti penyelenggara sistem elektronik, marketplace, atau penyedia layanan e-commerce, sebagai pemotong atau pemungut pajak apabila mereka terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi.
g. Kewajiban membuat faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai bukti telah memungut pajak dari pembeli.
2.1.5. [bookmark: _Toc219406311]Self Assesment System
Self assesment system ialah sistem pemungutan pajak yang saat ini diterapkan di Indonesia. Dalam sistem pemungutan pajak ini, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk secara mandiri untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini diberlakukan sejak disahkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983. Dalam sistem ini, peran pemerintah terbatas, yakni pemerintah hanya sebagai pengawas atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun, sistem ini memberikan kemudahan dan keleluasaan Wajib Pajak, tetapi terdapat konsekuensi yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaannya, yaitu kecenderungan Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak serendah mungkin. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak memiliki otoritas penuh dalam menghitung besarnya utang pajak yang harus disetorkan (Pattarani, 2022).
Ciri-ciri dari self assesment system, yaitu besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak itu, bukan oleh otoritas pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki peran aktif dalam seluruh proses pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan. Pemerintah tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti Wajib Pajak terlambat menyampaikan laporan, terlambat membayar pajak, ataupun saat Wajib Pajak tidak membayarkan secara penuh utang pajak yang seharusnya dibayarkan. 
2.2. [bookmark: _Toc219406312]Reformasi Perpajakan
Reformasi perpajakan merupakan suatu perubahan mendasar yang mencakup seluruh aspek dalam sistem perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan secara komprehensif, yang mencakup perbaikan administrasi, regulasi, dan perluasan basis perpajakan yang diselaraskan dengan kondisi ekonomi, sosial, maupun politik yang tengah berlangsung. Reformasi perpajakan terbagi dalam dua lingkup utama, yaitu reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan, menciptakan sistem adminstrasi perpajakan yang lebih transaparan dan akuntabel, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak.
Penyebab diperlukanya reformasi perpajakan, yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menuntut sistem administrasi semakin efisien dan responsif. Masalah lainnya muncul dari ketimpangan antara jumlah sumber daya manusia yang tersedia dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak. Hal ini menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal. Di tengah kondisi tersebut, muncul pula dinamika baru berupa perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat cepat, sehingga menuntut sistem perpajakan untuk turut beradaptasi dan mengikuti perubahan zaman. Selain itu, regulasi yang ada juga harus mampu mengantisipasi berbagai bentuk transaksi perdagangan modern yang semakin kompleks dan beragam.
     Pada Reformasi Perpajakan Jilid I yang berlangsung pada tahun 2002 hingga 2008 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi, serta proses bisnis. Pada reformasi perpajakan ini, DJP berhasil membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya dan 357 KPP Pratama. DJP pun mulai mengadopsi sistem administrasi digital meskipun masih dalam bentuk sederhana, seperti SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu) yang digunakan pada KPP Wajib Pajak Besar dan Kantor Pusat DJP, SIP (Sistem Informasi Perpajakan) yang diterapkan di KPP, SISMIOP-SIG (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak-Sistem Informasi Geografis) yang digunakan di KPPBB, dan SIMPP (Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan) yang digunakan di Karikpa.
     Pada Reformasi Perpajakan Jilid II, dilakukan peningkatan mutu dan integritas SDM di lingkungan DJP, penyempurnaan tandar operasional prosedur, penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan penilaian pekerjaan (job grading) guna mewujudkan transparansi. Reformasi ini juga ditandai dengan pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi yang diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Maret 2009. Pada reformasi perpajakan ini pun, DJP meluncurkan program Sensus Pajak Nasional dan berhasil meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sejumlah pencapaian utama dari Program Transformasi Kelembagaan turut direalisasikan, seperti uji coba Mobile Tax Unit (MTU) di KPP Pratama Ketapang, pelaksanaan uji coba program Business Development Services (BDS), penerapan faktur pajak elektronik (e-Tax Invoice) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Jawa dan Bali, pengembangan Compliance Risk Management (CRM) untuk mendukung fungsi pemeriksaan dan pengawasan, integrasi data NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta peningkatan penggunaan layanan e-Filing yang berhasil melampaui target pelaporan 2 juta SPT.
     Pada Reformasi Perpajakan Jilid III yang dimulai sejak tahun 2018, DJP mengusung lima pilar utama, yaitu organisasi, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Dalam aspek organisasi, DJP membentuk dua direktorat baru, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memperkuat stuktur internal. Pada pilar sumber daya manusia, terdapat lima fokus utama, yaitu analisis kebutuhan SDM, manajemen talenta, pola karir dan mutasi, learning journey, serta pembentukan unit kepatuhan internal. Sementara itu, dalam pilar teknologi informasi dan basis data, pencapaian terbesarnya adalah implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang bertujuan menciptakan sistem informasi dan basis data yang andal dan berkualitas. Pada sisi regulasi, DJP berupaya untuk menciptakan kepastian hukum, menyesuaikan peraturan dengan dinamika ekonomi, menurunkan biaya kepatuhan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
2.3. [bookmark: _Toc219406313]Coretax Administration System
Coretax Administration System atau yang dikenal dengan sebutan Coretax merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang dibangun untuk menunjang pengelolaan administrasi pajak secara digital dan terintegrasi (Maliki, 2025). Coretax ialah sebuah sistem yang dibuat untuk mempermudah proses pelaporan pajak dengan menyediakan berbagai fitur seperti integrasi data secara otomatis, kalkulasi pajak yang akurat, dan pelaporan yang dilakukan secara digital  (Purnomo et al., 2025). Coretax adalah sebuah bentuk reformasi dalam sistem teknologi informasi yang akan memudahkan tugas DJP melalui otomatisasi proses bisnis serta membantu dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang tidak patuh. Selain itu, sistem ini akan memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi Wajib Pajak, mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa pajak, dan menurunkan biaya kepatuhan (Dimetheo et al., 2023). 
     Tujuan utama dari pengembangan Coretax adalah untuk melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang selama ini digunakan. Sistem ini dirancang guna menggantikan metode lama yang terpisah-pisah ke dalam satu platform yang terstruktur dan terpusat. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran kewajiban pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Coretax mengusung visi “SIAP-MANTAP”, yakni Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti. Visi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Dengan pendekatan tersebut, CTAS diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang dialami Wajib Pajak dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
     Pemerintah mulai mengembangkan Coretax dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 mengenai Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Tim ini ditugaskan untuk melaksanakan reformasi perpajakan di Indonesia dan menjadi langkah awal bagi lahirnya Coretax. Pada tahun 2018, upaya pembaruan sistem perpajakan mulai direncanakan dengan lebih serius melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Tofan, 2023). Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2018 yang mengatur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Peraturan tersebut menetapkan berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem Coretax (Indriyani et al., 2025). Awalnya pemerintah menargetkan implementasi Coretax pada 1 Juli 2024, tetapi pelaksanaannya mengalami penundaan hingga awal tahun 2025. Adapun ketentuan teknik terkait pelaksanaan Coretax diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
     DJP memilih untuk menggunakan sistem informasi berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS) dalam pengembangan Coretax, daripada membangun sistem secara mandiri. Pengunaan COTS dalam membangun sistem administrasi perpajakan, jika dibandingkan dengan pengembangan secara mandiri akan lebih hemat biaya dan waktu. handal untuk digunakan, dapat dikembangkan dengan skala yang lebih besar, dan dapat menyesuaikan dengan regulasi yang sudah ada. Melalui penggunaan COTS, DJP dapat menghemat hampir 50% dari anggaran yang telah disediakan (Putri, 2022). DJP pun berhasil membangun Coretax dengan waktu kurang lebih enam tahun. Keputusan DJP dalam membangun Coretax berbasis COTS terbukti menghemat anggaran dan lebih efisien dalam waktu pembangunan (Prayoga, 2024).
2.4. [bookmark: _Toc219406314]Penelitian Terdahulu
Pada studi yang dilakukan oleh (Wala & Tesalonika, 2024) dengan judul “Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi”, menyoroti bahwa penerapan Coretax telah membawa perubahan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan dengan meningkatkan efisiensi operasional hingga 85% dan mengurangi biaya administrasi sebesar 42%. Dari sisi hukum, Coretax memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui mekanisme pemantauan real time dan validasi otomatis. Sementara dari perspektif akuntansi, sistem ini mampu menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan kebutuhan era digital melalui pencatatan real time dan rekonsiliasi otomatis. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 27%, dengan kepuasan pengguna mencapai 89%. Namun, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem. 
Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Yuna, 2024) dengan judul “Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan” mengungkapkan bahwa Coretax berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi sistem perpajakan melalui perbaikan akses informasi, pengurangan potensi kecurangan, serta penguatan mekanisme pengendalian. Upaya tersebut berkontribusi dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang lebih terbuka dan akuntabel. Selain itu, Coretax juga memberikan dampak nyata dalam memperkuat akuntabilitas sistem perpajakan dengan mendukung pengelolaan data yang lebih transparan, mempercepat proses audit, serta meminimalkan keterlibatan langsung manusia. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan literasi teknologi dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu diatasi guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang sistem ini.
Penelitian oleh (Korat & Munandar, 2025) yang berjudul "Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan" mengungkapkan bahwa Implementasi Coretax berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui efisiensi proses administrasi perpajakan yang mengurangi ketergantungan pada prosedur manual dan kunjungan langsung ke kantor pajak. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi perpajakan yang lebih mudah, meminimalkan kesalahan serta potensi diskriminasi, dan memperkuat pengawasan melalui pengelolaan data yang terintegrasi. Secara menyeluruh, Coretax diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang andal, akuntabel, adil, dan kondusif, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja, menekan biaya operasional, mencegah kebocoran penerimaan pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara, dengan catatan perlu didukung oleh penguatan infrastruktur teknologi dan regulasi yang memadai.
Kemudian, (Jiandini & Haryati, 2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax (Studi Kasus: Perusahaan Jasa)”, menjelaskan bahwa proses adaptasi terhadap sistem Coretax masih dihadapkan pada berbagai kesulitan signifikan. Adaptasi Wajib Pajak cenderung dilakukan secara mandiri dan reaktif akibat terbatasnya kesesuaian antara pelatihan dari otoritas pajak dan kondisi implementasi di lapangan. Tantangan utama bersifat teknis, seperti sistem yang sering mengalami error, bug, dan penurunan performa, yang secara langsung menghambat operasional harian. Kondisi ini menimbulkan persepsi yang paradoks terhadap Coretax, yaitu diakui bermanfaat secara konseptual karena sentralisasi dan otomasi, namun dipandang sulit digunakan dalam praktik. Temuan ini menegaskan relevansi Technology Acceptance Model (TAM) pada sistem yang bersifat wajib, di mana rendahnya persepsi kemudahan penggunaan menjadi penghambat utama terealisasinya manfaat sistem. 
Selanjutnya (Erstiawan, 2025) dalam studi yang berjudul “Modernisasi Perpajakan Indonesia dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis”, mengemukakan bahwa implementasi awal sistem Coretax pada awal tahun 2025 belum berhasil memenuhi tujuan modernisasi administrasi perpajakan. Berbagai kendala teknis, rendahnya kemudahan penggunaan, serta ketidakseimbangan antara besarnya anggaran dan kualitas sistem memicu ketidakpuasan publik, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan berpotensi menghambat kepatuhan pajak sukarela. Temuan ini menunjukkan lemahnya manajemen proyek teknologi informasi, kesiapan sistem, serta strategi sosialisasi dan manajemen perubahan. 
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	No.
	Peneliti
	Judul
	Metode
	Hasil Penelitian
	Perbedaan

	[bookmark: _Hlk216865206]1.
	Wala & Tesalonika (2024)
	Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis 
Hukum dan Akuntansi
	Kualitatif dengan deskriptif-analitis.
	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Coretax merupakan transformasi fundamental dalam paradigma manajemen pajak di era digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem.
	Penelitian oleh Wala & Tesalonika (2023) berfokus pada analisis penerapan sistem Coretax dan implikasi hukum dan akuntansi. Sementara itu, dalam penelitian ini akan mendalami makna implementasi Coretax bagi wajib pajak.

	2.
	Panjaitan & Yuna (2024)
	Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan
	Kualitatif dengan metode tinjauan pustaka.
	Implementasi Coretax dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan melalui akses informasi real-time, pengurangan kesalahan pelaporan, penguatan pengawasan dan audit, serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun, optimalisasi sistem masih memerlukan peningkatan literasi digital dan infrastruktur teknologi.
	Penelitian oleh Panjaitan & Yuna (2024) berfokus untuk analisis pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Sementara itu, dalam penelitian ini akan mendalami makna implementasi Coretax bagi wajib pajak.

	3.
	Korat & Munandar (2025)
	Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia
	Kualitatif dengan metode tinjauan pustaka.
	Coretax adalah sistem perpajakan terintegrasi berbasis teknologi yang meningkatkan kemudahan layanan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Melalui pengelolaan yang baik, Coretax berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak, penerimaan negara, dan pembangunan ekonomi. 
	Penelitian oleh Korat & Munandar (2025) berfokus untuk meninjau proses implementasi Coretax di Indonesia. Sementara itu, dalam penelitian ini akan mendalami makna implementasi Coretax bagi wajib pajak.
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	Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan infrastruktur, resistensi perubahan, dan keamanan data.
	

	4. 
	Jiandini & Haryati (2025)
	Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax (Studi Kasus: Perusahaan Jasa)
	Kualitatif deskriptif.
	Coretax bermanfaat melalui sentralisasi dan otomasi sistem, namun kemudahan penggunaannya masih rendah akibat gangguan teknis, bug, lambatnya akses, dan minimnya sosialisasi. Kondisi ini menyebabkan manfaat yang diharapkan belum optimal dan menimbulkan kesenjangan antara tujuan efisiensi dan praktik pelaksanaannya.
	Penelitian oleh Jiandini & Haryati (2025) berfokus untuk mengevaluasi proses adaptasi, hambatan 
transisi, dan memahami persepsi efektivitas wajib pajak terhadap sistem Coretax 
Sementara itu, dalam penelitian ini akan mendalami makna implementasi Coretax bagi wajib pajak.

	5.
	Erstiawan (2025)
	Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis
	Metode kualitatif analisis konten.
	Implementasi awal Coretax pada 2025 belum memenuhi ekspektasi karena dominasi kendala teknis, rendahnya kemudahan penggunaan, serta lemahnya manajemen dan sosialisasi. Kondisi ini memicu ketidakpuasan publik, menurunkan kepercayaan terhadap DJP dan pemerintah, serta berpotensi menghambat kepatuhan pajak sukarela.
	Penelitian oleh Erstiawan (2025) berfokus untuk mengidentifikasi berbagai masalah teknis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi pengguna aplikasi Coretax.
Sementara itu, dalam penelitian ini akan mendalami makna implementasi Coretax bagi wajib pajak.


Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025


2.5. [bookmark: _Toc219406315]Kerangka Berpikir
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[bookmark: _Toc197433030]Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir


Sumber: Peneliti, 2025



















[bookmark: _Toc219406316]BAB III
[bookmark: _Toc219406317]METODE PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc196832704][bookmark: _Toc219406318]Jenis Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural atau alamiah (Sugiyono, 2018). Tujuan digunakannya penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap dan memahami makna atas suatu tindakan. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari gabungan kata fenomena dan logos yang diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang mendekatkan diri. 
Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis terhadap pengalaman manusia. Aliran pemikiran ini bertujuan untuk memperoleh informasi baru atau memperkaya pengetahuan yang sudah ada melalui pendekatan logis, analitis, dan kritis yang bebas dari dogmatisme atau ketergantungan pada pengetahuan atau bias sebelumnya. Konsep utama dari pendekatan ini adalah makna yang merupakan esensial yang timbul dari pengalaman kesadaran manusia. 
Dalam penelitian ini ditekankan aspek subjektif dari perilaku orang, yaitu dengan berusaha untuk masuk ke dalam pemikiran para subjek yang diteliti sehingga dapat mengerti bagaimana suatu pengertian dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi dalam praktiknya berusaha untuk dapat mengungkapkan, mempelajari, dan memahami suatu fenomena yang khas dialami oleh individu juga tatanan “keyakinan” dari individu yang bersangkutan. Dalam praktiknya, pendekatan fenomenologi berusaha untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan memahami fenomena khusus yang dialami oleh individu. Karena itulah, penelitian kualitatif memiliki kemampuan untuk menggali fenomena-fenomena yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti dengan lebih mendalam.
3.2. [bookmark: _Toc196832705][bookmark: _Toc219406319]Situs Penelitian
Dalam penelitian ini, situs penelitian mencakup kantor masing-masing informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian serta peran strategis informan dalam memberikan data yang dibutuhkan.
3.3. [bookmark: _Toc196832706][bookmark: _Toc219406320]Jenis dan Sumber Data Penelitian
3.3.1. [bookmark: _Toc196832707][bookmark: _Toc219406321]Jenis Data 
Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif yang dikumpulkan melalui data berupa kata-kata maupun tindakan yang diperoleh dari informan pada saat wawancara maupun observasi.
3.3.2. [bookmark: _Toc196832708][bookmark: _Toc219406322]Sumber Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dengan cara berinterakasi langsung dengan informan melalui wawancara. Dalam peneitian ini akan menelusuri makna atas implementasi Coretax yang langsung dilakukan oleh wajib pajak badan dalam hal ini adalah staf yang sehari-hari menggunakan Coretax dalam pekerjaannya.
Pemilihan informan didasarkan pada kriteria dari peneliti, yaitu seorang staf pajak perusahaan yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan selama tiga tahun terakhir, aktif menggunakan Coretax, memiliki sertifikasi dalam bidang perpajakan, tidak menerima bantuan dari jasa konsultan pajak, dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. 
[bookmark: _Toc197432966]Tabel 3. 1 Informan Penelitian
	No.
	Inisial
	Pendidikan
	Jabatan
	Perusahaan
	Jenis Usaha

	1.
	RAP
	S-1
	Staf Finance and Tax
	PT MVM
	Dagang

	2.
	EY
	S-1
	Staf Finance, Accounting, and Tax
	PT BTI
	Jasa

	3.
	LN
	S-1
	Staf Finance, Accounting, and Tax
	PT BTI
	Jasa


Sumber: Peneliti, 2025

3.4. [bookmark: _Toc196832709][bookmark: _Toc219406323]Teknik Pengumpulan Data
3.4.1. [bookmark: _Toc219406324]Wawancara 
Dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara, peneliti akan bertemu langsung dengan informan dan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pada pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi pertanyaan yang diajukan kepada informan agar wawanscara terarah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan selama wawancara akan ada pertanyaan di luar pedoman yang telah ada. Kondisi tersebut akan bergantung pada jawaban informan, apabila di lapangan ada jawaban yang perlu didalami lebih lanjut maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lain.
Selama proses wawancara berlangsung, peneliti akan menggunakan telepon genggam untuk merekam jalannya wawancara guna mempermudah proses transkripsi wawancara. Tentunya, perekaman ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari informan. Setelah wawancara selesai, peneliti akan mentranskripsikan hasil wawancara untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga menyampaikan pada informan apabila data yang dibutuhkan masih kurang atau diragukan maka peneliti akan menanyakan kembali pada sumber yang sama untuk memperoleh data yang tuntas.
3.4.2. [bookmark: _Toc219406325]Observasi 
Observasi memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri dan dapat mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi selama penelitian berlangsung. Observasi tidak berpartisipasi dilakukan terhadap subjek dengan mengamati perilaku subjek selama proses wawancara, bagaimana interaksinya dan hal-hal lain yang relevan. Jadi, peneliti menganalisis dari informasi non-verbal informan yang dilihat dan dicatat untuk kemudian menghasilkan kesimpulan mengenai subjek penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian pun peneliti telah mengobservasi informan yang menjadi informan penelitian ini saat penelusuran kriteria. Berbagai data yang diperoleh dapat menjadi data penguat di samping hasil wawancara karena metode ini sendiri memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak diungkapkan oleh subjek secara terbuka selama wawancara, contohnya seperti perilaku pada saat ada menggunakan Coretax dan gerak mimik saat wawancara berlangsung.
3.5. [bookmark: _Toc196832710][bookmark: _Toc219406326]Triangulasi Data
Metode yang dipakai untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yakni triangulasi. Tujuan dilakukannya triangulasi data adalah untuk mengurangi potensi bias yang dapat terjadi ketika hanya menggunakan satu sumber ataupun satu teknik pengumpulan data saja. Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yakni dengan memeriksa keabsahan data melalui beberapa informan seperti diilustrasikan pada Gambar 3.1. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya.
Informan A
Informan B
Informan C
Wawancara



[bookmark: _Toc217891931]Gambar 3. 1 Skema Tringulasi Sumber Data


Sumber: Sugiyono, 2018

3.6. [bookmark: _Toc196832711][bookmark: _Toc219406327]Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap analisis data menurut Creswell (2015) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Analisis data diawali dengan mencatat hasil wawancara ke dalam transkrip wawancara sebagai bentuk penyusunan dan pengorganisasian data penelitian.
2. Data dibaca secara menyeluruh, dicatat temuan penting, serta dibentuk kode awal. Penulis juga melakukan peninjauan ulang terhadap data untuk menggali makna informasi dari informan sekaligus mereduksi data agar sesuai dengan fokus penelitian.
3. Pengelompokan data ke dalam kategori untuk membentuk tema dan pola.
4. Tema yang terbentuk kemudian disajikan dalam laporan hasil penelitian.
5. [bookmark: _Toc203072367]Menafsirkan temuan penelitian. 
[bookmark: _Toc219406328]BAB IV
[bookmark: _Toc203072368][bookmark: _Toc219406329]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc203072369][bookmark: _Toc219406330]Gambaran Umum Wajib Pajak
Wajib pajak yang pertama adalah PT MVM, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pertambangan dengan menyediakan solusi perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan. Wajib pajak ini tergolong dalam usaha berskala menengah. Kewajiban perpajakan PT MVM meliputi: PPh Badan yang wajib dilaporkan setiap tahunnya melalui SPT Tahunan Badan dan harus dilakukan penyetoran atas angsuran PPh 25, kewajiban selanjutnya adalah PPN yang wajib dilaporkan setiap bulan disertai dengan penerbitan faktur pajak, selanjutnya adalah PPh 21 atas penghasilan karyawan tetap maupun tidak tetap yang dipotong, disetor, dan dilaporkan rutin tiap bulan serta PPh Unifikasi yang harus disetor dan dilaporkan setiap bulan. Sebelum sistem Coretax diimplementasikan, PT MVM telah menggunakan sistem administrasi perpajakan secara online melalui berbagai platform seperti DJP Online, E-Faktur desktop dan website, serta aplikasi elektronik lainnya yang mendukung administrasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengelolaan administrasi perpajakan di PT MVM ditangani oleh satu staf pajak yang bertanggung jawab atas seluruh proses administrasi perpajakan. Dalam waktu tiga tahun terakhir tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak untuk PT MVM.
       Wajib pajak yang kedua adalah PT BTI, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pertambangan dan pelatihan di bidang pertambangan. Wajib pajak ini tergolong dalam usaha berskala kecil. Kewajiban perpajakan PT MVM meliputi: PPh Badan yang wajib dilaporkan setiap tahunnya melalui SPT Tahunan Badan dan harus dilakukan atas angsuran PPh 25, kewajiban selanjutnya adalah PPN yang wajib dilaporkan setiap bulan disertai dengan penerbitan faktur pajak, selanjutnya adalah PPh 21 atas penghasilan karyawan tetap maupun tidak tetap yang dipotong, disetor, dan dilaporkan rutin tiap bulan serta PPh Unifikasi yang harus disetor dan dilaporkan setiap bulan. Sebelum sistem Coretax diimplementasikan, PT BTI telah menggunakan sistem administrasi perpajakan secara online melalui platform DJP Online dan aplikasi elektronik lain yang mendukung proses pemenuhan kewajiban pajak. Pengelolaan perpajakan pada PT BTI dilakukan oleh dua staf, masing-masing bertanggung jawab mengelola kewajiban perpajakan sesuai dengan pembagian kegiatan usaha, yakni administrasi perpajakan untuk jasa konsultasi dan administrasi perpajakan untuk kegiatan pelatihan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, PT BTI tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik serta tidak memiliki catatan ketidakpatuhan yang memicu pemeriksaan.
4.2. [bookmark: _Toc219406331]Gambaran Umum Informan
       Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yang merupakan staf yang mengoperasi sistem Coretax pada masing-masing wajib pajak. Informan pertama merupakan staf finance and tax pada PT MVM. Informan kedua merupakan staf finance, accounting, and tax pada PT BTI yang menangani administrasi perpajakan untuk kegiatan jasa konsultasi sedangkan informan ketiga merupakan finance, accounting, and tax pada PT BTI yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan untuk kegiatan pelatihan. Identitas informan tidak dicantumkan dalam penelitian ini untuk memenuhi prinsip etika penelitian dan menjaga privasi para informan. Langkah ini dilakukan agar tidak terdapat pihak yang merasa tidak nyaman ataupun dirugikan setelah penelitian ini dipublikasikan.
4.2.1. [bookmark: _Toc219406332]Informan Pertama (RAP)
       Informan pertama merupakan staf bagian finance and tax dengan inisial RAP yang telah berkecimpung dalam bidang perpajakan selama kurang lebih empat tahun. Tugas rutin RAP dalam mengelola administrasi perpajakan, yaitu menerbitkan faktur pajak dan bukti potong, melakukan pelaporan serta pembayaran SPT Masa, hingga menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan.
       Saat peneliti melakukan wawancara dengan RAP, suasana yang terbentuk cenderung santai, komunikatif dan tidak kaku. Pertemuan dilakukan di kantor tempat RAP bekerja pada pukul 14.30 WITA, sesuai dengan janji wawancara yang telah disepakati sebelumnya. Wawancara dilakukan setelah RAP selesai rapat divisi dan berlangsung selama kurang lebih 50 menit. Terdapat beberapa distraksi dari rekan kerja RAP yang berlalu-lalang, tetapi hal tersebut tidak signifikan menghambat kelancaran proses wawancara. RAP tampak tetap fokus dan mampu memberikan jawaban yang mendalam serta relevan dengan topik penelitian.
       Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, RAP menunjukkan karakter yang ramah, terbuka, dan mudah diajak berdiskusi. RAP tampak kompeten dalam menjelaskan pemikirannya terkait implementasi sistem Coretax. Saat sesi wawancara berlangsung, RAP beberapa kali memberikan penjelasan secara rinci terkait alur kerja yang biasa ia lakukan dan perubahan yang ia rasakan setelah beralih ke sistem Coretax. Hal ini memperlihatkan antusiasme RAP dalam berbagi pemikirannya serta kesediaannya untuk memberikan informasi seluas mungkin.
     Pada saat wawancara, RAP berusaha menunjukkan sistem Coretax secara langsung melalui perangkat yang ia gunakan sehari-hari. Namun, pada saat itu sistem Coretax sedang mengalami downtime sehingga tidak dapat diakses. Untuk tetap memberikan gambaran kepada peneliti mengenai fitur dan tampilan sistem tersebut, RAP kemudian menampilkan sebuah video YouTube yang berisi penjelasan mengenai penggunaan Coretax. Tindakan tersebut menunjukkan inisiatif RAP dalam memastikan peneliti memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sistem perpajakan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, RAP juga membuka media sosial dan menjelaskan bagaimana ia mencari informasi terkait kendala yang muncul pada sistem.
4.2.2. [bookmark: _Toc219406333]Informan Kedua (EY)
       Informan kedua merupakan staf bagian finace, accounting, and tax dengan inisial EY yang telah bekerja di bidang perpajakan selama kurang lebih dua tahun. Dalam menjalankan tugasnya, EY melakukan berbagai kegiatan administrasi perpajakan secara rutin, meliputi penerbitan faktur pajak dan bukti potong untuk kegiatan konsultasi, melakukan pelaporan dan pembayaran SPT Masa setiap bulan, hingga penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan perusahaan.
     Peneliti mendatangi EY sesuai dengan janji wawancara yang telah disepakati sebelumnya, yaitu bertemu langsung di kantor tempat EY bekerja. Peneliti tiba pada pukul 14.15 WITA, tetapi harus menunggu sekitar 20 menit karena EY masih mengikuti rapat. Setelah rapat selesai, beberapa rekan kerja EY menyapa peneliti dengan ramah, menunjukkan suasana kantor yang hangat dan terbuka. Setelah rapat selesai, EY segera menghampiri peneliti, menyapa dengan sopan, dan meminta maaf karena telah membuat peneliti menunggu lebih lama dari waktu yang dijadwalkan. EY kemudian mempersilakan peneliti memasuki ruang meeting yang digunakan untuk proses wawancara.
       Wawancara berlangsung selama kurang lebih 45 menit dengan suasana yang hangat, santai, dan kondusif. Berdasarkan pengamatan peneliti, EY merupakan pribadi yang ramah, mudah berinteraksi, dan kerap menyelipkan candaan sehingga suasana wawancara terasa lebih cair. EY juga tampak ekspresif dan komunikatif dalam menyampaikan pendapat terkait implementasi Coretax. Hal ini terlihat dari cara EY menjawab pertanyaan secara terbuka, antusias, dan cukup detail.
       Selama proses wawancara, EY turut memperlihatkan secara langsung penggunaan sistem Coretax dalam pekerjaannya. Ia membuka sistem melalui perangkat yang biasa ia gunakan sehari-hari. Dari pengamatan tersebut, tampak bahwa EY telah menguasai alur penggunaan Coretax dengan cukup baik dan bergerak cukup cepat saat menjelaskan fitur-fitur yang ada. Namun, beberapa kali EY terlihat berdecak kesal karena sistem mengalami loading yang lambat. Situasi ini sekaligus menggambarkan realitas sehari-hari yang dihadapi EY saat mengelola kewajiban perpajakan melalui Coretax.
4.2.3. [bookmark: _Toc219406334]Informan Ketiga (LN)
       Informan ketiga merupakan staf bagian finance, accounting, and tax dengan inisial LN yang telah bekerja di bidang perpajakan selama kurang lebih tiga tahun. Dalam menjalankan tugasnya, LN menangani berbagai kegiatan administrasi perpajakan secara rutin, termasuk penerbitan faktur pajak dan bukti potong untuk kegiatan pelatihan, pelaporan serta pembayaran SPT Masa setiap bulan, serta membantu EY dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan perusahaan.  
   Wawancara dilakukan sesuai janji yang telah disepakati sebelumnya, yaitu bertemu langsung di kantor tempat LN bekerja. Peneliti tiba di lokasi pada pukul 13.45 WITA dan diarahkan untuk menunggu di ruang meeting karena LN masih menyelesaikan pekerjaan yang bersifat mendesak. Setelah beberapa waktu, LN datang menemui peneliti dan segera menyampaikan permohonan maaf karena harus membuat peneliti menunggu akibat adanya pekerjaan prioritas yang harus diselesaikannya terlebih dahulu.
       Wawancara berlangsung selama kurang lebih 40 menit dalam suasana yang santai dan tidak tegang. Berdasarkan pengamatan peneliti, LN merupakan pribadi yang ramah, komunikatif, dan mampu membawa suasana menjadi lebih cair. LN menjawab pertanyaan dengan cukup terbuka dan menunjukkan antusiasme dalam menceritakan pengalaman maupun pendapatnya terkait sistem perpajakan yang baru ini. Namun, selama wawancara berlangsung, sempat terjadi beberapa gangguan karena LN harus menerima panggilan telepon dari rekan kerjanya. Gangguan tersebut membuat LN beberapa kali terdistraksi dan sempat lupa mengenai penjelasan yang sedang ia sampaikan. Meskipun demikian, LN tetap dapat kembali fokus dan melanjutkan wawancara dengan baik. Pada akhir sesi wawancara, LN memperlihatkan tampilan sistem Coretax kepada peneliti secara sekilas melalui perangkat yang biasa ia gunakan. Dari pengamatan tersebut, terlihat bahwa LN cukup terbiasa dan terampil dalam mengoperasikan sistem tersebut.
4.3. [bookmark: _Toc203072386][bookmark: _Toc219406335]Hasil Penelitian
       Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga informan, di bawah ini disajikan data lapangan untuk menjawab rumusan masalah makna implementasi Coretax bagi wajib pajak:
1. [bookmark: _Toc182237492][bookmark: _Toc182331242][bookmark: _Toc182331348][bookmark: _Toc183525372][bookmark: _Toc183525479][bookmark: _Toc184026662][bookmark: _Toc196262292][bookmark: _Toc196347844][bookmark: _Toc196780602][bookmark: _Toc196780851][bookmark: _Toc196830618][bookmark: _Toc196830748][bookmark: _Toc203066798][bookmark: _Toc203072387][bookmark: _Toc216776608][bookmark: _Toc217904875][bookmark: _Toc218067300][bookmark: _Toc218230503][bookmark: _Toc196830631][bookmark: _Toc196830761][bookmark: _Toc203066811][bookmark: _Toc203072400][bookmark: _Toc216776621][bookmark: _Toc217904888][bookmark: _Toc218067313][bookmark: _Toc218230516][bookmark: _Toc219109963][bookmark: _Toc219305305][bookmark: _Toc219317125][bookmark: _Toc219406336]
2. [bookmark: _Toc182237493][bookmark: _Toc182331243][bookmark: _Toc182331349][bookmark: _Toc183525373][bookmark: _Toc183525480][bookmark: _Toc184026663][bookmark: _Toc196262293][bookmark: _Toc196347845][bookmark: _Toc196780603][bookmark: _Toc196780852][bookmark: _Toc196830619][bookmark: _Toc196830749][bookmark: _Toc203066799][bookmark: _Toc203072388][bookmark: _Toc216776609][bookmark: _Toc217904876][bookmark: _Toc218067301][bookmark: _Toc218230504][bookmark: _Toc219109964][bookmark: _Toc219305306][bookmark: _Toc219317126][bookmark: _Toc219406337]
3. [bookmark: _Toc182237494][bookmark: _Toc182331244][bookmark: _Toc182331350][bookmark: _Toc183525374][bookmark: _Toc183525481][bookmark: _Toc184026664][bookmark: _Toc196262294][bookmark: _Toc196347846][bookmark: _Toc196780604][bookmark: _Toc196780853][bookmark: _Toc196830620][bookmark: _Toc196830750][bookmark: _Toc203066800][bookmark: _Toc203072389][bookmark: _Toc216776610][bookmark: _Toc217904877][bookmark: _Toc218067302][bookmark: _Toc218230505][bookmark: _Toc219109965][bookmark: _Toc219305307][bookmark: _Toc219317127][bookmark: _Toc219406338]
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4.3.1. [bookmark: _Toc219406350] Bayangan di Ujung Cahaya
     Temuan di lapangan ini menunjukkan bahwa implementasi Coretax dipandang sebagai sebuah bayangan yang hadir di ujung cahaya. Bayangan ini membuat cahaya yang harusnya memberikan sebuah penerangan dalam kerumitan administrasi perpajakan malah harus melewati serangkaian tantangan. Bayangan ini menggambarkan bahwa setiap perubahan tidak pernah sepenuhnya bebas dari tantangan. Begitu pula dengan implementasi Coretax yang menghadirkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi wajib pajak. Implementasi Coretax sebagai sebuah pembaruan sistem sejatinya memerlukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak atas penggunaan sistem. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut masih sangat terbatas. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan belum menjangkau secara merata para wajib pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak belum memperoleh pemahaman yang cukup mengenai perubahan alur sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini tercermin dari pernyataan informan ketika ditanyai mengenai sosialisasi dan pelatihan yang mereka terima. Berikut adalah jawaban para informan terkait hal tersebut: 
“Saya rasa penyuluhannya kurang sekali ya sebelum dan setelah Coretax itu rilis. Karena saya pun gak pernah dapat penyuluhan langsung itu” (52RAP)
“Nah kalau pelatihan sebelum Coretax ini, saya ada dilihat teman saya ikut pelatihan itu, tapi perusahan saya ini tidak dapat undangan pelatihan itu” (16EY)
“sosialisasi sebelum atau sesudah ada Coretax ini gak pernah dapat langsung dari KPP ya. Kemudian dari rekan kerja saya dapat sosialisasi Coretax dan ikut Zoom-nya dan itu dari pihak luar” (8LN)
     Berdasarkan hasil wawancara, para informan menjelaskan bahwa mereka belum menerima sosialisasi maupun pelatihan langsung dari otoritas pajak. Informan pertama menjelaskan bahwa tidak pernah menerima pelatihan dan sosialisasi langsung sebelum maupun setelah implementasi sistem baru ini. Informan ketiga pun menjelaskan hal yang sama terkait tidak adanya sosialisasi maupun pelatihan yang didapatkan dari otoritas pajak. Informan kedua pun menegaskan hal serupa dan menambahkan bahwa wajib pajak yang lain menerima undangan pelatihan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh otoritas pajak belum merata. Dengan demikian, sosialisasi dan pelatihan Coretax masih belum optimal menjangkau seluruh wajib pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak belum memahami sepenuhnya prosedur baru dalam penggunaan sistem seperti yang disampaikan berikut ini:
“Seharusnya kita verifikasi tanda tangan dulu kemudian simpan nah saya gak klik dua-duanya itu. Cuma itu saja sih, karena kita gak tau caranya jadi ya klik setau kita aja, pakai feeling” (18RAP)
     Informan pertama menjelaskan bahwa terjadi ketidakpahaman pengoperasian sistem karena terjadi perbedaan prosedur penggunaan dengan sistem sebelumnya. Hal ini menjadi suatu tanda bahwa sosialisasi dan pelatihan langsung dari otoritas pajak yang belum merata menjangkau seluruh lapisan wajib pajak. Lebih lanjut para informan menjelaskan bahwa absennya sosialisasi maupun pelatihan membuat wajib pajak harus mengandalkan diri sendiri untuk memahami sistem, seperti yang disampaikan dalam jawaban wawancara berikut:
“Semua belajar sendiri di YouTube.” (14RAP)
“sempat langsung datang ke KPP untuk minta arahan cara pakainya” (12EY)
“sempat juga ikut pelatihan online. Pelatihan online dari eksternal ya, saya cari sendiri” (14EY)
“Ya cari tutorialnya di YouTube… Cara aksesnya, cara daftarnya. Jadi lebih banyak cari tau sendiri” (18EY)
“melalui online Zoom itu saja pertama kali terus setelah itu belajarnya ya learning by doing jadi saat kita butuh sesuatu kita cari di YouTube.” (12LN)
     Pernyataan ketiga informan mengindikasikan bahwa para informan aktif mempelajari sistem secara mandiri. Ketiga informan menyatakan bahwa sistem dipelajari secara mandiri melalui informasi yang didapatkan melalui YouTube. Informan kedua menambahkan bahwa pemahaman sistem juga didapatkan dengan mengunjungi KPP untuk meminta arahan dan mengikuti pelatihan di luar otoritas pajak yang dicari secara mandiri. Oleh karena itu, keaktifan dan kemandirian dalam pembelajaran menjadi strategi utama wajib pajak untuk memahami dan mengoperasikan sistem administrasi perpajakan ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak hadirnya sosialisasi dan pelatihan yang diterima dari otoritas pajak memunculkan tuntutan bagi wajib pajak untuk mencari sumber pembelajaran secara aktif dan mandiri.
     Dalam implementasi sistem Coretax juga menghadirkan sejumlah ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis. Tantangan ini mulai dari kendala saat akses sistem, ketidaksesuaian data, loading berkepanjangan, hingga munculnya sejumlah error dan bug pada sistem. Gangguan ini terjadi sejak awal implementasi hingga saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ini masih belum berfungsi secara optimal dan mengganggu kelancaran wajib pajak dalam melakukan administrasi pajak. Tantangan terkait gangguan sistem ini dijelaskan oleh para informan dalam wawancara berikut:
 “Mau masuk ke akun kita aja susah harus nunggu lama, kadang juga sudah masuk tiba-tiba ke log out.” (18RAP)
“Baru masuk tiba-tiba langsung terkeluar dari sistem. Ini sebenarnya sampai sekarang saya masih merasakan, sudah masuk tiba-tiba ketendang dari sistem” (22EY)
“Pokoknya kalau dekat tanggal pelaporan itu pasti error. Dan kejadian kemarin saya tidak bisa buat Faktur Pajak.” (22EY)
“mendekati bayar dan lapor itu kan yang gunakan satu Indonesia jadi berimbas servernya down seperti belakang ini servernya mungkin lagi down jadi mau buat faktur selalu failed, mau buat apa selalu munculnya error-error itu sih. Kadang kita sudah buat draft-nya terus error jadinya hilang dan harus ulang lagi dari awal. Itu benar-benar wasting time harusnya kita sudah bisa kerjakan satu faktur harus nunggu sampai berapa jam.” (32LN)
     Jawaban informan mengindikasikan bahwa implementasi Coretax menghadirkan suatu tantangan yang berasal dari ketidakstabilan dan gangguan teknis sistem. Informan pertama dan kedua menjelaskan bahwa pada awal implementasi terdapat kendala dalam akses sistem. Informan kedua menjelaskan bahwa kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Informan kedua dan ketiga pun menjelaskan bahwa menjelang batas pelaporan, sistem sering mengalami gangguan yang menyebabkan wajib pajak harus berulang kali melakukan input data karena draf yang telah dimasukkan tidak tersimpan bahkan tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Para informan pun menghadapi kondisi gangguan teknis yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut ini: 
“Kan sebelumnya kita pakai DJP itu pasti dapat surat-hard copy untuk STP. Itu sudah dibayar tapi di Coretax itu masih muncul tagihannya.” (24RAP)
“bagian verifikasi wajah…Verifikasi wajah ini untuk daftar sertifikat digital.  Itu butuh waktu banget karena wajah kita gak ke-detect, jadi tidak hari itu selesai untuk daftar itu saja.” (20EY)
“…termin terakhir pelunasan itu faktur pajaknya minus.” (45EY)
“jadi waktu buat fakturnya totalnya gak sesuai dengan perhitungan kita jadi kita bawa ke KPP dan masuk ke special case.” (36LN)
[bookmark: _Hlk216681472]     Informan pertama menghadapi ketidakbenaran data perpajakan saat migrasi data dari sistem sebelumnya. Sedangkan informan kedua mengalami kendala teknis pada saat pembuatan sertifikat digital karena bagian wajah tidak terdeteksi. Informan kedua pun turut mengalami bug pada FPK yang menyebabkan nilai PPN menjadi minus. Informan ketiga menambahkan bahwa atas kendala bug ini mengharuskan mereka untuk melakukan konsultasi langsung ke KPP. Ketidakstabilan dan gangguan teknis sistem menyebabkan wajib pajak harus mengalokasikan waktu tambahan untuk mencoba dan mengulang proses yang sama, bahkan dalam kasus tertentu harus mengomunikasikannya langsung ke KPP terdaftar. Ketidakstabilan dan gangguan sistem yang terjadi juga menimbulkan konsekuensi serius bagi wajib pajak, seperti potensi keterlambatan penyampaian dan pembayaran SPT hingga terganggungnya arus kas wajib pajak. Hal ini disampaikan pada wawancara berikut:
[bookmark: _Hlk214869940]“Jadi sudah di hari terakhir batas pelaporan, saya coba buat SPT tapi ternyata sistemnya error…tombol lapornya ini gak bisa, jadi billing-nya otomatis gak keluar jadi terlambat sehari.” (56RAP)
“ketika mau ngirim invoice tapi ketika Coretax-nya bermasalah gak bisa buat faktur pajak jadinya kehambat dan itu juga pastinya masalah di internal tentunya kan misalnya invoice kita dalam tujuh hari akan dibayar sedangkan sekarang-hari ini kita gak bisa nerbitin faktur pajaknya dan pasti ketunda besok dan pasti mempengaruhi tagihan yang jatuh tempo” (49EY)
“mereka sudah tanyain invoice dan kita baru bisa terbitkan invoice di minggu ketiga Januari karena ya itu, fakturnya tidak bisa terbit karena kendala sistem. Harusnya kita sudah bisa dapat pemasukan di awal bulan tetapi harus ketunda-ketunda karena fakturnya belum jadi lumayan menyusahkan perusahaan karena arus kas juga jadinya terganggu” (42LN)
“karena suka sering error itu dan di saat mau pelaporan apa lagi hari terakhir maksudnya seperti PPN tanggal 31 dan besok sudah telat jadi harus bisa hari ini jadi kalau itu down pasti mengancam perusahaan karena kalau tidak terlapor hari ini keesokan harinya kita sudah kena denda” (44LN)
“awal-awal Coretax diluncurkan jadinya itu telat. Karena ya itu dari sistem gak bisa, kita mau lapor selalu failed terus.” (46LN)
     Informan pertama dan ketiga menjelaskan bahwa terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa. Hal ini terjadi karena bug dan error pada tombol pelaporan, sehingga pelaporan SPT terus mengalami kegagalan sehingga billing tidak muncul dan pembayaran dan pelaporan tidak dapat dilakukan. Informan ketiga kembali menegaskan bahwa gangguan sistem pada saat mendekati tanggal pelaporan membuka jurang besar pada potensi denda atas keterlambatan pelaporan. Informan kedua dan ketiga juga menjelaskan bahwa ketidakstabilan sistem menyebabkan wajib pajak tidak dapat melakukan pembuatan faktur pajak sebagai syarat penagihan, sehingga penagihan belum dapat dilakukan dan berdampak pada terganggunya arus kas wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan dan gangguan teknis sistem masih menjadi tantangan yang dihadapi wajib pajak hingga saat ini, sehingga menghambat aktivitas administrasi perpajakan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi wajib pajak.
     Kendala sistem yang terjadi dalam sistem akan membawa sebuah tanda tanya besar bagi wajib pajak. Akan tetapi, bantuan petugas pajak atas kendala tersebut dinilai belum optimal. Hal tersebut menimbulkan tantangan tersediri bagi wajib pajak karena bantuan yang hadir tidak sesuai dengan harapan. Tanggapan petugas pajak dinilai belum memberikan solusi yang memadai dan cenderung lambat. Bahkan, saat awal implementasi bantuan layanan pajak menjadi sulit dihubungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh otoritas pajak belum mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Sehingga wajib pajak kehilangan arah dalam mengambil langkah penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Dalam wawancaranya informan menyampaikannya hal berikut:  
“petugas pajaknya tidak ada yang respons, kemudian nomor Kring Pajak juga tidak bisa ditelpon sama sekali.” (46RAP)
“saya rasa kurang membantu juga sih soalnya banyak gak tau juga mereka itu malah antarpengguna yang bantu di sana kemarin” (16EY)
“tentang lapor pajak kemarin itu saya nanya solusinya gimana atau apakah memang sedang error server-nya, terus jawaban mereka template sekali, ‘silahkan hapus draft SPT dan klik ulang kembali SPT terus disuruh juga clear cache browser sama pakai incognito’ dan sebelum dikasih tau itu pun saya sudah coba lakukan dan gak berhasil.” (44EY)
“kadang mereka slowrespons dengan jawabannya kadang-kadang seperti ‘coba di-refresh aja bu di login ulang aja’. Kalau begini kan kita juga tau karena kita juga butuh jawaban yang pasti” (34LN)
“mungkin mereka juga baru belajar Coretax juga jadi mungkin mereka masih bingung juga karena kadang saya nanya nya apa mereka jawabnya ya kurang nyambung-maksud saya lain ke situ jadi agak misscom” (38LN)
    Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan merasa belum mendapatkan bantuan yang memadai dari petugas pajak ketika menghadapi kendala pada sistem Coretax. Informan pertama menjelaskan bahwa petugas pajak sama sekali tidak dapat dihubungi. Informan kedua menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh help desk cenderung bersifat template dan tidak memberikan penyelesaian yang benar-benar membantu. Informan ketiga pun menegaskan bahwa petugas pajak terkadang hanya sekadar menyarankan untuk melakukan kegiatan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Lebih lanjut, informan ketiga menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan petugas pajak cenderung lambat. Informan kedua dan ketiga juga menyampaikan bahwa petugas pajak belum sepenuhnya memahami sistem dan masih dalam proses pendalaman sistem, sebagaimana halnya wajib pajak. 
     Bantuan yang diberikan oleh petugas pajak dinilai belum solutif dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan wajib pajak yang membutuhkan penyelesaian teknis secara konkret. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan dari petugas pajak belum optimal menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus menggali mandiri informasi penyelesaian kendala ataupun menunggu hingga sistem berjalan dengan optimal, seperti yang disampaikan pada wawancara berikut:
“Paling nanya ke teman-teman saja sama Twitter. Di twitter itu biasanya saya search masalah yang saya alami, jadi melihat solusinya dari jawaban orang-orang yang bertanya dan menjawab di Twitter itu” (48RAP)
“coba cari solusi lewat YouTube, seperti ganti ke jam Jakarta itu saya dapat dari YouTube itu solusinya” (44EY)
“cek lagi sudah bisa apa belum. Jadi kita harus sering-sering cek apakah sistemnya sudah bisa atau belum” (40LN)
       Melalui jawaban wawancara diketahui bahwa wajib pajak mencari penyelesaian secara mandiri ataupun menunggu sistem kembali normal. Informan pertama menjelaskan bahwa dalam menghadapi gangguan teknis, informan cenderung berdiskusi dan membaca diskusi yang dilakukan oleh sesama wajib pajak untuk menemukan penyelesaian atas masalah tersebut. Sementara itu, informan kedua menyebutkan bahwa dalam menghadapi kendala teknis, informan cenderung mencari panduan dalam platform digital. Sementara itu, informan ketiga memilih untuk menunggu sistem kembali normal dan melakukan pengecekan sistem secara berkala. Bantuan yang kurang optimal membuat wajib pajak harus mengalokasikan waktu untuk sekadar melakukan cek berkala pada sistem hingga sistem kembali normal ataupun mencari informasi penyelesaian mandiri.
     Implementasi Coretax tidak hanya melahirkan suatu tantangan dalam ketidakstabilan dan gangguan sistem, tetapi juga dalam pemeliharaan sistem yang dilakukan. Hal ini terjadi karena pemeliharaan sistem sering dilakukan pada jam operasional sehingga sistem tidak dapat diakses sama sekali. Sistem yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya ini menyebabkan aktivitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan harus terhenti hingga proses pemeliharaan sistem selesai. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi wajib pajak saat terdapat kebutuhan administratif yang harus segera diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan pemeliharaan sistem masih belum selaras dengan kebutuhan operasional wajib pajak. Hal ini tertuang dalam hasil wawancara berikut:   
[bookmark: _Hlk214867300]“Udah dua harian saya coba buka…Server-nya lagi downtime, lagi maintenance. Makanya gak bisa buat ini…Faktur Pajak sama Bupot. Harusnya dari kemarin sudah buat Bupot, tapi malah ketunda ini. Kita kan juga perlu buat faktur cepat biar bisa segera ditagihkan.” (10RAP)
“bulan ini beberapa hari kebelakang mau buat faktur dan gak bisa. Saya cek online juga orang-orang di luar sana memang lagi downtime untuk maintenance jadi tidak bisa dibuat faktur dan untuk apa pun itu. Dan itu terjadi saat jam kerja” (48LN)
      Informan pertama dan ketiga mengungkapkan bahwa proses pemeliharaan sistem yang dilakukan pada jam operasional menghambat mereka dalam menjalankan administrasi perpajakan. Informan pertama menjelaskan bahwa pemeliharaan sistem telah dua hari dilakukan sehingga informan tidak dapat menerbitkan faktur dan bukti potong yang berimbas pada penagihan yang harus mundur. Informan ketiga pun turut menjelaskan bahwa pemeliharaan dalam sistem ini menyebabkan semua layanan tidak dapat digunakan. Pemeliharaan sistem pada jam operasional ini menjadi tantangan tak terhindarkan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti saat melakukan wawancara dengan informan pertama. Hasil pengamatan peneliti dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Pemeliharaan saat Jam OperasionalSumber: Peneliti, 2025



     
      Kondisi ini menunjukkan bahwa jadwal pemeliharaan sistem sejatinya belum selaras dengan kebutuhan operasional wajib pajak. Pemeliharaan yang dilakukan pada waktu yang kurang tepat menyebabkan kegiatan administrasi perpajakan harus terhenti sementara hingga proses pemeliharaan selesai. Situasi tersebut mengganggu kelancaran pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dapat dilakukan tepat waktu. Akibatnya, kegiatan administrasi perpajakan menjadi tertunda dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan dan pembayaran. Kondisi ini pada akhirnya membuka peluang kerugian bagi wajib pajak, baik dari sisi waktu, biaya, maupun risiko sanksi administratif.
     Tantangan lain yang dialami wajib pajak dalam implementasi Coretax adalah kebutuhan sistem pada konektivitas internet yang stabil dan lancar. Sistem ini sangat bergantung pada kuat atau lemahnya konektivitas internet yang digunakan wajib pajak. Saat konektivitas internet wajib pajak buruk, maka proses administrasi perpajakan akan terhambat bahkan gagal dijalankan. Oleh karena itu, stabilitas dan kelancaran konektivitas internet menjadi faktor penting dalam keberjalanan implementasi Coretax secara optimal. Hal ini dijelaskan informan dalam wawanacara berikut:
“Internet itu sangat berpengaruh banget ya... Karena Coretax ini butuh banget jaringan yang stabil dan kencang, jadi sekali jaringan kita jelek ya sudah dia gak mau” (50RAP)
“Jaringan ini juga sangat berpengaruh karena teman saya pakai Coretax juga beberapa kali nanya ke saya Coretax lagi error kah tau bagaimana soalnya dia tidak bisa lapor SPT. Ketika saya akses ya bisa aja, nah itu biasanya karena jaringannya dia yang kurang bagus” (42EY)
“Karena basic-nya kan sistem online jadi sangat tergantung sama jaringan, kalau jaringan oke pasti lancar, kalau jaringan gak oke… ya susah pasti gak jalan sistemnya” (18LN)
       Berdasarkan jawaban dari informan pertama dan kedua dapat dipahami bahwa kualitas konektivitas internet memiliki peran yang krusial dalam kelancaran implementasi Coretax. Informan pertama dan ketiga menyampaikan bahwa implementasi Coretax sangat membutuhkan jaringan internet yang baik untuk mendukung stabilitas penggunaan sistem. Informan kedua turut menegaskan bahwa saat kualitas jaringan tidak baik maka sistem tidak dapat berjalan dengan optimal bahkan membuat wajib pajak tidak dapat melakukan pelaporan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi Coretax juga berasal dari kebutuhan pada konektivitas internet yang digunakan. Perbedaan kualitas konektivitas internet membuat wajib pajak tidak dapat menggunakan sistem dengan optimal.
4.3.2. [bookmark: _Toc219406351] Cahaya Terbit di Relung Pajak
     Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa implementasi Coretax dipandang sebagai sebuah cahaya yang menyinari relung administrasi perpajakan yang sebelumnya rumit. Cahaya ini menerangi dan memperbarui proses administrasi yang selama ini panjang dan rumit menjadi lebih mudah, sederhana, dan terintegrasi. Melalui implementasi Coretax, administrasi perpajakan yang sebelumnya terpisah-pisah kini terintegrasi ke dalam satu sistem. Kondisi ini tentunya mengubah secara keseluruhan dinamika administrasi perpajakan yang rumit menjadi lebih sederhana. Integrasi sistem membuat wajib pajak hanya perlu mengakses satu portal untuk membuka seluruh layanan perpajakan. Integrasi ini akan mengurangi kebingungan wajib pajak yang muncul akibat ketidakpaduan sistem sebelumnya. Kemudahan yang diterima wajib pajak atas perubahan ini tercermin dalam hasil wawancara berikut:
“semua jadi satu website gak perlu banyak-banyak buka website atau aplikasi” (46RAP)
“Sekarang semua sistem jadi satu akses saja, jadi gak usah buka beberapa website atau aplikasi. Kalau dulu kan buka DJP, e-Tax, website e-Faktur, e-NOFA… Banyak yang dipakai. Sekarang sudah satu sistem jadi lebih simple” (42EY)
“…semua sudah jadi satu lewat Coretax, kalau dulu kan ada DJP, eFaktur, e-Tax segala macam, kalau sekarang mau PPN, PPh 21, PPh 23, semuanya, pelaporan, pembayaran itu jadi satu di Coretax jadi tidak buat bingung dan mempermudah.” (32LN)
       Jawaban informan menunjukkan bahwa implementasi Coretax sebagai layanan administrasi perpajakan terpadu mampu mengurangi kerumitan yang timbul pada sistem sebelumnya. Penyatuan berbagai layanan administrasi perpajakan, seperti DJP Online, aplikasi e-Faktur, website e-Faktur, e-Nofa, dan e-Reg ke dalam satu akses terpadu bernama Coretax. Implementasi ini membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana dan tidak membingungkan seperti yang disampaikan oleh informan kedua dan ketiga. Ketidakpaduan pada sistem sebelumnya menimbulkan kerumitan dan kebingungan bagi wajib pajak karena harus mengakases berbagai layanan pajak secara terpisah. Kondisi ini dapat dihindari melalui implementasi Coretax, sehingga wajib pajak tidak perlu membuka dan mengganti-ganti sistem perpajakan.
       Implementasi Coretax tidak hanya menghadirkan kemudahan melalui integrasi sistem, tetapi juga pada tahapan pendaftaran. Wajib pajak merasakan kemudahan alur pendaftaran melalui implementasi Coretax. Kemudahan proses pendaftaran ini terjadi karena wajib pajak hanya perlu mengisi data sesuai identitas kemudian sistem akan memproses informasi secara otomatis sehingga akun Coretax dapat langsung digunakan. Kemudahan dalam proses pendaftaran disampaikan dalam wawancara berikut:  
“saya rasa cepat aja buatnya, pas kita sudah selesai isi langsung jadi. Bisa dipakai akunnya” (26RAP). 
“cepat dan sederhana saja untuk registrasi ini kan tinggal masukkan data dan langsung bisa digunakan akun Coretax-nya” (24EY).
“gampang aja sih, tinggal masukkan data-data sesuai KTP dan langsung jadi juga, bisa dipakai langsung akunnya” (20LN)
       Berdasarkan pernyataan para informan, implementasi Coretax memberikan suatu kemudahan dalam proses pendaftaran. Para informan menjelaskan bahwa pendaftaran hanya memerlukan waktu yang singkat untuk melakukan pengisian data sesuai dengan identitas. Informasi tersebut langsung diproses oleh sistem dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk verifikasi sehingga akun Coretax wajib pajak dapat langsung digunakan tanpa adanya prosedur tambahan. Dengan demikian wajib pajak memahami bahwa proses pendaftaran sebagai sesuatu sederhana dan cepat.
     Implementasi Coretax turut mengubah proses yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung. Pada sistem sebelumnya, wajib pajak diharuskan datang langsung ke kantor pajak. Prosedur ini pastinya akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya wajib pajak. Akan tetapi, melalui implementasi Coretax proses tersebut dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem. Dengan demikian, wajib pajak tidak lagi perlu mengunjungi kantor pajak sehingga kerumitan proses dan beban administrasi dapat diminimalkan. Hal ini tergambarkan jelas dalam hasil wawancara berikut:
“hanya tinggal klik dan langsung ter-update. Jadi gak perlu ke KPP, lebih mudah perubahan datanya. Kalau dulu perubahan data kan kita harus datang ke KPP” (28RAP).
“Waktu jaman sebelum Coretax pernah ada kendala masalah ubah data email dan nomor telpon dan harus ke KPP kalau email atau nomor hp-nya tidak aktif. Tapi kalau sekarang online pakai Coretax saja” (26EY).
     Jawaban informan pertama dan kedua menggambarkan bahwa implementasi Coretax tidak hanya mengintegrasikan sistem, tetapi mengubah tatanan proses administrasi perpajakan. Kedua informan menjelaskan bahwa perubahan data dapat dengan mandiri dilakukan melalui sistem dan data secara langsung terperbarui. Kondisi ini sangat berbeda sebelum implementasi Coretax, hal ini terjadi karena perubahan data mengharuskan wajib pajak untuk datang langsung ke kantor pajak. Melalui implementasi Coretax seluruh prosedur perubahan data dapat dipangkas sehingga proses tersebut dapat dilakukan wajib pajak secara mandiri melalui sistem. Perubahan ini memangkas kerumitan proses administrasi perpajakan yang panjang. Perubahan data ini juga mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. 
       Proses panjang dalam faktur pajak pun dapat disederhanakan melalui implementasi Coretax. Proses pengelolaan faktur kini berjalan lebih cepat dan akurat melalui otomatisasi. Dalam implementasi sistem baru ini, prosedur manual permintaan dan pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak dapat dihilangkan melalui otomatisasi NSFP. Pembuatan faktur pajak keluaran pun lebih akurat dengan otomatisasi validasi data pelanggan. Sementara itu, faktur pajak masukkan pun dapat diterima secara real time dan detail. Kondisi ini membuat pengelolaan faktur pajak menjadi lebih cepat, akurat, serta transparan. Hal tersebut tersampaikan dalam wawancara informan berikut:
“dulu harus minta nomor seri tapi sekarang kan udah gak lagi, otomatis. Dulu juga harus input satu data customer satu-satu, kalau sekarang ketika sudah input NPWP nanti datanya otomatis muncul” (30RAP).
“…dulu harus minta dan kembalikan nomor seri faktur, kalau sekarang tidak perlu begitu, otomatis dari Coretax.” (28EY).
“di e-Tax alamat itu harus diketik manual. Kalau di Coretax sekarang tidak perlu lagi” (30EY).
“nomor faktur otomatis jadi kita gak perlu minta di e-Nofa, dan karena Coretax ini website bukan aplikasi begitu jadi mudah diakses di mana aja beda dengan e-tax desktop yang harus diinstal di komputer” (22LN).
     Pernyataan informan menggambarkan secara gamblang bahwa implementasi Coretax menghadirkan sebuah kemudahan dalam pengelolaan faktur pajak melalui otomatisasi sistem. Melalui sistem sebelumnya dapat terlihat bahwa para informan harus menjalankan proses manual. Ketiga informan menjelaskan bahwa saat ini tidak perlu melakukan prosedur permintaan dan pengembalian NSFP melalui sistem e-Nofa. Informan ketiga menjelaskan bahwa dengan sistem berbasis website maka akses ke sistem menjadi lebih mudah karena tidak perlu melalukan instalasi aplikasi dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Informan pertama dan kedua turut memaparkan bahwa saat ini tidak perlu melakukan entri data pelanggan satu per satu. Saat ini proses manual tersebut dipangkas dengan otomatisasi validasi sistem sehingga wajib pajak hanya perlu memasukkan NPWP pelanggan secara benar dan data pelanggan akan secara otomatis muncul. Pemangkasan berbagai proses dalam Coretax membuat pengisian faktur pajak menjadi lebih cepat dan menyajikan data yang akurat. Implementasi Coretax juga memudahkan penerimaan faktur pajak masuk, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut.
“FPM sekarang real time, dulu kan kita harus prepopulated dulu baru muncul dan munculnya bukan rinci gitu seperti di Coretax tapi cuma beberapa informasi aja” (32RAP)
“FPM jaman e-Tax hanya bisa lihat NSFP, PT, dan nominalnya tapi gak bisa dilihat rinciannya, untuk era Coretax sekarang FPM bisa real time dilihat secara rinci” (28EY)
“faktur pajak masukkan langsung otomatis kita terima asalkan sudah diinput mereka.” (22LN)
     Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Coretax memberikan para informan kemudahan dalam penerimaan faktur pajak masukkan. Melalui sistem ini, faktur pajak masukkan diterima secara real time dan menyajikan informasi secara menyeluruh. Informan pertama menjelaskan bahwa di sistem terdahulu harus dilakukan penarikan data untuk melihat daftar pajak masukkan dan hanya dapat melihat beberapa informasi. Hal ini serupa dinyatakan oleh informan kedua bahwa informasi yang diterima hanya berupa nomor seri, nama wajib pajak, nominal tanpa memberikan informasi secara keseluruhan. Melalui implementasi Coretax, para informan dapat secara langsung melihat hasil faktur pajak yang diberikan oleh penjual tanpa perlu menarik data manual. Kondisi ini memberikan akses yang lebih cepat dan menyeluruh pada detail transaksi. Hal ini memudahkan wajib pajak untuk melakukan proses pemeriksaan dan pencocokan data sehingga meningkatkan transparansi data pajak dan memberikan kemudahan untuk meminta revisi faktur jika diperlukan.
     Implementasi Coretax menghilangkan sejumlah prosedur administrasi pajak, termasuk dalam proses penerimaan bukti potong. Implementasi Coretax menghadirkan otomatisasi dalam penerimaan bukti potong. Kemudahan ini menghilangkan proses permintaan hasil bukti potong yang telah dibuat lawan transaksi. Wajib pajak tidak perlu lagi menghubungi lawan transaksi untuk meminta bukti potong yang telah dibuat dan lawan transaksi tidak perlu mengirimkan bukti potong secara manual. Kemudahan ini membantu wajib pajak menghemat waktu dalam proses administrasi. Implementasi Coretax mewujudkan penyederhanaan proses penerimaan bukti potong sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:
“di Coretax sekarang sudah ada langsung di menu surat masuk itu bupot yang dibuat sama klien. Jadi gak perlu hubungin klien untuk minta Bupot itu” (34RAP).
“bupot yang sudah dibuat lawan transaksi langsung masuk ke akun Coretax kita. Jadi bisa langsung ambil lewat Coretax dan gak perlu hubungin lawan transaksi untuk minta bupot” (34EY).
“bukti potong dari klien/vendor kita bisa dapatkan itu dari Coretax kalau dulu kan kita harus minta satu-satu ke perusahaan, nah kalau sekarang tinggal cek di Coretax asalkan mereka sudah report muncul otomatis di Coretax kita” (26LN).
     Jawaban ketiga informan menunjukkan bahwa penerimaan bukti potong setelah implementasi Coretax menjadi lebih mudah. Dengan sistem sebelumnya, wajib pajak harus menghubungi lawan transaksi untuk meminta bukti potong satu per satu. Selanjutnya lawan transksi harus mengirimkan bukti potong ini secara manual. Melalui implementasi Coretax, proses ini ditiadakan melalui otomatisasi sistem sehingga bukti potong akan langsung diterima wajib pajak melalui menu surat masuk secara real time setelah lawan transaksi membuatnya. Implementasi Coretax sejatinya melahirkan peniadaan proses manual melalui otomatisasi sistem sehingga mempercepat proses administrasi pajak dan mengurangi kontak langsung dan terjadinya kendala dalam komunikasi dengan lawan transaksi.
      Implementasi Coretax menawarkan penyederhanaan rangkaian proses kompleks pelaporan pajak. Wajib pajak tidak perlu memasukkan nomor transaksi penerimaan negara lagi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).  Dengan adanya implementasi Coretax proses tersebut ditiadakan melalui otomatisasi sistem. Wajib pajak juga diberikan kemudahan dalam penarikan data SPT, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan penarikan data secara manual. Wajib pajak pun tidak perlu melakukan pencocokan data antara aplikasi dan website pada saat pembuatan SPT PPN. Implementasi Coretax menghadirkan kemudahan dalam proses pelaporan melalui otomatisasi dan penyatuan sistem. Dengan demikian, waktu yang sebelumnya tersita untuk menghadapi kerumitan alur pelaporan dapat berkurang sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat. Kemudahan dalam pelaporan ini dijelaskan dalam wawancara berikut:
“di SPT Coretax sudah otomatis nominalnya seperti itu. Kalau di e-Tax harus pakai aplikasi dan website, untuk di aplikasi ini untuk mempermudah saja karena aplikasi ini sistemnya offline jadi kalau FPK akan otomatis ke website, kalau FPM lewat aplikasi ini juga nanti ketika sudah kita prepopulated dan kreditkan akan masuk di website. Kemudian kita harus cocokan data yang ada di aplikasi dan website ini, jadi aplikasi ini membantu kita untuk tau berapa pajak kita dan nanti dipastikan lagi lewat website ini..” (40RAP)
“Kalau sudah terbayar juga langsung otomatis langsung terlapor” (44RAP)
“Kalau yang lama itu kita harus pilih upload bukti potongnya kemudian pilih masa apa. Dulu begitu lewat DJP…Kalau sekarang kita masuk ke menu e-SPT terus kita pilih mau laporkan apa PPh 21, Unifikasi, dll terus kita pilih masa dan sudah langsung otomatis narik data yang sudah kita input” (36EY)
“ketika kita sudah bayar billing-nya kita tidak perlu melapor… Karena ketika bayar otomatis terlapor. Kalau dulu kita sudah bayar, kita masukkan NTPN lagi baru terlapor” (40EY)
“Sekarang alurnya jadi lebih mudah, buat draft SPT kemudian kita bayar dan SPT terlapor otomatis. Karena kalau dulu harus satu-satu, buat billing dulu kemudian kalau sudah bayar buat draft SPT kemudian dilaporkan secara manual dengan cara masukkan bukti bayar itu” (28LN).
     Berdasarkan jawaban para informan diketahui bahwa implementasi Coretax menyederhanakan proses pelaporan. Ketiga informan menjelaskan bahwa melalui sistem Coretax, penyampaian laporan perpajakan dilakukan secara otomatis saat billing telah dibayar tanpa memasukkan nomor bukti bayar secara manual. Informan pertama pun menjelaskan bahwa dengan implementasi Coretax, wajib pajak tidak perlu lagi membuka dua sistem untuk membandingkan data antar sistem. Hal ini membawa manfaat dalam efisiensi waktu dan menyederhanakan alur yang sering kali membuat wajib pajak bingung. Informan kedua menyampaikan bahwa dengan adanya implementasi Coretax, wajib pajak tidak perlu melakukan penarikan data SPT secara manual karena data telah tersinkronisasi sesuai dengan hasil input wajib pajak. Kondisi ini dapat menghemat waktu wajib pajak dan meningkatkan akurasi data melalui otomatisasi. 
     Implementasi Coretax juga menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran. Melalui sistem sebelumnya wajib pajak diminta untuk membuat billing secara manual. Pembuatan billing manual ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan wajib pajak karena salah memasukkan kode pajak, nominal, ataupun masa pajak. Kesalahan ini akan memicu terjadinya proses pemindahbukuan dan interaksi langsung kepada petugas pajak yang harus dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu otomatisasi pembuatan billing akan mengurangi risiko kesalahan wajib pajak dalam pembuatan billing manual dan potensi dilakukannya pemindahbukuan. Lebih lanjut, implementasi Coretax membantu wajib pajak dalam memantau proses pembayaran karena sistem ini menampilkan daftar billing yang belum maupun yang telah dibayar. Berikut penyampaian hasil wawancara terkait pembayaran pajak:
“sekarang gak perlu masukkan lebih bayar di aplikasi itu, sekarang otomatis.” (40RAP)
“Dulu kan kita tidak diberi tau billing mana yang belum dibayar… di Coretax itu dikasih tau… Ada list-nya, PPh 21, PPh 23, PPN itu berapa. Sedangkan dulu, kita sudah buat, cetak ya sudah kita yang simpan tidak ada histori belum dibayar atau sudah dibayar. Jadi itu lebih enaknya di Coretax” (42RAP).
“sekarang kita sudah klik submit and pay kemudian billing terbuat otomatis dan kita tinggal bayar...” (44RAP)
“dulu kan ini harus kita buat sendiri ya…e-Billing. E-Billing harus kita input sendiri, kalau sekarang sudah otomatis dibuatkan” (38EY)
“Dulu kan bisa beda satu rupiah saja tidak terlapor kan… Nah itu… Kalau dulu kita input billing sendiri, ada kemungkinan kurang satu rupiah ya kan atau dua rupiah haha kalau kurang dia gak mau” (40EY)
“Sekarang billing dibuatkan sistem sedangkan dulu kan kita sendiri yang buat billing. Dan jadi mengurangi kesalahan kita. Karena sering banget dulu beberapa kali. Entah salah masa, salah kode pajak, salah nominal ya karena tadi itu, kita harus input sendiri. Dulu itu dulu posisinya salah dan sudah dilaporkan. Sudah terjadi gitu kan jadi pindahbuku kadang harus ke kantornya lagi untuk ngurus itu.” (30LN)
     Ketiga informan memberikan informasi yang sejalan, bahwa saat ini proses pembayaran pajak semakin mudah berkat otomatisasi pembuatan billing. Otomatisasi billing akan mengurangi pekerjaan manual wajib pajak. Pekerjaan manual dalam pembuatan manual billing ini menjadi risiko tersendiri wajib pajak. Hal ini memicu kesalahan wajib pajak saat melakukan pemasukkan data secara manual, seperti yang dijelaskan oleh informan kedua. Saat billing yang salah ini telah dibayarkan maka wajib pajak harus melakukan prosedur pemindahbukuan dan interaksi langsung kepada petugas pajak seperti yang dijelaskan oleh informan ketiga. Melalui otomatisasi billing, hal yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan. Wajib pajak pertama menyebutkan bahwa selain otomatisasi billing, implementasi Coretax membantu dalam otomatisasi kompensasi kelebihan pembayaran dan memantau histori pembayaran. Dengan demikian, pembayaran pada Coretax menjadi lebih mudah dipantau, lebih cepat, dan mengurangi risiko dalam pengisian manual.
     Selain itu, implementasi Coretax dapat memudahkan wajib pajak dalam penerimaan surat tagihan. Melalui sistem sebelumnya, wajib pajak akan dikirimkan surat fisik yang berisikan kode pembayaran atas tagihan pajak. Namun, terkadang surat fisik ini lambat diterima wajib pajak. Kondisi ini dapat diminimalkan melalui penerimaan surat melalui sistem Coretax. Dengan demikian, wajib pajak dapat menerima informasi secara cepat, seperti yang disampaikan informan di bawah ini:
“Dan ini ya, dulu kita harus menunggu surat fisik dari DJP. Kalau sekarang sudah nerima lewat Coretax jadi denda ini sudah langsung bisa kita bayar karena sudah tau. Kadang surat fisik ini datangnya telat misalnya maksimal bayar tanggal 17, tetapi kita baru menerima surat itu tanggal 20… Sudah lewat begitu. Jadi saya harus Wa ke layanan DJP… mau bayar tapi tagihannya sudah lewat jadi dari mereka nanti kirimkan billing baru lewat WA” (42EY)
     Jawaban informan mengindikasikan bahwa implementasi Coretax menghadirkan kemudahan dalam penerimaan surat tagihan. Informan kedua menjelaskan bahwa surat tagihan saat ini dapat diterima melalui sistem. Sehingga wajib pajak tidak perlu menunggu surat fisik dikirimkan. Surat fisik ini memiliki risiko terlambat datang, sehingga wajib pajak sering terlewat tanggal pembayaran. Hal ini menyebabkan wajib pajak harus berkomunikasi dengan layanan DJP untuk meminta kode pembayaran yang baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan kemudahan dalam penerimaan surat tagihan melalui menu surat masuk, sehingga keterlambatan penerimaan dapat dihindari dan wajib pajak dapat menerima informasi secara cepat.
4.4. [bookmark: _Toc203072405][bookmark: _Toc219406352]Pembahasan
     Implementasi Coretax Administration System sebagai suatu pembaruan sistem administrasi perpajakan secara efektif mulai dijalankan pada awal tahun 2025. Implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru ini mengusung visi MANTAP, yaitu Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti. Implementasi ini mengubah seluruh layanan administrasi perpajakan yang terpisah menjadi satu-kesatuan sistem terpadu dan mengubah beberapa alur dalam administrasi perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait makna implementasi Coretax bagi wajib pajak badan, diperoleh bahwa makna ini tidak tunggal, melainkan terbentuk dari dua sisi yang saling berkait dan tidak dapat terpisahkan, sebagai berikut:
4.4.1. [bookmark: _Toc219406353]Bayangan di Ujung Cahaya
       Penelitian ini menemukan bahwa setiap perubahan yang seharusnya menjadi cahaya penerangan tidak pernah sepenuhnya bebas dari rentetan bayangan. Bayangan ini merupakan sejumlah tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan implementasi Coretax. Implementasi Coretax sebagai suatu langkah perubahan menuju kemudahan dalam realitasnya berjalan dengan keterbatasan sosialisasi dan pelatihan oleh otoritas pajak. Wajib pajak belum menerima sosialisasi maupun pelatihan yang memadai sehingga pemahaman wajib pajak atas implementasi sistem tidak sepenuhnya optimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi (Arifqi, 2025) yang menjelaskan bahwa implementasi Coretax tidak diimbangi dengan pelatihan dan sosialisasi yang memadai.
     Proses sosialisasi yang dianggap kurang memadai atau bahkan kacau menyebabkan pemahaman bersifat terbatas (Erstiawan, 2025). Minimnya sosialisasi maupun pelatihan, melahirkan suatu dorongan keaktifan dan kemandirian belajar. Wajib pajak didorong untuk aktif dalam mencari bahan materi melalui media digital ataupun pelatihan yang diselenggarakan pihak luar. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian (Saputra & Fitriani, 2025) dan (Jiandini & Haryati, 2025) yang menyebutkan bahwa wajib pajak harus melakukan pembelajaran mandiri akibat minimnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan otoritas pajak. 
       Selain keterbatasan sosialisasi dan pelatihan, wajib pajak dihadapkan pada ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis. Gangguan sistem ini berupa kendala saat akses sistem, ketidaksesuaian data, respons sistem yang lambat, hingga munculnya sejumlah error dan bug pada sistem. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Afandi & Vizandra, 2025) yang menjelaskan bahwa terdapat kendala teknis seperti lambatnya respon sistem, gangguan teknis, dan ketidaksesuaian migrasi data dalam implementasi Coretax. Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis akan menghambat aktivitas administrasi perpajakan dan membuat wajib pajak harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk menghadapi gangguan yang terjadi. Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis pun dapat mengakibatkan potensi keterlambatan penyampaian SPT hingga terganggunya arus kas wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Erstiawan, 2025) yang menjelaskan bahwa gangguan teknis dalam implementasi Coretax membawa dampak yang signifikan bagi wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem Coretax yang masih belum berfungsi secara optimal menjadi tantangan yang belum terselesaikan hingga saat ini.
     Serangkaian gangguan teknis yang dihadapi tentu menimbulkan kebingungan wajib pajak dalam mengatasi permasalahan tersebut. Namun, bantuan yang diharapkan wajib pajak justru belum sepenuhnya hadir. Bantuan yang diberikan oleh petugas pajak cenderung lambat dan belum menjawab kebutuhan wajib pajak yang memerlukan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan teknis secara konkret dan cepat.  Hal ini sejalan dengan temuan (Mustofa et al., 2025) yang menjelaskan bahwa bantuan yang kurang memadai menjadi hambatan dalam mengatasi masalah secara cepat dan efisien. Wajib pajak akhirnya harus mencari solusi secara mandiri atas kendala yang terjadi. Upaya yang dilakukan wajib pajak ini berupa berbagi informasi dengan sesama wajib pajak ataupun mencari panduan melalui platform daring. Kondisi ini menujukkan bahwa petugas pajak belum memberikan bantuan yang memadai dalam menghadapi berbagai kendala teknis yang ada.
     Tantangan lain yang dihadapi wajib pajak adalah jadwal pemeliharaan sistem yang dilakukan pada jam operasional. Saat proses pemeliharaan berlangsung, seluruh layanan tidak dapat diakses. Situasi ini menyebabkan seluruh proses administrasi perpajakan harus terhenti sementara. Penundaan ini tentunya akan menghambat kelancaran aktivitas administrasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan (Amiliyah et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa sistem Coretax sering mengalami downtime untuk keperluan pemeliharaan, sehingga wajib pajak terhambat dalam menjalankan kewajibannya. Kondisi ini menujukkan bahwa penentuan jadwal pemeliharaan pada waktu operasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan ritme kerja wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan.
     Kebutuhan pada konektivitas internet turut menjadi tantangan dalam implementasi Coretax. Kestabilan dan kelancaran koneksi internet merupakan poin penting untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara optimal tanpa hambatan. Saat konektivitas internet buruk, wajib pajak tidak dapat mengakses layanan Coretax dengan optimal. Temuan ini sesuai dengan (Purnomo et al., 2025) yang menjelaskan bahwa kendala utama dalam implementasi Coretax adalah infrastruktur teknologi terutama pada konektivitas internet yang menyebabkan hambatan dalam akses sistem. Kondisi ini membuat kelancaran proses administrasi perpajakan harus terhambat. Dengan demikian konektivitas internet menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam mendukung kelancaran wajib pajak untuk mengimplementasikan Coretax.
     Seluruh bentuk tantangan nyata yang dihadapi wajib pajak menunjukkan bahwa cahaya yang hadir melalui perubahan sistem administrasi perpajakan dengan implementasi Coretax tidak terlepas dari sebuah bayangan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini menjadi sebuah hambatan besar wajib pajak dalam menjalankan implementasi Coretax. Tantangan ini bahkan tumbuh sebelum Coretax resmi diluncurkan yang mendorong wajib pajak untuk mempelajari sistem secara aktif dan mandiri serta berlanjut dengan munculnya berbagai gangguan sistem yang belum diimbangi dengan bantuan yang memadai dari otoritas pajak. Selain itu, pemeliharaan sistem yang dilakukan pada jam operasional mengharuskan wajib pajak menunda kegiatan administrasi perpajakan, sementara kebutuhan pada konektivitas internet yang stabil dan lancar memperbesar tantangan dalam implementasi Coretax. Ketidaksiapan dalam menanggapi tantangan tersebut secara cepat dan tepat dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem administrasi perpajakan semakin rumit, sehingga pada akhirnya berpotensi meningkatkan beban yang ditanggung wajib pajak dan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4.4.2. [bookmark: _Toc219406354]Cahaya Terbit di Relung Pajak
       Temuan ini juga mengungkapkan bahwa implementasi Coretax melahirkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak. Implementasi sistem ini menyatukan berbagai layanan administrasi perpajakan menjadi satu sistem terintegrasi. Melalui mekanisme satu pintu ini, implementasi Coretax membantu wajib pajak untuk mengelola administrasi perpajakan tanpa perlu membuka banyak aplikasi. Kondisi ini mengubah secara keseluruhan sistem administrasi pajak yang terpisah-pisah menjadi satu-kesatuan. Integrasi ini akan mengurangi kerumitan dan kebingungan wajib pajak akibat ketidakpaduan sistem sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan temuan (Anggraeni & Susilowati, 2025) yang menjelaskan bahwa implementasi Coretax menawarkan layanan terpadu dengan akses satu pintu sehingga memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban dan mengurangi kebingungan wajib pajak terutama yang tidak terbiasa dengan teknologi. Dengan demikian, implementasi Coretax memberikan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui sistem terintegrasi. 
      Implementasi Coretax juga menghadirkan penyederhanaan dalam pendaftaran wajib pajak. Dalam proses pendaftaran, wajib pajak hanya perlu memasukkan data sesuai identitas. Selanjutnya, sistem ini akan memproses informasi secara otomatis sehingga proses validasi data cepat untuk dilakukan dan akun Coretax dapat segera digunakan. Hal ini didukung oleh adanya sistem validasi otomatis dalam proses pendaftaran yang memverifikasi keaslian dokumen pendukung serta mencocokkannya dengan basis data pemerintah (Wala & Tesalonika, 2024). Implementasi Coretax juga akan membantu wajib pajak untuk dapat menggunakan akun Coretax secara langsung tanpa prosedur tambahan untuk mengaktivasikan layanan perpajakan satu per satu. Oleh karena itu, implementasi Coretax menghadirkan sebuah kemudahan bagi wajib pajak melalui penyederhanaan tahapan pendaftaran.
     Sejak Coretax diimplementasikan, proses perubahan data wajib pajak pun dapat dilakukan secara daring. Wajib pajak dapat melakukan perubahan data mandiri melalui sistem Coretax. Situasi ini sangat berbeda dengan sistem sebelumnya yang mengharuskan wajib pajak mengujungi kantor pajak untuk melakukan perubahan data. Implementasi Coretax tidak hanya menyatukan berbagai layanan administrasi perpajakan, tetapi mengubah layanan yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka menjadi dapat diselesaikan secara daring. Dengan demikian, melalui implementasi Coretax beban administrasi dapat diminimalkan dan menyederhanakan kerumitan proses perubahan data. Hal ini sejalan dengan (Korat & Munandar, 2025) yang menjelaskan bahwa dengan implementasi Coretax, wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya tidak perlu datang langsung ke kantor pajak sehingga memberikan penghematan waktu, kemudahan, dan kenyamanan bagi wajib pajak. 
     Proses panjang dalam pengelolaan faktur pajak pun dapat disederhanakan melalui implementasi Coretax. Melalui Coretax, proses panjang dalam pembuatan faktur pajak keluaran dapat dipangkas melalui otomatisasi sistem. Sistem yang berbasis website pun juga membantu wajib pajak untuk mengakses faktur pajak di mana saja dan kapan saja. Otomatisasi sistem mengurangi kebutuhan proses manual yang merupakan sumber keterlambatan dan kesalahan manusia (Firdaus & Nawangsari, 2025). Prosedur manual pada permintaan dan pengembalian NSFP kini dapat dihilangkan melalui otomatisasi penerbitan NSFP. Wajib pajak juga terbantu dalam melakukan validasi otomasi terhadap NPWP pelanggan. Hal ini sejalan dengan temuan (Afandi & Vizandra, 2025) bahwa fitur otomatisasi mampu mempercepat proses validasi dan mengurangi potensi kesalahan input sehingga memudahkan pengunggahan faktur pajak. 
     Selain itu, penerimaan faktur pajak masukan dapat dilihat secara real time dan menyajikan informasi secara detail. Oleh karena itu, wajib pajak dapat memantau informasi perpajakan dengan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan temuan (Silalahi & Haryati, 2025) yang menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengetahui informasi pajak masukkan melalui sistem bahkan sebelum barang atau jasa diterima, sehingga meningkatkan kecepatan akses informasi perpajakan. Kondisi tersebut meningkatkan kecepatan akses informasi perpajakan serta mendorong transparansi data melalui penyajian faktur pajak masukan yang detail dan real time. Dengan demikian, pengelolaan faktur pajak dapat lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan wajib pajak.
     Melalui implementasi Coretax, wajib pajak pun menerima kemudahan dalam penerimaan maupun pengiriman bukti potong. Implementasi Coretax menghadirkan otomatisasi penerimaan bukti potong. Wajib pajak tidak perlu lagi menghubungi lawan transaksi untuk meminta bukti potong yang telah dibuat. Sedangkan lawan transaksi pun tidak perlu mengirimkan bukti potong secara manual. Implementasi Coretax memotong prosedur pengiriman bukti potong melalui otomatisasi pengiriman. Otomatisasi ini mengurangi komunikasi antara wajib pajak dan lawan transaksi sehingga potensi terjadinya kendala komunikasi dengan lawan transaksi dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan temuan (Jiandini & Haryati, 2025) yang menjelaskan bahwa bukti potong dapat diterima secara real time tanpa memerlukan komunikasi lanjutan sehingga dapat menghemat waktu wajib pajak dalam proses administrasi.
     Mekanisme satu pintu pada Coretax juga memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan perpajakan. Kompleksitas pelaporan pada sistem sebelumnya kini dapat dikurangi melalui implementasi Coretax. Saat ini wajib pajak tidak perlu lagi mencocokan data antar sistem yang berbeda. Implementasi sistem baru ini menghadirkan kemudahan dalam otomatisasi data SPT sehingga wajib pajak tidak lagi perlu menarik data secara manual yang sering kali menimbulkan risiko data yang tertinggal. Pengunggah bukti bayar untuk menyampaikan SPT pun dihilangkan melalui otomatisasi saat pembayaran telah dilakukan. Hasil ini sejalan dengan temuan (Anggraeni & Susilowati, 2025) yang mengungkapkan bahwa alur kerja sistem yang sebelumnya masih panjang dan manual sehingga rentan terhadap human error dan waktu yang lama, tetapi dengan sistem yang baru ini pelaporan berjalan dengan otomatis dan terintegrasi sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan input.
     Penyederhanaan proses pembuatan billing melalui otomatisasi sistem pada implementasi Coretax turut membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Pada sistem sebelumnya wajib pajak diharuskan membuat billing secara manual. Hal ini sejalan dengan temuan (Affattah et al., 2025) yang menjelaskan bahwa implementasi Coretax dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan proses pembayaran melalui otomatisasi. Pemasukkan data secara manual ini menjadi penyebab sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan billing. Kesalahan pembuatan billing ini menjadi pemicu wajib pajak harus melakukan pemindahbukuan dan berinteraksi dengan petugas pajak. Melalui otomatisasi pembuatan billing, risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan serta interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak dapat dikurangi. Kondisi ini menurunkan potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga secara keseluruhan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan (Panjaitan & Yuna, 2024). 
     Implementasi Coretax juga membantu wajib pajak memantau pembayaran pajak melalui tampilan daftar billing yang menunjukkan status sudah atau belum dibayarkan. Selain itu, mekanisme kompensasi atas kelebihan pembayaran yang sebelumnya harus diinput manual kini telah diotomatisasi sistem. Hal ini akan membantu wajib pajak dalam memantau dan menggunakan kelebihan pajak untuk masa berikutnya (Anggraeni & Susilowati, 2025). Oleh karena itu, implementasi Coretax memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran melalui otomatisasi dan pemantauan pembayaran pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat memantau kewajiban pajak secara real time sehingga dapat meminimalisasi kesalahpahaman yang sering terjadi karena kurangnya akses informasi yang akurat (Panjaitan & Yuna, 2024)
     Implementasi Coretax juga memudahkan wajib pajak dalam menerima surat tagihan. Dengan sistem sebelumnya wajib pajak harus menerima surat fisik yang berisikan kode pembayaran atas tagihan pajak. Surat fisik ini memiliki risiko keterlambatan dalam pengiriman, sehingga wajib pajak tidak dapat segera menerima informasi secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan (Jiandini & Haryati, 2025) yang menyatakan bahwa melalui implementasi sistem baru, pemberitahuan dari kantor pajak dapat diakses langsung melalui Coretax tanpa harus menunggu dikirimkan melalui pos. Oleh karena itu, implementasi Coretax akan membantu wajib pajak untuk memantau informasi perpajakan secara real time dan cepat serta serta mengurangi kebutuhan untuk menghubungi petugas pajak ketika billing telah kedaluwarsa. 
       Semua bentuk praktik yang dijalankan oleh wajib pajak menunjukkan bahwa perubahan sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax tidak hanya menghadirkan sebuah bayangan bagi wajib pajak, tetapi juga memberikan cahaya. Cahaya ini menghadirkan kemudahan yang nyata dalam menjalankan kewajiban administratif. Implementasi Coretax tidak sekadar menyatukan berbagai sistem ke ke dalam satu platform terpadu. Lebih dari itu, implementasi Coretax membangun ekosistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana melalui otomatisasi dan validasi data sehingga menghasilkan data perpajakan yang lebih akurat, memangkas waktu dan biaya administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak. Oleh karena itu wajib pajak juga memaknai implementasi Coretax sebagai cahaya yang terbit di relung pajak, yakni sebuah pembaruan yang hadir untuk menerangi dan mereduksi kerumitan administrasi perpajakan yang selama ini membebani wajib pajak dan menghambat kepatuhan pajak.
















[bookmark: _Toc219406355]BAB V
[bookmark: _Toc219406356]PENUTUP
5.1. [bookmark: _Toc219406357]Kesimpulan
     Bagi wajib pajak badan, implementasi Coretax tidak dimaknai sebagai suatu makna tunggal, melainkan sebagai sebuah ruang yang dihuni oleh bayangan dan cahaya. Pemaknaan wajib pajak badan terhadap implementasi Coretax merupakan hasil dari pertemuan antara bayangan dan cahaya, sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1. Bayangan di Ujung Cahaya. Implementasi Coretax sebagai cahaya dalam perubahan sistem administrasi perpajakan tidak luput dari bayangan yang mengikuti. Bayangan ini merupakan serangkaian tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan implementasi Coretax. Keseluruhan tantangan tersebut berpotensi menghambat kelancaran administrasi pajak sehingga akan menambah beban wajib pajak dan membuka ruang kerugian bagi wajib pajak dari sisi waktu, biaya, risiko sanksi, serta terganggunya stabilitas arus kas.
2. Cahaya terbit di relung pajak. Implementasi Coretax sejatinya hadir sebagai sebuah cahaya dalam kerumitan sistem administrasi perpajakan. Implementasi Coretax membangun ekosistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana dengan memangkas alur administrasi melalui integrasi dan otomatisasi sistem sehingga menghasilkan data perpajakan yang lebih akurat sekaligus mengurangi beban administrasi yang selama ini ditanggung wajib pajak yang kerap menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pajak.
5.2. [bookmark: _Toc219406358]Saran
     Saran yang diberikan tidak hanya berfokus pada sistem yang sedang berjalan, tetapi juga sebagai upaya peningkatan keberhasilan implementasi di masa mendatang apabila terjadi pembaruan atau perubahan sistem.
1. Otoritas pajak perlu meningkatan pemberian pelatihan dan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak agar pemahaman terhadap sistem dapat terbentuk secara komprehensif dan optimal.
2. Penguatan kapasitas server serta pengembangan sistem secara berkelanjutan perlu dilakukan guna meminimalkan potensi gangguan teknis dan meningkatkan stabilitas layanan. Di sisi lain, perusahaan juga perlu menyusun perencanaan pajak untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Pelaksanaan pemeliharaan sistem di luar jam operasional, seperti pada malam hari atau hari libur, agar tidak mengganggu aktivitas administrasi perpajakan.
4. Pemerintah perlu melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas jaringan internet di seluruh wilayah guna memastikan akses terhadap sistem berjalan dengan lancar. Di sisi lain, perusahaan juga perlu berperan aktif dalam menyediakan dukungan jaringan internet yang memadai.
5.3. [bookmark: _Toc203072418][bookmark: _Toc219406359]Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian ini dibatasi oleh kewajiban menjaga kerahasiaan identitas informan, sehingga dalam pembahasannya terdapat beberapa informasi yang tidak disampaikan secara mendetail demi menjaga kode etik penelitian.
2. Gangguan terjadi selama proses pengumpulan data, yaitu adanya telepon masuk yang harus dijawab oleh informan. Kondisi tersebut menyebabkan wawancara terputus dan memerlukan pemfokusan ulang terhadap pertanyaan yang telah diajukan.
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[bookmark: _Hlk219293146]Lampiran 1 Daftar Pertanyaan
Pedoman ini dibuat untuk menjadi acuan selama proses wawancara, akan tetapi peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke informan dengan harapan informasi yang dibutuhkan dapat tergali sesuai dengan fokus penelitian. 
1. Bagaimana awal mula Saudari mengetahui adanya implementasi Coretax? 
2. Apakah Saudari pernah menerima sosialisasi terkait implementasi Coretax? Jika iya, bagaimana bentuk sosialisasi tersebut?
3. Menurut pemahaman Saudari, apa yang dimaksud dengan Coretax?
4. Bagaimana mekanisme akses masuk ke sistem Coretax?
5. Bagaimana proses pendaftaran atau aktivasi akun pada sistem Coretax?
6. Bagaimana pengelolaan faktur pajak melalui sistem Coretax?
7. Bagaimana pengelolaan bukti potong pajak dalam sistem Coretax?
8. Bagaimana proses pelaporan pajak melalui sistem Coretax
9. Bagaimana proses pembayaran pajak melalui sistem Coretax?
10. Apa saja suka dan duka yang dialami Saudari selama implementasi ini?
11. Bagaimana bentuk bantuan dan pendampingan yang diberikan otoritas pajak selama implementasi ini?
12. Apakah implementasi Coretax telah sesuai dengan harapan perusahaan?
13.  Melalui implementasi Coretax apakah terjadi peningkatan reputasi perusahaan?
 

[bookmark: _Toc217904607]Lampiran 2 Transkrip & Kodifikasi Wawancara Informan 1
	No Wawancara
	1

	Informan
	Informan (RAP)

	Jenis Kelamin
	Perempuan

	Status
	Staf Finance and Tax

	Peneliti
	Melisa Siti Rahmaniah (MSR)

	Tipe Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari, Tanggal
	Senin, 13 Oktober 2025

	Waktu
	14.30 – 15.20 WITA

	Lokasi
	Lobby Kantor Informan 

	Situasi
	Wawancara berlangsung setelah informan mengikuti rapat divisi. Selama wawancara berlangsung, ruangan tersebut diisi oleh informan, peneliti, dan rekan kerja informan yang sesekali berlalu-lalang melewati ruangan tersebut, tetapi hal ini tidak memecahkan fokus informan selama wawancara dan wawancara tetap berlangsung kondusif. 

	Kode
	A1



	[bookmark: _Hlk210944014]No
	Inisial
	:
	Transkrip
	Kodefikasi

	
	
	
	
	Kode 
	Ide Pokok

	1
	MSR
	:
	Assalamualaikum dan selamat siang Mbak, perkenalkan saya Melisa Siti Rahmaniah. Dan tujuan saya mendatangi Mbak untuk menggali informasi dari Mbak selaku staf yang sehari-harinya menggunakan Coretax. Kemudian apakah boleh saya masukkan nama Mbak atau inisial nama Mbak?
	
	

	2
	RAP
	:
	Walaaikumsalam, siang juga. Oh iya inisial saja.
	
	

	3
	MSR
	:
	Kemudian apakah Mbak berkenan jika saya cantumkan insial lengkap nama Mbak?
	
	

	4
	RAP
	:
	Inisial nama lengkap boleh saja. RAP ya insial nama lengkap saya.
	
	

	5
	MSR
	:
	Baik, kemudian selama di bagian perpajakan tugas-tugasnya apa saja Mbak?
	
	

	6
	RAP
	:
	Emmm, kalau di bagian pajak itu yang rutin buat bukti potong, faktur pajak, lapor pajak masa dan pajak tahunan.
	
	

	7
	MSR
	:
	Menurut Mbak, Coretax itu apa?
	
	

	8
	RAP
	:
	Emmm…. Sistem pajak yang menyatukan semuanya dan katanya mempermudah kita tapi sampai sekarang saya rasa masih belum.
	
	

	9
	MSR
	:
	Kenapa masih belum memudahkan Mbak?
	
	

	10
	RAP
	:
	Karena… Ini aja ini… Case yang terbaru… Sekarang aja Coretax lagi maintenance. Udah dua harian saya coba buka… Server-nya lagi downtime. Makanya gak bisa buat ini…Faktur Pajak sama Bupot. Harusnya dari kemarin sudah buat Bupot, tapi malah ketunda ini. Kita kan juga perlu buat faktur cepat biar bisa segera ditagihkan(1). Gak tau ini sampai kapan… Gak ada kepastian.
	1. Pemeliharaan sistem yang dilakukan pada jam operasional sehingga menghambat pembuatan faktur pajak dan bukti potong.
	1. Pemeliharaan sistem dilakukan pada jam operasional menghambat proses administrasi perpajakan.

	11
	MSR
	:
	Oalah, kemudian Mbak tau Coretax awalnya bagaimana?
	
	

	12
	RAP
	:
	Saya pernah ikut Brevet Pajak… Beberapa bulan sebelum Januari, di situ sudah disosialisasikan nanti akan ada Coretax. Sebatas itu aja. Terus di Bulan Desember kan ada huru-hara kalau mau pindah ke sistem Coretax. Jadi sudah mulai ngikutin beritanya dari Desember.
	
	

	13
	MSR
	:
	Oh pertama kali tau Coretax ini dari Brevet ya Mbak kemudian dari orang pajak ada pernah sosialisasi atau pelatihan cara gunakan Coretax ini kah Mbak?
	
	

	14
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk214884180][bookmark: _Hlk214884946]Sebelum rilis Coretax belum pernah dapat dari orang Pajak. Semua belajar sendiri di YouTube(2). Oh dulu pernah ada ini…pas Coretax lagi trial, yang cuma bisa log in tapi gak bisa digunakan. Pokoknya sebelum rilis sih sudah bisa log in. Saya coba untuk lihat apa aja menunya tapi gak bisa buat praktek cuma ada menu-menu nya… Fitur-fitur apa aja yang ada di Coretax.
	2. Pemahaman penggunaan sistem Coretax dilakukan secara mandiri melalui media YouTube.
	2. Pemahaman penggunaan Coretax diperoleh mandiri melalui YouTube.

	15
	MSR
	:
	Oh begitu Mbak, kemudian mulai aktif pakai Coretax kapan? Dan itu ngapain aja Mbak awal pakainya?
	
	

	16
	RAP
	:
	Tanggal 1… 1 Januari. Karena di awal bulan sudah buat Faktur Pajak. Hmmm…pertama itu masuk ke akun direktur… akun orang yang bertanggung jawab untuk ngurus pajak… PIC. Nanti di PIC-nya ada pilihan di atas… perusahaan apa saja. Di situ baru aktivasi di perusahaan itu, jadi gak ke akun badan. Terus di badan itu otomatis jadi semua data sudah terisi jadi kita hanya perlu verifikasi saja… ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana gitu. Jadi gak perlu input apa-apa lagi kecuali ada data yang mau diubah.
	
	

	17
	MSR
	:
	Di awal-awal semua menu bisa digunakan kah Mbak?
	
	

	18
	RAP
	:
	Semua menu bisa, ya tapi ga lancar, error-error begitu. Mau masuk ke akun kita aja susah harus nunggu lama, kadang juga sudah masuk tiba-tiba ke log out(3). Kemudian waktu itu gak bisa buat faktur karena salah… cuma salah klik, verifikasi tanda tangan dan simpan. Seharusnya kita verifikasi tanda tangan dulu kemudian simpan nah saya gak klik dua-duanya itu. Cuma itu saja sih, karena kita gak tau caranya jadi ya klik setau kita aja, pakai feeling(4).
	3. Terdapat kendala akses masuk ke akun Coretax serta sistem sering melakukan log out otomatis.
4. Kurangnya pemahaman pada cara penggunaan karena berbeda dengan sistem sebelumnya.
	3. Kendala akses masuk akun dan sistem sering logout otomatis.
4. Pengoperasian sistem kurang dipahami karena berbeda dengan sistem sebelumnya. 

	19
	MSR
	:
	Oh berarti di sistem sebelumnya gak ada yang seperti itu ya Mbak?
	
	

	20
	RAP
	:
	Gak ada verifikasi, kalau dulu tanda tangan… Cuma nama doang karena tanda tangan kan sudah kita masukkan di menu terpisah jadi gak ada masukkan passphrase jadi itu baru di Coretax(4). Di sistem lama juga ada tanda tangan… Barcode. Kalau itu isinya direkturnya saja. Kalau di Coretax ini kan yang tanda tangan bisa beda-beda orang karena bisa nunjuk, kalau di sistem sebelumnya gak bisa, cuma bisa wakil sama direktur. Jadi kalau misalnya saya sebagai karyawan… staf ini pakai nama direktur kalau dulu di DJP… Kalau sekarang kan kita bisa menambahkan diri sendiri walaupun hanya sebagai staf.
	
	

	21
	MSR
	:
	Oh iya Mbak. Untuk yang pembagian role ini pakai akun OP punya Mbaknya kah?
	
	

	22
	RAP
	:
	Kalau saya engga, jadi hanya direktur ini aja yang jadi PIC. Dan saya yang pegang akun PIC-nya ini untuk impersonate ke akun perusahaan karena PIC ini bisa akses semua menu di Coretax. Takutnya kalau pakai akun pribadi saya untuk dikasih role dan kita resign terus dicari ini kan mungkin kita udah lupa kasusnya bagaimana dan akan dicari-cari, jadi mending orang yang ada di akta perusahaan saja.
	
	

	23
	MSR
	:
	Oh begitu. kalau di Coretax seringnya pakai menu apa saja Mbak?
	
	

	24
	RAP
	:
	E-Faktur, E-Bupot, E-SPT, E-Billing, sama Dokumen Saya. Di awal-awal pakai Coretax ini saya sudah bayar surat itu, tapi di Coretax masih ada. Kan sebelumnya kita pakai DJP itu pasti dapat surat-hard copy untuk STP. Itu sudah dibayar tapi di Coretax itu masih muncul tagihannya(5). Dan itu cuma satu aja yang gak muncul dan waktu itu saya langsung konfirmasi ke AR.
	5. Kendala dalam proses migrasi data sehingga tagihan yang sudah dibayarkan muncul kembali.
	5. Kendala dalam migrasi data sehingga data tidak sesuai.

	25
	MSR
	:
	Oh berarti hanya satu itu saja, kemudian Mbak pernah registrasi akun di Coretax kah?
	
	

	26
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk214526680]Oh sudah, aman aja itu. Saya buat bulan Maret jadi gak waktu seperti awal ada Coretax yang masih banyak error, jadi gak sesusah itu. Dan saya rasa cepat aja buatnya, pas kita sudah selesai isi langsung jadi. Bisa dipakai akunnya(6). Tapi setau saya di awal-awal Coretax itu banyak yang kesulitan gak bisa buat. Alhamdulillah pas saya lancar aja.
	6. Proses pendaftaran berjalan lancar dan cepat. Setelah mengisi data, akun langsung bisa digunakan.
	6. Proses pendaftaran berlangsung cepat sehingga akun Coretax dapat langsung diakses dan digunakan.

	27
	MSR
	:
	Untuk perubahan data apa pernah Mbak coba?
	
	

	28
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk214527579]Ada waktu itu… Emm. Ada dua akta, akta lama dan akta baru. Nah di Coretax ini masih data yang lama kemudian hanya tinggal klik dan langsung ter-update. Jadi gak perlu ke KPP, lebih mudah perubahan datanya. Kalau dulu perubahan data kan kita harus datang ke KPP(7).
	7. Perubahan data dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem Coretax tanpa perlu datang ke KPP.
	7. Perubahan data dapat dilakukan langsung melalui Coretax tanpa harus mengunjungi KPP.

	29
	MSR
	:
	Oh begitu, untuk menu e-Faktur apa ada bedanya sama di e-Tax Mbak?
	
	

	30
	RAP
	:
	Lebih mudah ya di Coretax ini karena sekarang udah gabung di satu sistem kalo dulu kan pisah-pisah banyak yang dibuka. Terus dulu harus minta nomor seri tapi sekarang kan udah gak lagi, otomatis. Dulu juga harus input satu data customer satu-satu, sekarang ketika sudah input NPWP nanti datanya otomatis muncul(8).
	8. Kemudahan dalam pengelolaan faktur pajak melalui penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak otomatis dan data pelanggan otomatis.
	8. Kemudahan pengelolaan faktur pajak melalui otomatisasi NSFP dan data pelanggan.

	31
	MSR
	:
	Kalau untuk Faktur Pajak Masukkan ada bedanya kah Mbak?
	
	

	32
	RAP
	:
	FPM sekarang real time, dulu kan kita harus prepopulated dulu baru muncul dan munculnya bukan rinci gitu seperti di Coretax tapi cuma beberapa informasi aja(9).
	9. Penerimaan faktur pajak masukkan secara real time dan detail.
	9. Faktur pajak masukan diterima secara real time dan detail.

	33
	MSR
	:
	Kalau untuk bukti potong bagaimana Mbak?
	
	

	34
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk214529926]Kalau dulu kan kita harus minta dulu ke klien, di Coretax sekarang sudah ada langsung di menu surat masuk itu Bupot yang dibuat sama klien. Jadi gak perlu hubungin klien untuk minta Bupot itu(10).
	10. Bukti potong yang telah dibuat klien tersedia pada menu surat masuk, sehingga tidak perlu lagi meminta bukti potong secara manual.
	10. Bukti potong diterima secara real time sehingga tidak perlu meminta secara manual.

	35
	MSR
	:
	Oh begitu, kemudian Mbak buat Bukti Potong untuk PPh Pasal 21?
	
	

	36
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk216169182][bookmark: _Hlk216178846]Iya pakai juga. Di sistem lama itu NIK karyawan valid, tapi di Coretax tidak valid dan jadinya pakai 9999 itu atau NPWP sementara. Waktu saya tanya ke KPP itu kenapa…nah kata mereka karena si karyawan ini belum mengaktivasi dan pengkinian data, tapi kalau mereka sudah buat…mmmm…aktivasi Coretax nanti bakal muncul. Itu sudah pernah kita kasih tau untuk registrasi Coretax karena wajib registrasi Coretax baru terbaca NIK nya. Tapi ya tetap aja masih belum pada registrasi. Jadi ya sudah dibiarkan aja pakai NPWP sementara karena lumayan banyak ya yang begitu dan kita juga ada karyawan di site jadi susah juga dan gak mungkin kita registrasikan satu-satu punya mereka.
	
	

	37
	MSR
	:
	Oh berarti masih banyak yang NIK yang belum valid karena belum aktivasi Coretax ya Mbak?
	
	

	38
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk216170510]Iya, jadi masih pada pakai NPWP sementara dan sepertinya kalau NPWP sementara sudah tidak boleh digunakan ya mau gak mau harus registrasi mereka itu. Dan konsekuensinya ya harus pembetulan saat mereka sudah pada registrasi. Kalau pake NPWP sementara itu gak tau masuk atau tidak bukti potongnya di tempat mereka karena di akun badan gak ada muncul bupotnya. Dan saya harap untuk aktivasi ini bisa dibantu DJP biar kita tidak harus registrasikan satu-satu punya mereka. 
	
	

	39
	MSR
	:
	Untuk pelaporan di Coretax bagaimana Mbak?
	
	

	40
	RAP
	:
	Misalnya PPN berarti dari faktur yang kita buat terus klik kreditkan…di SPT Coretax sudah otomatis nominalnya seperti itu. Kalau di e-Tax harus pakai aplikasi dan website, untuk di aplikasi ini untuk mempermudah saja karena aplikasi ini sistemnya offline jadi kalau FPK akan otomatis ke website, kalau FPM lewat aplikasi ini juga nanti ketika sudah kita prepopulated dan kreditkan akan masuk di website. Kemudian kita harus cocokan data yang ada di aplikasi dan website ini, jadi aplikasi ini membantu kita untuk tau berapa pajak kita dan nanti dipastikan lagi lewat website ini(11)… Hmm sama ini sih, sekarang gak perlu masukkan lebih bayar di aplikasi itu, sekarang otomatis(12). Kalau Coretax ini dijadikan satu website saja kalau dulu harus pindah-pindah antara aplikasi dan website jadi sekarang datanya sudah jadi satu di Coretax. 
	11. Kemudahan dalam pelaporan SPT PPN karena tidak perlu membuka dua sistem dan mencocokan manual antar sistem.
12. Tidak perlu input manual kompensasi kelebihan pembayaran dalam SPT karena sudah diotomatisasikan sistem.
	11. Pelaporan SPT PPN menjadi lebih mudah karena integrasi sistem Coretax dan otomatisasi sistem.
12. Otomatisasi pada kompensasi kelebihan pembayaran sehingga tidak lagi manual.

	41
	MSR
	:
	Ohhh begitu Mbak. Kalau pembayaran di Coretax ini bagaimana?
	
	

	42
	RAP
	:
	Beda banget ya dengan sistem yang dulu. dulu kan kita tidak diberi tau billing mana yang belum dibayar… di Coretax itu dikasih tau… Ada list-nya, PPh 21, PPh 23, PPN itu berapa. Sedangkan dulu, kita sudah buat, cetak ya sudah kita yang simpan tidak ada histori belum dibayar atau sudah dibayar. Jadi itu lebih enaknya di Coretax(13).
	13. Memudahkan pemantauan pembayaran pajak karena menampilkan daftar tagihan yang belum dibayar dan mencatat histori pembayaran.
	13. Pemantauan pembayaran lebih mudah dilakukan melalui histori pembayaran dan daftar tagihan yang belum dibayar.

	43
	MSR
	:
	Ada lagi kah Mbak dalam pembayaran ini?
	
	

	44
	RAP
	:
	Hmmm… Dulu kita harus bayar dulu dengan cara buat billing sendiri kemudian masukkan NTPN ke dalam SPT itu kemudian kita laporkan, sekarang kita sudah klik submit and pay kemudian billing terbuat otomatis dan kita tinggal bayar(14). Kalau sudah terbayar juga langsung otomatis langsung terlapor(15). Jadi gak perlu buat billing manual karena kalau manual pasti ada risiko, misalnya salah jenis pajaknya, salah masa pajak, salah nominal(14). Seperti itu sih.
	14. Penyederhanaan proses pembayaran melalui otomatisasi billing sehingga terhindar dari risiko dalam pembuatan billing manual.
15. SPT akan terlapor secara otomatis setelah billing telah terbayarkan tanpa adanya prosedur tambahan lainnya.
	14. Proses pembayaran lebih sederhana melalui otomatisasi sistem sehingga mengurangi risiko dalam billing manual.
15. Otomatisasi pelaporan saat billing telah dibayarkan tanpa prosedur tambahan lainnya.

	45
	MSR
	:
	Oh seperti itu, kemudian suka dukanya apa Mbak selama pakai Coretax ini?
	
	

	46
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk216163954]Ini sih… maintenance lama. Seharusnya kalau maintenance itu malam saja bukan di jam kerja. Waktu awal-awal Coretax ini dan lagi hadapin error, petugas pajaknya tidak ada yang respons, kemudian nomor Kring Pajak juga tidak bisa ditelpon sama sekali(16). Padahal bisa loh sebelum ada Coretax ya. Biasanya telpon ke situ karena merasa lebih aman saja identitas lebih terlindungi. Kalau sukanya karena semua jadi satu website gak perlu banyak-banyak buka website atau aplikasi(17) kemudian buat perubahan data lebih mudah. 
	16. Petugas pajak dan layanan bantuan pajak tidak memberikan tanggapan atas kendala yang dihadapi.
17. Integrasi sistem membuat tidak perlu membuka banyak sistem.
	16. Petugas pajak maupun layanan bantuan tidak memberikan tanggapan atas kendala sistem.
17. Tidak perlu membuka banyak sistem.

	47
	MSR
	:
	Jadi awal-awal kalau error ini apakah Mbak ada hubungin KPP?
	
	

	48
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk216179939]Ada tapi seperti yang tadi saya bilang, mereka tidak respons, jadi gak ada saya hubungin. Paling nanya ke teman-teman saja sama Twitter. Di twitter itu biasanya saya search masalah yang saya alami, jadi melihat solusinya dari jawaban orang-orang yang bertanya dan menjawab di Twitter itu(18). Kadang kalau ada kendala ya saya refresh-refresh dulu, terus saya ulang input, atau saya log in dan log out atau cek jaringan internet… siapa tau kan dari sana masalahnya.
	18. Saat tidak menerima solusi yang memadai maka bertanya kepada sesama wajib pajak yang menggunakan Coretax.
	18. Tidak memadainya solusi yang diberikan mendorong terjadinya diskusi sesama wajib pajak. 

	49
	MSR
	:
	Jaringan internet berpengaruh kah Mbak ke sistem ini?
	
	

	50
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk214869209]Internet itu sangat berpengaruh banget ya... Karena Coretax ini butuh banget jaringan yang stabil dan kencang, jadi sekali jaringan kita jelek ya sudah dia gak mau(19).
	19. Coretax membutuhkan kualitas jaringan internet yang stabil dan cepat, jika kualitas buruk sistem tidak dapat digunakan.
	19. Coretax memerlukan kualitas jaringan internet yang stabil dan cepat.

	51
	MSR
	:
	Ohhh begitu Mbak. Untuk dukanya tadi tidak ada respons ya ini Mbak?
	
	

	52
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk214953557]Iya tidak ada respons padahal kan baru rilis gitu kan… banyak yang masih gak tau gitu, banyak pertanyaan juga, error sistem dan kendalanya banyak. Jadi ya awal-awal itu bingung karena tidak ada jawaban atau solusi dari pertanyaan kita. Nanya ke siapa itu juga gak tau mau ke mana. Malah lebih ke sharing antar staf pajak. Saya rasa penyuluhannya kurang sekali ya sebelum dan setelah Coretax itu rilis. Karena saya pun gak pernah dapat penyuluhan langsung itu(20). Sosialisasinya pun setelah rilis dari informasi di Instagram terus inisiatif ke KPP…karena kalau penyuluhan harusnya kita di email… ada undangannya begitu nah ini tidak ada. Kita yang inisiatif harus mencari tau sendiri.
	20. Tidak menerima penyuluhan langsung yang diberikan oleh otoritas pajak.
	20. Otoritas pajak tidak memberikan penyuluhan langsung.

	53
	MSR
	:
	Orang yang tadi coba-coba sendiri kah mba?
	
	

	54
	RAP
	:
	Iya coba-coba sendiri dia. Pas awal rilis dia sudah bisa buat faktur. Dulu di awal buat satu faktur itu aja sudah jadi kayak reward dan harus dirayakan… semua orang harus tau. 
	
	

	55
	MSR
	:
	Oh seperti…Mbak apakah pernah ada telat lapor karena kendala ini?
	
	

	56
	RAP
	:
	[bookmark: _Hlk216180295][bookmark: _Hlk215645090]Ada. Kalau kemarin itu jadi telat lapor. Jadi sudah di hari terakhir batas pelaporan, saya coba buat SPT tapi ternyata sistemnya error…tombol lapornya ini gak bisa, jadi billing-nya otomatis gak keluar jadi terlambat sehari(21). Ini di Bulan Februari, jadi ada aturan keringanan untuk telat lapor ini karena kendala Coretax kemarin.
	21. Terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT karena bug pada tombol lapor sehingga tidak berfungsi.
	21. Bug pada sistem menyebabkan tombol pelaporan tidak berfungsi dan terjadi telat lapor.

	57
	MSR
	:
	Ohh kemudian manfaat Coretax ini apakah sudah sesuai dengan harapan perusahaan Mbak?
	
	

	58
	RAP
	:
	Kalau efektif dan efisien sistem untuk sekarang masih belum, ya karena sampai sekarang masih banyak kendala di sistem itu(22). Mungkin kalau sudah di-maintenance dan sistem ini sudah benar dan stabil pasti akan merasa efektif dan efisien itu karena kan jadi satu website aja. Jadi untuk efektif dan efisien ini masih belum terasa.
	22. Hingga saat ini sistem Coretax masih mengalami berbagai kendala teknis.
	22. Kendala teknis pada sistem masih terjadi hingga saat ini.

	59
	MSR
	:
	Pakai Coretax ini apa bisa meningkatkan reputasi perusahaan di mata fiskus?
	
	

	60
	RAP
	:
	Akan sama saja, semua tergantung perusahaan itu sendiri menjaga kepatuhannya. Coretax hanya membantu administrasi saja, yang menentukan naik atau turunnya reputasi perusahaan ya perusahaan itu sendiri. Karena pasti ada alternatif untuk penghindaran pajak dan pasti fiskus itu tau.
	
	

	61
	MSR
	:
	Kalau dari Mbak apakah Coretax ini seharusnya tetap dilanjutkan?
	
	

	62
	RAP
	:
	Lanjutkan aja, sudah setengah jalan dan lumayan mudah karena semua pajak jadi satu di situ. Dan juga dana untuk pembuatannya kan mahal ya, jadi sayang kalau tidak dilanjutkan jadi ya harus diselesaikan sampai sistemnya optimal. Cari orang IT yang kompeten di bidang itu. Kemudian pemeliharaannya ini juga… seperti bank itu kan malam, nah harusnya Coretax juga seperti itu ya untuk maintenance-nya di malam hari atau tengah malam begitu. Atau diangsur-angsur, jadi tiap tengah malam ada pemeliharaan, jangan tengah malam sampai pagi ke siang ke sore. Itu mengganggu sekali untuk kita(23).
	23. Pengguna mengalami hambatan dalam pelaksanaan aktivitas perpajakan ketika pemeliharaan sistem dilakukan pada jam operasional.
	23. Pemeliharaan sistem pada jam operasional akan menghambat pengguna dalam aktivitas perpajakan. 


	63
	MSR
	:
	Baik Mbak, terima kasih banyak sudah bersedia dan meluangkan waktu Mbak.  
	
	

	64
	RAP
	:
	Iya sama-sama, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi tanyakan aja ya.
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	[bookmark: _Hlk219293162]Kode
	Ide Pokok
	Kategori
	Tematisasi

	1. Pemeliharaan sistem yang dilakukan pada jam operasional sehingga menghambat pembuatan faktur pajak dan bukti potong.
	Pemeliharaan sistem dilakukan pada jam operasional menghambat proses administrasi perpajakan.
	Pemeliharaan sistem saat jam operasional.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	2. Pemahaman penggunaan sistem Coretax dilakukan secara mandiri melalui media YouTube.
	Pemahaman penggunaan Coretax diperoleh mandiri melalui YouTube.
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	3. Terdapat kendala akses masuk ke akun Coretax serta sistem sering melakukan log out otomatis.
	Kendala akses masuk akun dan sistem sering logout otomatis.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	4. Kurangnya pemahaman pada cara penggunaan karena berbeda dengan sistem sebelumnya.
	Pengoperasian sistem kurang dipahami karena berbeda dengan sistem sebelumnya. 
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	5. Kendala dalam proses migrasi data sehingga tagihan yang sudah dibayarkan muncul kembali.
	Kendala dalam migrasi data sehingga data tidak sesuai.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	6. Proses pendaftaran berjalan lancar dan cepat. Setelah mengisi data, akun langsung bisa digunakan.
	Proses pendaftaran berlangsung cepat sehingga akun Coretax dapat langsung diakses dan digunakan.
	Penyederhanaan dalam proses pendaftaran.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	7. Perubahan data dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem Coretax tanpa perlu datang ke KPP.
	Perubahan data dapat dilakukan langsung melalui Coretax tanpa harus mengunjungi KPP.
	Perubahan data tanpa tatap muka.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	8. Kemudahan dalam pengelolaan faktur pajak melalui penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak otomatis dan data pelanggan otomatis.
	Kemudahan pengelolaan faktur pajak melalui otomatisasi NSFP dan data pelanggan.
	Penyederhanaan dalam proses pengelolaan faktur pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	9. Penerimaan faktur pajak masukkan secara real time dan detail.
	Faktur pajak masukan diterima secara real time dan detail.
	Penyederhanaan dalam proses pengelolaan faktur pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	10. Bukti potong yang telah dibuat klien tersedia pada menu surat masuk, sehingga tidak perlu lagi meminta bukti potong secara manual.
	Bukti potong diterima secara real time sehingga tidak perlu meminta secara manual.
	Otomatisasi dalam penerimaan bukti potong.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	11. Kemudahan dalam pelaporan SPT PPN karena tidak perlu membuka dua sistem dan mencocokan manual antar sistem.
	Pelaporan SPT PPN menjadi lebih mudah karena integrasi sistem Coretax dan otomatisasi sistem.
	Penyederhanaan alur pelaporan melalui otomatisasi dan integrasi sistem.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	12. Tidak perlu input manual kompensasi kelebihan pembayaran dalam SPT karena sudah diotomatisasikan sistem.
	Otomatisasi pada kompensasi kelebihan pembayaran sehingga tidak lagi manual.
	Kemudahan proses pembayaran pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	13. Memudahkan pemantauan pembayaran pajak karena menampilkan daftar tagihan yang belum dibayar dan mencatat histori pembayaran.
	Pemantauan pembayaran lebih mudah dilakukan melalui histori pembayaran dan daftar tagihan yang belum dibayar.
	Kemudahan proses pembayaran pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	14. Penyederhanaan proses pembayaran melalui otomatisasi billing sehingga terhindar dari risiko dalam pembuatan billing manual.
	Proses pembayaran lebih sederhana melalui otomatisasi sistem sehingga mengurangi risiko dalam billing manual.
	Kemudahan proses pembayaran pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	15. SPT akan terlapor secara otomatis setelah billing telah terbayarkan tanpa adanya prosedur tambahan lainnya.
	Otomatisasi pelaporan saat billing telah dibayarkan tanpa prosedur tambahan lainnya.
	Penyederhanaan alur pelaporan melalui otomatisasi dan integrasi sistem.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	16. Petugas pajak dan layanan bantuan pajak tidak memberikan tanggapan atas kendala yang dihadapi.
	Petugas pajak maupun layanan bantuan tidak memberikan tanggapan atas kendala sistem.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	17. Integrasi sistem membuat tidak perlu membuka banyak sistem.
	Tidak perlu membuka banyak sistem.
	Penyatuan sistem administrasi pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	18. Saat tidak menerima solusi yang memadai maka bertanya kepada sesama wajib pajak yang menggunakan Coretax.
	Tidak memadainya solusi yang diberikan mendorong terjadinya diskusi sesama wajib pajak. 
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	19. Coretax membutuhkan kualitas jaringan internet yang stabil dan cepat, jika kualitas buruk sistem tidak dapat digunakan.
	Coretax memerlukan kualitas jaringan internet yang stabil dan cepat.
	Kebutuhan konektivitas internet yang baik dan stabil.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	20. Tidak menerima penyuluhan langsung sebelum dan sesudah implementasi dari otoritas pajak.
	Otoritas pajak tidak memberikan penyuluhan langsung sebelum dan sesudah implementasi.
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	21. Terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT karena bug pada tombol lapor sehingga tidak berfungsi.
	Bug pada sistem menyebabkan tombol pelaporan tidak berfungsi dan terjadi telat lapor.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	22. Hingga saat ini sistem Coretax masih mengalami berbagai kendala teknis.
	Kendala teknis pada sistem masih terjadi hingga saat ini.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	23. Pengguna mengalami hambatan dalam pelaksanaan aktivitas perpajakan ketika pemeliharaan sistem dilakukan pada jam operasional.
	Pemeliharaan sistem pada jam operasional akan menghambat pengguna dalam aktivitas perpajakan. 

	Pemeliharaan sistem saat jam operasional.
	Bayangan di Ujung Cahaya
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	No Wawancara
	2

	Informan
	EY

	Jenis Kelamin
	Perempuan

	Status
	Staf Finance, Accounting, and Tax

	Peneliti
	Melisa Siti Rahmaniah (MSR)

	Tipe Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari, Tanggal
	Senin, 06 Oktober 2025

	Waktu
	14.35 – 15.20 WITA

	Lokasi
	Ruang Rapat Kantor Informan

	Situasi
	Sebelum wawancara dimulai, peneliti harus menunggu informan yang masih mengikuti kegiatan rapat. Selama wawancara berlangsung hanya ada peneliti dan informan di dalam ruangan rapat tersebut. Wawancara berlangsung dengan kondusif.

	Kode
	A2



	No
	Inisial
	:
	Transkrip
	Kodefikasi

	
	
	
	
	Kode 
	Ide Pokok

	1
	MSR
	:
	Assalamualaikum dan selamat siang Mbak, perkenalkan saya Melisa Siti Rahmaniah. Tujuan saya datang menemui Mbak ini untuk menggali informasi dari Mbak selaku staf yang menggunakan Coretax. Kemudian apakah boleh saya masukkan nama Mbak atau inisial nama Mbak?
	
	

	2
	EY
	:
	Waalaikumsalam, siang… Boleh inisial nama saya saja. 
	
	

	3
	MSR
	:
	Kemudian apakah Mbak berkenan jika saya cantumkan insial lengkap nama Mbak?
	
	

	4
	EY
	:
	Boleh saja cantumkan insial nama saya…EY. 
	
	

	5
	MSR
	:
	Tugas-tugas apa saja yang biasanya Mbak tangani di bagian perpajakan perusahaan?
	
	

	6
	EY
	:
	Menerbitkan Faktur Pajak PPN terus Bukti Potong PPh beserta bayar dan lapor juga. PPh itu PPh 23 atau Unifikasi dan PPh 21. Dan bayar dan lapor untuk SPT Masa semua, PPN, Unifikasi, 21.
	
	

	7
	MSR
	:
	Coretax sendiri menurut Mbak itu apa?
	
	

	8
	EY
	:
	Coretax ini adalah sistem perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi itu sistem baru, yang di dalam sana kita bisa menerbitkan bukti pemungutan pajak…melaporkan dan membayar pajak. Jadi satu sistem untuk semua perpajakan.
	
	

	9
	MSR
	:
	Mbak sendiri sudah sejak kapan tau akan ada sistem baru perpajakan atau Coretax ini?
	
	

	10
	EY
	:
	Akhir tahun 2024 ini karena ramai dibahas di sosial media… ada sistem baru namanya Coretax, begitu.
	
	

	11
	MSR
	:
	Di awal tahun ini kan sudah pakai Coretax Mbak, ini apakah Mbak langsung pakai saja? Atau ada belajar dulu?
	
	

	12
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk216192674]Oh waktu itu sempat langsung datang ke KPP untuk minta arahan cara pakainya(1) karena emmm… coba buat akses sendiri itu ada beberapa kendala, seperti input-input itu masih tidak bisa… lapor pajak pun di awal-awal banget tidak bisa terlapor.
	1. Mempelajari sistem secara mandiri dengan cara datang langsung ke KPP, mengikuti pelatihan eksternal, dan melalui media YouTube.
	1. Mempelajari penggunaan Coretax melalui kunjungan langsung ke KPP, pelatihan eksternal, dan YouTube.

	13
	MSR
	:
	Jadi Mbak secara mandiri ke KPP untuk minta diajarkan?
	
	

	14
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk215661721][bookmark: _Hlk215211746]Heem… Kemudian sempat juga ikut pelatihan online. Pelatihan online dari eksternal ya, saya cari sendiri(1)… tidak dari internal DJP… Ini untuk yang online ya, kalau yang satunya itu langsung datang ke kantor pajak. Jadi dari KPP ini terbuka kalau dari wajib pajak ada yang terkendala sama sistem Coretax. 
	
	

	15
	MSR
	:
	Oh berarti datang ke KPP kalau ada kendala gitu Mbak?
	
	

	16
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk216192949]Heem yang himbauan untuk datang itu, tapi itu lebih ke… orang konsul ya. Waktu saya datang, saya pikir pelatihan yang step by step dikasih tau, tapi ternyata orang yang konsultasi masalah keluhan mereka selama pakai Coretax itu dan saya rasa kurang membantu juga sih soalnya banyak gak tau juga mereka itu malah antarpengguna yang bantu di sana kemarin(2). Nah kalau pelatihan sebelum Coretax ini, saya ada dilihat teman saya ikut pelatihan itu, tapi perusahan saya ini tidak dapat undangan pelatihan itu(3).
	2. Bantuan yang diberikan oleh petugas pajak belum membantu menyelesaikan kendala yang terjadi, bantuan justru diberikan oleh sesama pengguna.
3. Tidak menerima undangan pelatihan Coretax dari KPP.
	2. Belum membantunya petugas pajak dalam menyelesaikan kendala dan bantuan yang solutif diberikan oleh sesama pengguna.
3. Tidak menerima pelatihan langsung dari KPP.

	17
	MSR
	:
	Jadi Mbak kan sebelum Coretax berjalan tidak dapat pelatihan, kemudian belajar Coretax dari mana Mbak?
	
	

	18
	EY
	:
	Ya cari tutorialnya di YouTube… Cara aksesnya, cara daftarnya. Jadi lebih banyak cari tau sendiri(1). Dan itu juga bukan spesifik ke YouTube DJP. 
	
	

	19
	MSR
	:
	Oh baik. Kemudian pertama kali log in Coretax ini bagaimana Mbak?
	
	

	20
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk215643435][bookmark: _Hlk215643470][bookmark: _Hlk216249837]Kalau pas awal pertama kali pakai Coretax ini susah… susahnya lebih ke arah aksesnya. Waktu itu dia sangat error-error. Kita masuk, ketolak. Apalagi bagian verifikasi wajah…Verifikasi wajah ini untuk daftar sertifikat digital.  Itu butuh waktu banget, karena wajah kita gak ke-detect jadi tidak hari itu selesai untuk daftar itu saja(4). Jadi kan harus verifikasi wajah direktur dan sebenarnya itu tidak valid, tapi kita lolosnya pakai foto direktur malah kalau pakai wajah direkturnya langsung secara real time tidak bisa. Saya pun coba di akun Coretax saya sendiri, itu awalnya ketolak-tolak padahal itu sudah wajah saya sendiri.
	4. Proses verifikasi wajah untuk pembuatan sertifikat digital memerlukan waktu lama karena wajah tidak terdeteksi.
	4. Verifikasi wajah sertifikat digital memerlukan waktu yang lama sebab tidak terdeteksinya wajah.

	21
	MSR
	:
	Untuk masuk ke Coretax perlu waktu lama tidak Mbak?
	
	

	22
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk214617700][bookmark: _Hlk219420552]Pas awal-awal sempet lama… Baru masuk tiba-tiba langsung terkeluar dari sistem. Ini sebenarnya sampai sekarang saya masih merasakan, sudah masuk tiba-tiba ketendang dari sistem(5). Masih suka error begitu, walaupun tidak sesering dulu. Hm… Bulan kemarin, di tanggal 13 atau 14 kemarin sempat error. Pokoknya kalau dekat tanggal pelaporan itu pasti error. Dan kejadian kemarin saya tidak bisa buat Faktur Pajak(6). Menghambat pekerjaan orang.
	5. Pengguna terkeluar dari sistem secara otomatis meskipun baru saja masuk.
6. Mendekati tanggal pelaporan sistem selalu error yang mengakibatkan pengguna tidak dapat membuat faktur pajak.
	5. Terkeluar otomatis dari sistem secara tiba-tiba setelah masuk.
6. Error sistem setiap mendekati tanggal pelaporan membuat pengguna tidak dapat menggunakan sistem secara optimal.

	23
	MSR
	:
	Oh begitu Mbak, kemudian apakah Mbak pernah menggunakan menu registrasi?
	
	

	24
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk214526730]Sebenarnya kalau jaringannya lancar dan sistemnya stabil ya cepat dan sederhana saja untuk registrasi ini kan tinggal masukkan data dan langsung bisa digunakan akun Coretax-nya(7). 
	7. Proses pendaftaran berlangsung cepat dan simpel karena cukup memasukkan data diri lalu akun Coretax dapat digunakan.
	7. Pendaftaran cepat dan simpel karena cukup memasukkan data diri dan akun Coretax dapat digunakan.

	25
	MSR
	:
	Kemudian Mbak apakah pernah melakukan perubahan data di Coretax?
	
	

	26
	EY
	:
	Pernah, terkait perubahan email dan mudah aja. Cuma perlu masukkan email baru dan simpan, nanti ada muncul surat penerimaan perubahan data. Jadi tidak perlu datang ke KPP. Waktu jaman sebelum Coretax pernah ada kendala masalah ubah data email dan nomor telpon dan harus ke KPP kalau email atau nomor hp-nya tidak aktif. Tapi kalau sekarang online pakai Coretax saja(8).
	8. Coretax memudahkan perubahan data karena dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke KPP.
	8. Perubahan data dapat dilakukan melalui Coretax tanpa harus datang ke KPP.

	27
	MSR
	:
	Kemudian untuk menu e-Faktur apakah banyak perubahannya?
	
	

	28
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk214528711]UI/UX nya berbeda, sekarang lebih bagus. Kemudian dulu harus minta dan kembalikan nomor seri faktur, kalau sekarang tidak perlu begitu, otomatis dari Coretax. Makanya kalau dulu nomor FPK berurut, tapi kalau sekarang nomornya random. FPM jaman e-Tax hanya bisa lihat NSFP, PT, dan nominalnya tapi gak bisa dilihat rinciannya, untuk era Coretax sekarang FPM bisa real time dilihat secara rinci(9). Okenya di situ. 
	9. Otomatisasi sistem pada penerbitan nomor seri faktur pajak dan data pelanggan serta faktur pajak masukkan diterima secara real time dan detail.
	9. Otomatisasi nomor seri faktur pajak dan data pelanggan secara otomatis serta penerimaan faktur pajak masukkan secara real time dan detail.

	29
	MSR
	:
	Oh begitu Mbak. Kemudian di e-Faktur Coretax ini apakah lebih banyak input manualnya Mbak?
	
	

	30
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk214528736]Data diri itu NPWP pasti diinput manual, kalau alamat pasti langsung muncul. Nah iya, di e-Tax alamat itu harus diketik manual. Kalau di Coretax sekarang tidak perlu lagi(9), tetapi kalau perusahaan ada cabangnya… itu akan muncul beberapa alamat, jadi kita harus pilih alamat tersebut.. Itu saja sih selebihnya sama.
	
	

	31
	MSR
	:
	Ohh apakah dengan e-Faktur versi Coretax ini lebih memudahkan Mbak?
	
	

	32
	EY
	:
	Mudah kalau lancar…Internet dan juga sistemnya, seperti yang saya bilang tadi… jaringan kita aman, kita buat buka apa-apa itu lancar. Sebenarnya selama sistem dan internet lancar, ya cepat aja… faktur ya langsung terbit.
	
	

	33
	MSR
	:
	Oh berarti akan memudahkan kalau sistemya lancar. Kemudian untuk menu e-Bupot bagaimana Mbak? 
	
	

	34
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk214529974]Hmmm…E-Bupot itu beda dipenyebutannya… Kalau DJP bukan BPA1, BPA2…Kemudian sekarang bupot yang sudah dibuat lawan transaksi langsung masuk ke akun Coretax kita. Jadi bisa langsung ambil lewat Coretax dan gak perlu hubungin lawan transaksi untuk minta bupot(10). Tapi, cara pengunduhan Bupot ini agak jelek karena itu kan muncul di surat masuk, di sini gak tampil nama pengirimnya dari siapa. Jadi kita harus download satu-satu untuk tau oh ini punya PT ini… dari PT ini
	10. Penerimaan bukti potong yang diterbitkan lawan transaksi secara otomatis masuk ke sistem, sehingga tidak perlu lagi meminta secara manual.
	10. Bukti potong diterima secara otomatis oleh sistem sehingga tidak perlu meminta manual.

	35
	MSR
	:
	Untuk Bupot berarti tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian menu e-SPT atau pelaporan bagaimana Mbak? 
	
	

	36
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk214532315]Kalau yang lama itu kita harus pilih upload bukti potongnya kemudian pilih masa apa. Dulu begitu lewat DJP…Kalau sekarang kita masuk ke menu e-SPT terus kita pilih mau laporkan apa PPh 21, Unifikasi, dll terus kita pilih masa dan sudah langsung otomatis narik data yang sudah kita input(11). Kalau PPN tapi tetap harus dikreditkan satu-satu FPM, kalau Bukti Potong langsung otomatis datanya ketarik. Sebenarnya untuk menu lapor dan bayar ini oke-oke aja Coretax ini.
	11. Otomatisasi data SPT sesuai dengan data yang sudah kita masukkan, tanpa harus menarik data secara manual.
	11. Tidak perlu melakukan penarikan data secara manual karena data SPT telah diotomatisasikan.


	37
	MSR
	:
	Oh selain error tadi Mbak, pelaporan di Coretax jadi mudah kah?
	
	

	38
	EY
	:
	Mudah… Mudah… dulu kan ini harus kita buat sendiri ya…e-Billing. E-Billing harus kita input sendiri, kalau sekarang sudah otomatis dibuatkan(12) jadi ketika datanya sudah oke dan kita sudah melapor SPT itu dengan klik bayar dan lapor kemudian kita input passphress. Kalau sudah berhasil nanti dia akan langsung terunduh billing-nya. Di menu e-SPT kan ada menu draft, menunggu pembayaran, dan terlapor. Nanti otomatis kalau sudah ter-download billing-nya akan masuk ke menu menunggu pembayaran. Di DJP itu kan kita narik dulu data yang mau dilaporin terus kita harus buat e-Billing manual, pilih masa dulu ketik angka lagi. Nah sekarang lebih bagus di situ. 
	12. Otomatisasi billing sehingga tidak perlu membuat billing secara manual seperti sistem sebelumnya dan mengurangi potensi kesalahan yang mengakibatkan SPT tidak tersampaikan.
	12. Tidak perlu membuat billing secara manual karena telah diotomatisasi sistem sehingga mengurangi potensi kesalahan yang menyebabkan SPT tidak tersampaikan.

	39
	MSR
	:
	Oh begitu Mbak. Kemudian dengan adanya Coretax ini, apakah bisa meminimalkan kesalahan dalam pelaporan Mbak?
	
	

	40
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk216766957]Heem karena sudah otomatis angkanya. Dulu kan bisa beda satu rupiah saja tidak terlapor kan… Nah itu… Kalau dulu kita input billing sendiri, ada kemungkinan kurang satu rupiah ya kan atau dua rupiah haha kalau kurang dia gak mau(12) sedangkan di Coretax ini billing-nya otomatis mereka cetakkan jadi ketika kita sudah bayar billing-nya kita tidak perlu melapor… Karena ketika bayar otomatis terlapor. Kalau dulu kita sudah bayar, kita masukkan NTPN lagi baru terlapor(13). Jadi kalau sistem pembayaran Coretax ini lebih oke.
	13. SPT akan otomatis terlapor saat billing dibayarkan tanpa perlu memasukkan NTPN.
	13. Pelaporan otomatis saat billing dibayarkan tanpa perlu memasukkan NTPN.

	41
	MSR
	:
	Kemudian, suka duka yang Mbak alami selama implementasi Coretax ini apa saja Mbak?
	
	

	42
	EY
	:
	Sukanya sih karena beberapa sistem jadi lebih simpel ya… Sekarang semua sistem jadi satu akses saja, jadi gak usah buka beberapa website atau aplikasi. Kalau dulu kan buka DJP, e-Tax, website e-Faktur, e-NOFA… Banyak yang dipakai. Sekarang sudah satu sistem jadi lebih simpel(14). Dan ini ya, dulu kita harus menunggu surat fisik dari DJP. Kalau sekarang sudah nerima lewat Coretax jadi denda ini sudah langsung bisa kita bayar karena sudah tau. Kadang surat fisik ini datangnya telat misalnya maksimal bayar tanggal 17, tetapi kita baru menerima surat itu tanggal 20… Sudah lewat begitu. Jadi saya harus Wa ke layanan DJP… mau bayar tapi tagihannya sudah lewat jadi dari mereka nanti kirimkan billing baru lewat WA (15).  Terus kalau dukanya dia kadang masih sering error pada saat pelaporan… mendekati tanggal pelaporan. Bulan pun waktu saya mau lapor SPT Masa PPh Unifikasi dan PPh 21. Untuk yang Unifikasi bisa, tapi yang PPh 21 gak bisa. Ini saya sudah coba pakai 3 device, komputer saya, laptop saya, komputer tim saya. Semuanya tidak bisa. Jaringan ini juga sangat berpengaruh karena teman saya pakai Coretax juga beberapa kali nanya ke saya Coretax lagi error kah tau bagaimana soalnya dia tidak bisa lapor SPT. Ketika saya akses ya bisa aja, nah itu biasanya karena jaringannya dia yang kurang bagus(16). 
	14. Seluruh layanan perpajakan terintegrasi dalam satu akses Coretax, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membuka berbagai aplikasi atau situs secara terpisah.
15. Tidak perlu menunggu surat fisik dari DJP karena surat sudah dapat diterima melalui Coretax sehingga informasi diperoleh lebih cepat mengurangi risiko keterlambatan yang terjadi pada penerimaan surat fisik.
16. Kestabilan jaringan internet memiliki peran penting dalam penggunaan Coretax.
	14. Seluruh layanan terpusat menjadi satu akses sehingga tidak perlu membuka aplikasi atau situs lain.
15. Surat dari DJP dapat diakses melalui Coretax sehingga tidak perlu menunggu surat fisik sehingga informasi lebih cepat diterima dan mengurangi potensi keterlambatan penerimaan surat fisik.
16. Jaringan internet yang stabil berperan penting untuk penggunaan Coretax.

	43
	MSR
	:
	Oh berarti masih belum stabil dan masalah internet ya. Kalau kendala seperti yang Mbak bilang tadi, tidak bisa diakses, error… Itu bagaimana Mbak mengatasinya?
	
	

	44
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk216248869]Ya antara kita berusaha mencari jaringan terbaik atau ditunggu saja dulu atau coba cari solusi lewat YouTube, seperti ganti ke jam Jakarta itu saya dapat dari YouTube itu solusinya(17). Saya sendiri jarang bertanya ke help desk KPP karena jawabannya ini template… tidak menyelesaikan masalah, karena kita tau juga itu jawabannya, tapi kan kita butuh yang lebih menyelesaikan saja. Seperti tentang lapor pajak kemarin itu saya nanya solusinya gimana atau apakah memang sedang error server-nya, terus jawaban mereka template sekali, “silahkan hapus draft SPT dan klik ulang kembali SPT terus disuruh juga clear cache browser sama pakai incognito” dan saya sebelum dikasih tau itu pun saya sudah coba lakukan dan gak berhasil(18). 
	17. Melakukan penanganan mandiri atas kendala sistem dengan mencari solusi melalui YouTube.
18. Help desk memberikan tanggapan yang dinilai bersifat template dan sudah dicoba untuk dilakukan wajib pajak sebelumnya.
	17. Melakukan penanganan mandiri atas kendala sistem melalui YouTube.
18. Tanggapan yang diberikan help desk bersifat template sudah dilakukan wajib pajak sebelumnya.

	45
	EY
	:
	[bookmark: _Hlk215574512]Oh ini saya baru ingat… Kemarin ada masalah di Faktur pajak. Jadi kan sistem di tempat saya tuh ini invoice-nya ini termin, ada empat termin penagihan nah ini lagi nagihin termin kedua dalam kontrak ternyata lawan transaksi gak mampu untuk bayar langsung termin kedua ini jadi termin kedua ini dibagi jadi dua pembayaran. Pake Coretax kan awal Januari itu termin pertama pembayaran invoice ini saya putusin buat faktur pajak uang muka nah ketika input faktur pajak uang muka saya masukkin DPP sesuai nilai kontraknya senilai 30 juta nah ini saya input di DPP, nah di bagian bawah ini kan ada input berapa uang muka termin pertama, di sini saya isi 9 juta sekian tapi faktur pajak yang terilis adalah nilai PPN dari DPP itu padahal seharusnya di itu harusnya 900 ribuan karena DPP-nya 9 juta ini nah itu sih. Dan jadinya itu berlanjut ke faktur pajak termin berikut-berikutnya nah di mana jadinya pas termin terakhir pelunasan itu faktur pajaknya minus(19). Sudah saya laporkan ke AR di KPP dan sudah diteruskan ke pusat tetapi tidak dapat jawaban dari pusat dan AR nya bilang aman saja karena sudah setor full PPN-nya.
	19. Terjadi ketidaksesuaian nilai PPN pada faktur pajak dengan mekanisme termin yang mengakibatkan PPN pada faktur bernilai minus.
	19. Ketidaksesuaian nilai PPN pada faktur pajak termin sehingga PPN bernilai minus.

	46
	MSR
	:
	Kalau untuk perusahaan Coretax ini apakah sesuai harapan?
	
	

	47
	EY
	:
	Cukup oke sih karena satu portal saja, SPT juga sudah tarik data otomatis, billing otomatis, pelaporan juga tidak perlu masukkan NTPN lagi. Jadi gak perlu banyak untuk klik ini klik itu. Makin banyak klik-klik kan makin besar juga human error-nya. Tapi ya kembali lagi sistemnya masih sering error apalagi kalau dekat tanggal pelaporan(20). Jadi untuk dikatakan efektif dan efisien itu ya kalau sistemnya berjalan dengan lancar dan stabil, tapi sekarang masih ada kendala error itu.
	20. Saat mendekati batas waktu pelaporan, sistem Coretax sering mengalami gangguan teknis.
	20. Sistem yang mengalami gangguan teknis menjelang waktu pelaporan.

	48
	MSR
	:
	Dengan sistem yang masih ada kendala ini apakah mempengaruhi perusahaan Mbak?
	
	

	49
	EY
	:
	Berpengaruh… ketika mau ngirim invoice tapi ketika Coretax-nya bermasalah gak bisa buat faktur pajak jadinya kehambat dan itu juga pastinya masalah di internal tentunya kan misalnya invoice kita dalam tujuh hari akan dibayar sedangkan sekarang-hari ini kita gak bisa nerbitin faktur pajaknya dan pasti ketunda besok dan pasti mempengaruhi tagihan yang jatuh tempo(21), jadi pasti berpengaruh ke internal maupun eksternal.
	21. Pada saat terjadi gangguan sistem yang menyebabkan faktur pajak tidak dapat diterbitkan maka akan mempengaruhi tagihan ke pelanggan.
	21. Saat faktur pajak tidak dapat diterbitkan karena gangguan sistem maka akan mempengaruhi tagihan ke pelanggan.

	50
	MSR
	:
	Apakah Coretax bisa meningkatkan reputasi perusahaan di mata fiskus?
	
	

	51
	EY
	:
	Hmmm… Kalau saya tidak merasa yang beda gimana-gimana ya… Jadi ya sama saja. Dari dulu kalau gak lapor pajak ya kena denda… sekarang pun kena denda…sebenarnya kan Coretax itu cuma alat yang bantu kita, jadi untuk meningkatkan reputasi itu gak cukup pakai alat saja… harus ada kemauan perusahaan untuk memanfaatkan alat itu. Jadi sebenarnya, semua balik lagi tergantung bagaimana perusahaannya, kalau semua dijalankan sesuai regulasi yang ada ya akan meningkat, tapi kalau sebaliknya ya reputasi perusahaan tidak akan meningkat sekalipun pakai Coretax dan sistem canggih lainnya.
	
	

	52
	MSR
	:
	Apakah Coretax harus terus dilanjutkan atau bagaimana Mbak?
	
	

	53
	EY
	:
	Dilanjutkan dan diperbaiki. Diperbaiki di ke stabilan sistemnya terus ya tampilan atau menu tertentu lebih dimudahkan seperti surat masuk ya minimal ada nama perusahaannya.
	
	

	54
	MSR
	:
	Baik Mbak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Mbak untuk saya tanya-tanyai dan membukakan Coretax-nya juga tadi.  
	
	

	55
	EY
	:
	Iya sama-sama.
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	Kode
	Ide Pokok
	Kategori
	Tematisasi

	1. Mempelajari sistem secara mandiri dengan cara datang langsung ke KPP, mengikuti pelatihan eksternal, dan melalui media YouTube.
	Mempelajari penggunaan Coretax melalui kunjungan langsung ke KPP, pelatihan eksternal, dan YouTube.
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	2. Bantuan yang diberikan oleh petugas pajak belum membantu menyelesaikan kendala yang terjadi, bantuan justru diberikan oleh sesama pengguna.
	Belum membantunya petugas pajak dalam menyelesaikan kendala dan bantuan yang solutif diberikan oleh sesama pengguna.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	3. Tidak menerima undangan pelatihan Coretax dari KPP.
	Tidak menerima pelatihan langsung dari KPP.
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	4. Proses verifikasi wajah untuk pembuatan sertifikat digital memerlukan waktu lama karena wajah tidak terdeteksi.
	Verifikasi wajah sertifikat digital memerlukan waktu yang lama sebab tidak terdeteksinya wajah.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	5. Pengguna terkeluar dari sistem secara otomatis meskipun baru saja masuk.
	Terkeluar otomatis dari sistem secara tiba-tiba setelah masuk.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	6. Mendekati tanggal pelaporan sistem selalu error yang mengakibatkan pengguna tidak dapat membuat faktur pajak.
	Error sistem setiap mendekati tanggal pelaporan membuat pengguna tidak dapat menggunakan sistem secara optimal.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	7. Proses pendaftaran berlangsung cepat dan simpel karena cukup memasukkan data diri lalu akun Coretax dapat digunakan.
	Pendaftaran cepat dan simpel karena cukup memasukkan data diri dan akun Coretax dapat digunakan.
	Penyederhanaan dalam proses pendaftaran.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	8. Coretax memudahkan perubahan data karena dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke KPP.
	Perubahan data dapat dilakukan melalui Coretax tanpa harus datang ke KPP.
	Perubahan data tanpa tatap muka.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	9. Otomatisasi sistem pada penerbitan nomor seri faktur pajak dan data pelanggan serta faktur pajak masukkan diterima secara real time dan detail.
	Otomatisasi nomor seri faktur pajak dan data pelanggan secara otomatis serta penerimaan faktur pajak masukkan secara real time dan detail.
	Penyederhanaan dalam proses pengelolaan faktur pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	10. Penerimaan bukti potong yang diterbitkan lawan transaksi secara otomatis masuk ke sistem, sehingga tidak perlu lagi meminta secara manual.
	Bukti potong diterima secara otomatis oleh sistem sehingga tidak perlu meminta manual.
	Otomatisasi dalam penerimaan bukti potong.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	11. Otomatisasi data SPT sesuai dengan data yang sudah kita masukkan, tanpa harus menarik data secara manual.
	Tidak perlu melakukan penarikan data secara manual karena data SPT telah diotomatisasikan.
	Penyederhanaan alur pelaporan melalui otomatisasi dan integrasi sistem.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	12. Otomatisasi billing sehingga tidak perlu membuat billing secara manual seperti sistem sebelumnya dan mengurangi potensi kesalahan yang mengakibatkan SPT tidak tersampaikan.
	Tidak perlu membuat billing secara manual karena telah diotomatisasi sistem sehingga mengurangi potensi kesalahan yang menyebabkan SPT tidak tersampaikan.
	Kemudahan dalam proses pembayaran pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	13. SPT akan otomatis terlapor saat billing dibayarkan tanpa perlu memasukkan NTPN.
	Pelaporan otomatis saat billing dibayarkan tanpa perlu memasukkan NTPN.

	Penyederhanaan alur pelaporan melalui otomatisasi dan integrasi sistem.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	14. Seluruh layanan perpajakan terintegrasi dalam satu akses Coretax, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membuka berbagai aplikasi atau situs secara terpisah.
	Seluruh layanan terpusat menjadi satu akses sehingga tidak perlu membuka aplikasi atau situs lain.

	Penyatuan sistem administrasi pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	15. Tidak perlu menunggu surat fisik dari DJP karena surat sudah dapat diterima melalui Coretax sehingga informasi diperoleh lebih cepat mengurangi risiko keterlambatan yang terjadi pada penerimaan surat fisik.
	Surat dari DJP dapat diakses melalui Coretax sehingga tidak perlu menunggu surat fisik sehingga informasi lebih cepat diterima dan mengurangi potensi keterlambatan penerimaan surat fisik.
	Kemudahan penerimaan surat melalui Coretax.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	16. Kestabilan jaringan internet memiliki peran penting dalam penggunaan Coretax.
	Jariangan internet yang stabil berperan penting untuk penggunaan Coretax.
	Kebutuhan konektivitas internet yang baik dan stabil.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	17. Melakukan penanganan mandiri atas kendala sistem dengan mencari solusi melalui YouTube.
	Melakukan penanganan mandiri atas kendala sistem melalui YouTube.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	18. Help desk memberikan tanggapan yang dinilai bersifat template dan sudah dicoba untuk dilakukan wajib pajak sebelumnya.
	Tanggapan yang diberikan help desk bersifat template sudah dilakukan wajib pajak sebelumnya.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	19. Terjadi ketidaksesuaian nilai PPN pada faktur pajak dengan mekanisme termin yang mengakibatkan PPN pada faktur bernilai minus.
	Ketidaksesuaian nilai PPN pada faktur pajak termin sehingga PPN bernilai minus.

	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	20. Saat mendekati batas waktu pelaporan, sistem Coretax sering mengalami gangguan teknis.
	Sistem yang mengalami gangguan teknis menjelang waktu pelaporan.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	21. Pada saat terjadi gangguan sistem yang menyebabkan faktur pajak tidak dapat diterbitkan maka akan mempengaruhi tagihan ke pelanggan.
	Saat faktur pajak tidak dapat diterbitkan karena gangguan sistem maka akan mempengaruhi tagihan ke pelanggan.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya
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	No Wawancara
	3

	Informan
	Informan (LN)

	Jenis Kelamin
	Perempuan

	Status
	Staf Finance, Accounting, and Tax

	Peneliti
	Melisa Siti Rahmaniah (MSR)

	Tipe Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari, Tanggal
	Senin, 20 Oktober 2025

	Waktu
	14.04 – 14.44 WITA

	Lokasi
	Ruang Rapat Kantor Informan 

	Situasi
	Sebelum wawancara dimulai, peneliti menunggu beberapa saat karena informan harus menyelesaikan pekerjaannya yang mendesak. Saat wawancara berlangsung, ruang rapat tersebut hanya diisi oleh informan dan peneliti. Selama wawancara berlangsung, terjadi distraksi karena informan harus menerima telpon dari rekan kerja. 

	Kode
	A3



	No
	Inisial
	:
	Transkrip
	Kodefikasi

	
	
	
	
	Kode 
	Ide Pokok

	1
	MSR
	:
	Selamat siang Kak, perkenalkan saya Melisa Siti Rahmaniah. Tujuan saya datang menemui Kakak untuk menggali informasi dari Kakak sebagai staf yang menggunakan Coretax. Kemudian apakah boleh saya masukkan nama Kakak atau inisial nama Kakak?
	
	

	2
	LN
	:
	Halo, siang juga. Pakai insial nama aja ya.
	
	

	3
	MSR
	:
	Kemudian apakah Kakak berkenan jika saya cantumkan insial lengkap nama Kakak?
	
	

	4
	LN
	:
	Oh iya, LN ya inisial nama lengkap saya. Boleh dicantumkan ya. 
	
	

	5
	MSR
	:
	Tugas-tugas yang dilakukan di perpajakan ini apa saja Kak?
	
	

	6
	LN
	:
	Di perpajakan itu yang pasti menghitung kalkukasi pajaknya… PPh 21 karyawan, PPh 23 jasa, PPN begitu kalau pajak.
	
	

	7
	MSR
	:
	Sekarang kan ada Coretax kak, sistem ini Kakak taunya sejak kapan dan bagaimana?
	
	

	8
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk216252593]Kalau Coretax itu dari... Desember tahun kemarin. Tau dari berita di website sama sosial media begitu aja sih, lewat. Nah dari situ saya tau sekilas akan ada Coretax. Tapi, sosialisasi sebelum atau sesudah ada Coretax ini gak pernah dapat langsung dari KPP ya. Kemudian dari rekan kerja saya dapat sosialisasi Coretax dan ikut Zoom-nya dan itu dari pihak luar(1) tapi kurang tau saya dari mana.ikut zoom itu juga setelah ada Coretax.
	1. Tidak pernah menerima sosialisasi langsung dari KPP baik itu sebelum atau sesudah implementasi, tetapi mengikuti sosialisasi dari luar institusi.
	1. Sosialisasi dari otoritas pajak sebelum dan setelah implementasi tidak pernah diterima, tetapi mengikuti sosialisasi eksternal.

	9
	MSR
	:
	Kalau dari pandangan Kakak Coretax itu apa?
	
	

	10
	LN
	:
	Coretax itu sistem perpajakan pengganti sistem sebelumnya DJP. Jadi untuk digitalisasi perpajakan, untuk pelaporan, untuk perhitungan semuanya ada disitu, untuk bukti potong, faktur, dan segala macam yang berurusan dengan pajak lewat sistem itu.
	
	

	11
	MSR
	:
	Kakak belajar Coretax dari mana saja?
	
	

	12
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk216252741]Iya yang tadi itu, awalnya melalui online Zoom itu saja pertama kali terus setelah itu belajarnya ya learning by doing jadi saat kita butuh sesuatu kita cari di YouTube(2), kan ada itu video-videonya di YouTube. Jadi banyak terbantu dari YouTube seperti video tutorial begitu.
	2. Mempelajari Coretax secara mandiri dengan mengikuti sosialisasi online eksternal DJP dan melalui YouTube.
	2. Penggunaan coretax dipelajari melalui sosialisasi online eksternal DJP dan YouTube.

	13
	MSR
	:
	Mulai aktif menggunakan sejak Januari atau kapan Kak? Kemudian ada kesulitan kah Kak awal log in?
	
	

	14
	LN
	:
	Iya benar di Januari. Pastinya. Wah itu… apalagi pertama kali Coretax diluncurkan di Januari, di awal tahun ini dari Januari sampai dua atau tiga bulan pertama. Itu benar-benar…. Loading segala macam tuh lemot karena mungkin baru diluncurkan juga dan banyak orang pakai dan kita juga masih bingung cara pakainya gimana jadi banyak loading, lemot, dan pindah-pindahnya lama sekali itu waktu awal-awal keluar, bahkan untuk buat faktur, bupot, atau yang lain itu failed, gagal terus. Bahkan bisa hari ini coba gak bisa jadi harus dicoba besok lagi karena selemot itu dan se-error itu bahkan log in pun gak bisa jadi besok lagi dicoba. Jadi bisa sampai beda hari kalau begini(3). 
	3. Gangguan pada sistem Coretax membuat pengguna harus mengulangi proses yang sama berkali-kali.
	3. Pengguna harus mengulang proses yang sama saat menghadapi gangguan pada sistem Coretax.

	15
	MSR
	:
	Kakak saat menggunakan apakah ada bingung begitu?
	
	

	16
	LN
	:
	Sebenarnya cukup familiar walaupun awalnya agak bingung di bagian impersonate, harus pakai akun direktur terus impersonate ke perusahaan-perusahaannya. Tapi untuk menu sudah familiar walaupun memang secara tampilan beda dengan yang sebelumnya. Kemudian sebenarnya kalau cara gunakannya ya kurang lebih tetapi ada bedanya. Misal yang impersonate itu. Kadang bahkan suka lupa begitu, jadi saat sudah masuk ke akun direktur terus mau buat faktur kok gak bisa ini kenapa, ternyata belum impersonate.
	
	

	17
	MSR
	:
	Kalau di Coretax kakak pakai apa saja? Dan apakah di awal semua menua sudah bisa digunakan?
	
	

	18
	LN
	:
	Di Coretax pakai faktur, bukti potong PPh 21, 23. Yang paling sering itu. Kalau di awal jelas tidak. Jadi untung-untungan begitu, kalau waktu jaringannya sedang oke atau servernya oke ya bisa. Karena basic-nya kan sistem online jadi sangat tergantung sama jaringan, kalau jaringan oke pasti lancar, kalau jaringan gak oke… ya susah pasti gak jalan sistemnya(4). Waktu server-nya lagi bermasalah kadang sampai berulang kali submit-submit selalu gagal gagal kemudian diulang lagi bahkan sampai chat orang pajaknya ini kenapa ya kok tidak jadi-jadi. Akhirnya ya begitu karena kan satu Indonesia lagi pakai dan lagi belajar menggunakan-masih belum tau. Jadi banyak gagal saat menggunakan Coretax ini dan kalau mau buat faktur banyak itu juga lumayan kesulitan ya karena itu banyak failed-nya karena error sistem ini. Dan kalau berhasil pun itu butuh kesabaran yang luar biasa karena loading dan lemot yang tadi.
	4. Kebutuhan jaringan internet yang baik dan stabil sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar
	4. Sistem berjalan dengan lancar jika jaringan internet yang digunakan stabil dan baik.

	19
	MSR
	:
	Itu mudah kah Kak pakai menu registrasi?
	
	

	20
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk214526777]Pernah, sering hehe…Emm… gampang aja sih, tinggal masukkan data-data sesuai KTP dan langsung jadi juga, bisa dipakai langsung akunnya(5). 
	5. Proses pendaftaran sederhana dan mudah karena cukup memasukkan data sesuai identitas dan akun Coretax dapat langsung digunakan.
	5. Proses pendaftaran sederhana dengan memasukkan identitas dan akun dapat digunakan.

	21
	MSR
	:
	Untuk menu e-Faktur bagaimana Kak?
	
	

	22
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk214528781][bookmark: _Hlk216428983]Berkaitan dengan PPN yang kemarin naik itu, jadi yang tadinya PPN 11% kemudian naik ke 12% dan sektor kita tetap pakai yang 11% jadi sekarang pakai DPP Lain-Lain. Jadi perubahan di situ. Sama yang dulu kita pilih kode faktur 010 sekarang berubah ke 040. Itu saja sih saya rasa. Sama sekarang itu faktur pajak masukkan langsung otomatis kita terima asalkan sudah diinput mereka, nomor faktur juga otomatis jadi kita gak perlu minta di e-NOFA, dan karena Coretax ini website bukan aplikasi begitu jadi mudah diakses di mana aja beda dengan e-tax desktop yang harus diinstal di komputer(6). Bagian itu sih yang mempermudah.
	6. Kemudahan dalam akses sistem, penerimaan faktur pajak masukkan secara real time, penomoran faktur pajak secara otomatis, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

	6. Akses sistem mudah, penerimaan faktur pajak berlangsung real time, penomoran faktur pajak secara otomatis, dan mudah diakses.


	23
	MSR
	:
	Kalau di bukti potong ini di sistem sebelumnya apakah semua NIK karyawan itu valid Kak?
	
	

	24
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk216257754][bookmark: _Hlk216169385]Iya bisa saja kalau dulu, selalu valid. Sekarang untuk karyawan yang sebelumnya valid di DJP sekarang jadinya tidak valid, ini biasanya karena belum registrasi atau aktivasi di Coretax. Jadi kita sosialisasikan lah ke karyawan-karyawan di sini untuk registrasi Coretax. Kemarin baru juga kejadian satu orang, orang baru kan. Waktu dicek “loh mas kok belum terdaftar?” jadi saya langsung di sampingnya saya kasih tutornya buka Coretax. Jadi sekarang semua sudah aman.
	
	

	25
	MSR
	:
	Kalau di bukti potong bagaimana Kak?
	
	

	26
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk214529996]Kalau bukti potong lumayan mirip sistem yang sebelumnya, cara inputnya sama, masukkan NPWP/NIK, masukkan nominal, tarif, kategori pajak sama sih. Paling yang berbeda dari segi tampilan saja dan sekarang itu bukti potong dari klien/vendor kita bisa dapatkan itu dari Coretax kalau dulu kan kita harus minta satu-satu ke perusahaan, nah kalau sekarang tinggal cek di Coretax asalkan mereka sudah report muncul otomatis di Coretax kita(7). Jadi seperti Faktur Pajak Masukkan.
	7. Coretax memudahkan penerimaan bukti potong secara real time di akun wajib pajak tanpa harus melakukan permintaan manual ke klien/vendor.
	7. Penerimaan bukti potong secara real time ke akun wajib pajak tanpa meminta manual ke klien/vendor.

	27
	MSR
	:
	Untuk di pelaporan ada yang beda kah Kak?
	
	

	28
	LN
	:
	Kalau pelaporan ini… kalau sekarang habis lapor kan bisa download e-Billing, langsung bayar. Sekarang alurnya jadi lebih mudah, buat draft SPT kemudian kita bayar dan SPT terlapor otomatis. Karena kalau dulu harus satu-satu, buat billing dulu kemudian kalau sudah bayar buat draft SPT kemudian dilaporkan secara manual dengan cara masukkan bukti bayar itu(8). Pokoknya step by step lah.
	8. Penyederhanaan alur pelaporan pajak sehingga SPT akan terlapor secara otomatis tanpa memasukkan bukti bayar saat billing telah terbayarkan.

	8. SPT akan terlaporkan secara otomatis saat billing telah dibayar tanpa harus memasukkan bukti bayar.

	29
	MSR
	:
	Untuk kode Billing berarti otomatis ya Kak?
	
	

	30
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk215558721]Iya, habis kita buat draft SPT itu kita cek kalau sudah sesuai tinggal buat e-Billing dan lapor. Sekarang billing dibuatkan sistem sedangkan dulu kan kita sendiri yang buat billing. Dan jadi mengurangi kesalahan kita. Karena sering banget dulu beberapa kali. Entah salah masa, salah kode pajak, salah nominal ya karena tadi itu, kita harus input sendiri. Dulu itu dulu posisinya salah dan sudah dilaporkan. Sudah terjadi gitu kan jadi pindahbuku kadang harus ke kantornya lagi untuk ngurus itu(9). Nah itu kelebihannya sekarang karena mengurangi-memimalisasi kesalahan seperti ini.
	9. Billing akan otomatis dibuat oleh sistem sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan billing manual.
	9. Sistem akan membuat billing otomatis sehingga kesalahan dalam pembuatan billing manual dapat dihindari.

	31
	MSR
	:
	Secara keseluruhan suka dukanya apa kak?
	
	

	32
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk216258555]Dukanya dulu ya, dia di awal lemot banget kemudian belakangan ini kalau mau mendekati bayar dan lapor itu kan yang gunakan satu Indonesia jadi berimbas servernya down seperti belakang ini servernya mungkin lagi down jadi mau buat faktur selalu failed, mau buat apa selalu munculnya error-error itu sih. Kadang kita sudah buat draft-nya terus error jadinya hilang dan harus ulang lagi dari awal. Itu benar-benar wasting time harusnya kita sudah bisa kerjakan satu faktur harus nunggu sampai berapa jam(10). Kalau sukanya, beberapa alur jadi lebih simpel seperti SPT tadi jadi meminimalisir kesalahan terus juga semua sudah jadi satu lewat Coretax, kalau dulu kan ada DJP, eFaktur, e-Tax segala macam, kalau sekarang mau PPN, PPh 21, PPh 23, semuanya, pelaporan, pembayaran itu jadi satu di Coretax jadi tidak buat bingung dan mempemudah(11) ya kalau saja servernya sudah oke ya
	10. Mendekati tanggal bayar dan lapor, server sering mengalami gangguan akibat tingginya trafik pengguna, menyebabkan sistem berjalan lambat dan error yang menghambat proses administrasi pajak.
11. Penyatuan berbagai layanan ke dalam sistem terpadu mengurangi kerumitan dan memudahkan wajib pajak.
	10. Menjelang batas bayar dan lapor, tingginya trafik membuat server lambat dan error sehingga administrasi pajak terhambat.
11. Integrasi sistem dapat mengurangi kerumitan dan memudahkan wajib pajak.

	33
	MSR
	:
	Kalau ada kendala seperti tadi ke Wa layanan tadi aja Kak?
	
	

	34
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk214951292]Iya, sejauh ini itu sih kecuali ada case-case tertentu itu baru kita ke kantornya karena kan kalau by Wa ini gak puas karena kadang mereka slowrespons dengan jawabannya kadang-kadang seperti “coba di-refresh aja bu di login ulang aja”. Kalau begini kan kita juga tau karena kita juga butuh jawaban yang pasti(12) jadi kadang kita langsung ke kantornya jadi ambil nomor antrian dan bisa langsung konsultasi.
	12. Bantuan yang diberikan otoritas pajak terkadang lambat dan tidak memberikan solusi sesuai harapan.
	12. Bantuan otoritas pajak cenderung lambat dan tidak memberikan solusi memadai.

	35
	MSR
	:
	Selama pakai Coretax pernah langsung konsultasi ke sana Kak?
	
	

	36
	LN
	:
	Pernah waktu itu bahas terkait dengan uang muka dan pelunasan faktur nah itu membingungkan jadi waktu buat fakturnya totalnya gak sesuai dengan perhitungan kita jadi kita bawa ke KPP dan masuk ke special case. Jadi muncul di bawah itu minus, bahkan sampai orang pajaknya pun bingung kok minus jadi karena memang ini sih efek server dan segala macam sistemya yang belum stabil(13). 
	13. Ketidakstabilan sistem membuat ketidaksesuaian data faktur pajak sehingga pengguna harus datang langsung ke KPP untuk berkonsultasi.
	13. Ketidaksesuaian data faktur pajak membuat pengguna harus berkonsultasi langsung ke KPP.

	37
	MSR
	:
	Kalau respon dari pihak pajak seperti apa Kak?
	
	

	38
	LN
	:
	Lumayan membantu tapi kadang slowrespons. Kita kan benar-benar butuh diarahkan sama sistem baru ini. Ya paling masalahnya karena butuh berapa jam gitu nunggu dibalas soalnya kan kita butuh cepat, paling itu aja masalahnya. Apalagi awal-awal kita pakai Coretax itu kan butuh bantuan banget kayak ini gimana ini gimana ya. Kadang ya mungkin mereka juga baru belajar Coretax juga jadi mungkin mereka masih bingung juga karena kadang saya nanya nya apa mereka jawabnya ya kurang nyambung-maksud saya lain ke situ jadi agak misscom(14).
	14. Petugas pajak masih dalam tahap penyesuaian terhadap sistem baru sehingga kerap terjadi ketidaksesuaian antara pertanyaan dan jawaban yang disampaikan.
	14. Petugas pajak masih beradaptasi dengan sistem baru sehingga jawaban sering tidak selaras dengan pertanyaan wajib pajak.

	39
	MSR
	:
	Kalau mereka tidak memberikan solusi yang diharapkan kakak biasanya ngapain?
	
	

	40
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk216421323]Biasanya saya cek lagi sudah bisa apa belum. Jadi kita harus sering-sering cek apakah sistemnya sudah bisa atau belum(15). Begitu sih, itu bisa sejam atau dua jam sekali saya balik lagi buka Coretax mastiin udah bisa apa belum.
	15. Melakukan cek berkala untuk memastikan sistem sudah dapat digunakan.
	15. Cek sistem secara berkala untuk memastikan sistem sudah dapat digunakan. 

	41
	MSR
	:
	Kendala ini berpengaruh untuk perusahaan tidak Kak?
	
	

	42
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk216377231]Sangat, yang saya bilang tadi wasting time jadi pekerjaan lain ketunda karena harus ngurusin ini, harus sabar. Walaupun dia tetap kebuka tapi kan harus nungguin loading-nya lama yang harusnya yang tadinya harusnya buat faktur lima menit jadinya dua jam. Jadi kita fokusnya ke situ saja padahal waktunya bisa digunakan untuk yang lain(16). Jadi ya kurang efisien waktu terus juga klien itu sudah minta invoice-bahkan waktu itu pernah ada project apa dengan klien dan mereka sudah tanyain invoice dan kita baru bisa terbitkan invoice di minggu ketiga Januari karena ya itu, fakturnya tidak bisa terbit karena kendala sistem. Harusnya kita sudah bisa dapat pemasukan di awal bulan tetapi harus ketunda-ketunda karena fakturnya belum jadi lumayan menyusahkan perusahaan karena arus kas juga jadinya terganggu(17).
	16. Pengguna harus mengalokasikan lebih banyak waktu ketika terjadi gangguan sistem sehingga harus menunda pekerjaan lain.
17. Faktur pajak tidak dapat diterbitkan karena error sistem sehingga invoice tidak dapat dikirimkan sehingga arus kas wajib pajak terganggu.
	16. Pengguna harus menunda pekerjaan lain untuk mengalokasikan waktu lebih banyak saat muncul gangguan sistem.
17. Error sistem menyebabkan faktur pajak tidak dapat diterbitkan sehingga invoice tidak dapat dikirim yang menyebabkan terganggunya arus kas.

	43
	MSR
	:
	Apakah Coretax ini sudah sesuai harapan perusahaan Kak?
	
	

	44
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk214874813]Sebenarnya harusnya sesuai kalau yang tadi itu, sistemnya bener sudah stabil, settle karena seperti yang saya bilang tadi itu lumayan mempermudah alur dan satu pintu masuk jadi ya harusnya, harusnya ya lebih simple, lebih efisien efektif tapi ya balik lagi ke server-nya. Entah mungkin mereka masalahnya gimana, dari server-nya itu yang merusak semuanya. Yang tadinya fiturnya sudah oke, semuanya sudah di situ jadi satu jalur-pelaporan, pembayaran sudah lengkap di situ tinggal dari server-nya yang lemot, error padahal kalau itu semua gak ada dan berjalan lancar pasti efektif dan efisien buat perusahaan. Cuma karena suka sering error itu dan di saat mau pelaporan apa lagi hari terakhir maksudnya seperti PPN tanggal 31 dan besok sudah telat jadi harus bisa hari ini jadi kalau itu down pasti mengancam perusahaan karena kalau tidak terlapor hari ini keesokan harinya kita sudah kena denda(18).
	18. Error saat mendekati tanggal pelaporan akan meningkatkan potensi keterlambatan pelaporan dan pengenaan denda administratif.
	18. Gangguan sistem saat mendekati tanggal pelaporan akan meningkatkan potensi keterlambatan dan denda.

	45
	MSR
	:
	Pernah mengalami telat lapor begitu Kak?
	
	

	46
	LN
	:
	Nah waktu itu pas awal-awal Coretax diluncurkan jadinya itu telat. Karena ya itu dari sistem gak bisa, kita mau lapor selalu failed terus(19). Di awal-awal ya itu tapi setelah itu gak pernah telat. Dan karena baru awal jadi ada toleransi, padahal kalau aslinya ya telat.  Dan yang itu jadinya gak jadi telat dan bayar denda karena dapat keringanan itu dari sana.
	19. Pada awal implementasi, keterlambatan pelaporan terjadi karena sistem selalu mengalami kegagalan, sehingga proses pelaporan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
	19.  Terjadi keterlambatan pelaporan saat awal implementasi karena sistem yang selalu gagal.

	47
	MSR
	:
	Pernah ada maintenance kah di Coretax Kak?
	
	

	48
	LN
	:
	[bookmark: _Hlk214867354]Pernah, bulan ini beberapa hari kebelakang mau buat faktur dan gak bisa. Saya cek online juga orang-orang di luar sana memang lagi downtime untuk maintenance jadi tidak bisa dibuat faktur dan untuk apa pun itu. Dan itu terjadi saat jam kerja(20) makanya itu kayak lah? untungnya tidak terlalu urgent tapi kalau urgensinya penting kita lagi butuh untuk hari itu dan itu juga kan di jam kerja ya itu memang yang jadi hambatan juga.
	20. Pemeliharaan sistem terjadi pada jam kerja menyebabkan sistem tidak dapat digunakan dan menghambat aktivitas administrasi pajak.
	20. Pemeliharaan sistem pada jam kerja sehingga sistem tidak dapat digunakan dan menghambat administrasi pajak.

	49
	MSR
	:
	Reputasi perusahaan di mata fiskus apakah meningkat dengan adanya Coretax, Kak?
	
	

	50
	LN
	:
	Balik ke perusahan masing-masing, kalau kita bisa untuk tetap tepat waktu bayar dan lapor, dan gak aneh-aneh lah pasti mereka bisa menilai juga reputasi perusahaan kita itu bagaimana. Tapi kalau kita telat-telat, miss, mereka kan juga gampang untuk nge-track dari Coretax ini. Jadi reputasi ini kembali lagi ke perusahaan masing-masing.
	
	

	51
	MSR
	:
	Untuk kedepan apakah Coretax harus tetap dilanjutkan atau bagaimana Kak?
	
	

	52
	LN
	:
	Saya dukung untuk dilanjutkan tapi ya masalah error untuk diminimalkan bahkan harusnya ditiadakan supaya jangan error, jangan lemot. Gak paham juga saya ya bagaimana mereka mengaturnya, masalah IT dan segala macam. Nah seperti itu karena dari Coretax sendiri sebenarnya sudah cukup bagus dari fiturnya, aplikasinya, dan segala macamnya kecuali miss seperti error. Harusnya sangat membantu perusahaan tapi karena banyak error, banyak kendala ya membuat arrgggh apa sih ini.
	
	

	53
	MSR
	:
	Terima kasih banyak ya Kak sudah bersedia untuk diwawancarai dan meluangkan waktunya.
	
	

	54
	LN
	:
	Iya, aman aja.
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	Kode
	Ide Pokok
	Kategori
	Tematisasi

	1. Tidak pernah menerima sosialisasi langsung dari KPP baik itu sebelum atau sesudah implementasi, tetapi mengikuti sosialisasi dari luar institusi.
	Sosialisasi dari otoritas pajak sebelum dan setelah implementasi tidak pernah diterima, tetapi mengikuti sosialisasi eksternal.
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	2. Mempelajari Coretax secara mandiri dengan mengikuti sosialisasi online eksternal DJP dan melalui YouTube.
	Penggunaan coretax dipelajari melalui sosialisasi online eksternal DJP dan YouTube.
	Minimnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	3. Gangguan pada sistem Coretax membuat pengguna harus mengulangi proses yang sama berkali-kali.
	Pengguna harus mengulang proses yang sama saat menghadapi gangguan pada sistem Coretax.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	4. Kebutuhan jaringan internet yang baik dan stabil sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar
	Sistem berjalan dengan lancar jika jaringan internet yang digunakan stabil dan baik.
	Kebutuhan konektivitas internet yang baik dan stabil.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	5. Proses pendaftaran sederhana dan mudah karena cukup memasukkan data sesuai identitas dan akun Coretax dapat langsung digunakan.
	Proses pendaftaran sederhana dengan memasukkan identitas dan akun dapat digunakan.
	Penyederhanaan dalam proses pendaftaran.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	6. Kemudahan dalam akses sistem, penerimaan faktur pajak masukkan secara real time, penomoran faktur pajak secara otomatis, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
	Akses sistem mudah, penerimaan faktur pajak berlangsung real time, penomoran faktur pajak secara otomatis, dan mudah diakses.

	Penyederhanaan dalam proses pengelolaan faktur pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	7. Coretax memudahkan penerimaan bukti potong secara real time di akun wajib pajak tanpa harus melakukan permintaan manual ke klien/vendor.
	Penerimaan bukti potong secara real time ke akun wajib pajak tanpa meminta manual ke klien/vendor.
	Otomatisasi dalam penerimaan bukti potong.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	8. Penyederhanaan alur pelaporan pajak sehingga SPT akan terlapor secara otomatis tanpa memasukkan bukti bayar saat billing telah terbayarkan.
	SPT akan terlaporkan secara otomatis saat billing telah dibayar tanpa harus memasukkan bukti bayar.
	Penyederhanaan alur pelaporan melalui otomatisasi dan integrasi sistem.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	9. Billing akan otomatis dibuat oleh sistem sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan billing manual.
	Sistem akan membuat billing otomatis sehingga kesalahan dalam pembuatan billing manual dapat dihindari.
	Kemudahan dalam proses pembayaran pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	10. Mendekati tanggal bayar dan lapor, server sering mengalami gangguan akibat tingginya trafik pengguna, menyebabkan sistem berjalan lambat dan error yang menghambat proses administrasi pajak.
	Menjelang batas bayar dan lapor, tingginya trafik membuat server lambat dan error sehingga administrasi pajak terhambat.

	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	11. Penyatuan berbagai layanan ke dalam sistem terpadu mengurangi kerumitan dan memudahkan wajib pajak.
	Integrasi sistem dapat mengurangi kerumitan dan memudahkan wajib pajak.
	Penyatuan sistem administrasi pajak.
	Cahaya Terbit di Relung Pajak

	12. Bantuan yang diberikan otoritas pajak terkadang lambat dan tidak memberikan solusi sesuai harapan.
	Bantuan otoritas pajak cenderung lambat dan tidak memberikan solusi memadai.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	13. Ketidakstabilan sistem membuat ketidaksesuaian data faktur pajak sehingga pengguna harus datang langsung ke KPP untuk berkonsultasi.
	Ketidaksesuaian data faktur pajak membuat pengguna harus berkonsultasi langsung ke KPP.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	14. Petugas pajak masih dalam tahap penyesuaian terhadap sistem baru sehingga kerap terjadi ketidaksesuaian antara pertanyaan dan jawaban yang disampaikan.
	Petugas pajak masih beradaptasi dengan sistem baru sehingga jawaban sering tidak selaras dengan pertanyaan wajib pajak.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	15. Melakukan cek berkala untuk memastikan sistem sudah dapat digunakan.
	Cek sistem secara berkala untuk memastikan sistem sudah dapat digunakan.
	Bantuan belum hadir secara optimal dari otoritas pajak.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	16. Pengguna harus mengalokasikan lebih banyak waktu ketika terjadi gangguan sistem sehingga harus menunda pekerjaan lain.
	Ketidaksesuaian data faktur pajak membuat pengguna harus berkonsultasi langsung ke KPP.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	17. Faktur pajak tidak dapat diterbitkan karena error sistem sehingga invoice tidak dapat dikirimkan sehingga arus kas wajib pajak terganggu.
	Error sistem menyebabkan faktur pajak tidak dapat diterbitkan sehingga invoice tidak dapat dikirim yang menyebabkan terganggunya arus kas.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	18. Error saat mendekati tanggal pelaporan akan meningkatkan potensi keterlambatan pelaporan dan pengenaan denda administratif.
	Gangguan sistem saat mendekati tanggal pelaporan akan meningkatkan potensi keterlambatan dan denda.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	19. Pada awal implementasi, keterlambatan pelaporan terjadi karena sistem selalu mengalami kegagalan, sehingga proses pelaporan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
	Terjadi keterlambatan pelaporan saat awal implementasi karena sistem yang selalu gagal.
	Ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis.
	Bayangan di Ujung Cahaya

	20. Pemeliharaan sistem terjadi pada jam kerja menyebabkan sistem tidak dapat digunakan dan menghambat aktivitas administrasi pajak.
	Pemeliharaan sistem pada jam kerja sehingga sistem tidak dapat digunakan dan menghambat administrasi pajak.
	Pemeliharaan sistem saat jam operasional.
	Bayangan di Ujung Cahaya
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	No
	Item Pertanyaan
	Informan I
	Informan II
	Informan III
	Interpretasi

	1.
	Latar belakang mengetahui Coretax
	Mengetahui rencana penerapan Coretax sejak mengikuti Brevet pajak dan secara intens mengikuti perkembangan Coretax pada Desember 2024.
	Mengetahui rencana penerapan Coretax sejak akhir tahun 2024 melalui sosial media.
	Mengetahui rencana penerapan Coretax sejak Desember tahun 2024 melalui website dan sosial media.
	Informan mengetahui dan mengikuti perkembangan Coretax sejak Desember 2024 melalui sumber informasi digital.

	2.
	Sosialisasi dan pelatihan yang diikuti
	Tidak menerima penyuluhan langsung dari KPP baik sebelum dan setelah implementasi, sehingga mempelajari Coretax secara mandiri melalui YouTube.
	Tidak menerima pelatihan Coretax dari DJP, sehingga mempelajari Coretax secara mandiri melalui pelatihan online dari eksternal, meminta arahan langsung di KPP, serta melalui tutorial di YouTube.
	Tidak menerima sosialisasi sebelum ataupun sesudah ada Coretax sehingga mempelajari sistem secara mandiri melalui video YouTube dan mengikuti pelatihan secara online dari eksternal.
	Ketiga informan tidak pernah menerima sosialisasi maupun pelatihan langsung dari otoritas pajak. Ketidakhadiran sosialisasi ini menuntut ketiga informan untuk aktif mempelajari sistem Coretax secara mandiri. 

	3.
	Pendefinisian Coretax
	Sistem pajak yang menyatukan semua layanan perpajakan yang memudahkan, tetapi kemudahan belum dirasakan secara optimal.
	Suatu sistem perpajakan dari DJP, dalam sistem dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan perpajakan seperti menerbitkan bukti pemungutan serta melaporkan dan membayarkan pajak.
	Sistem perpajakan yang menggantikan sistem sebelumnya yang mana seluruh layanan perpajakan dapat dilakukan di sistem ini, seperti penerbitan bukti potong, faktur, perhitungan dan pelaporan pajak.
	Secara garis besar, ketiga informan mendefinisikan Coretax sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan.

	4.
	Akses masuk sistem
	Pada awal penggunan, kesulitan untuk masuk ke akun Coretax serta sistem sering melakukan logout otomatis.
	Kesulitan saat mengakses Coretax saat awal implementasi karena tertolak akses masuk ke akun Coretax. 
	Kesulitan saat mengakses Coretax pada tiga bulan pertama karena loading dan tidak bisa masuk ke akun Coretax. 
	Ketiga informan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sistem Coretax pada awal implementasi. Kondisi ini menyebabkan tersitanya waktu informan dan tertundanya proses administrasi perpajakan.

	5.
	Proses pendaftaran
	Berjalan dengan lancar dan cepat, akun pun dapat langgsung digunakan. 
	Proses pendaftaran cepat dan sederhana karena hanya perlu memasukkan data dan akun dapat langsung digunakan.
	Proses pendaftaran mudah dan akun Coretax dapat langsung digunakan.
	Ketiga informan merasakan kemudahan dalam proses pendaftaran, hanya memasukkan data dan akun Coretax dapat langsung digunakan.

	6
	Pengelolaan faktur pajak
	Mempermudah pengelolaan faktur pajak karena seluruh proses terintegrasi dalam satu sistem, otomatisasi NSFP dan data customer otomatis serta FPM dapat dilihat secara real time dan detail.
	Mempermudah pengelolaan PPN melalui tampilan yang lebih baik, NSFP otomatis, serta FPM dapat dilihat secara detail dan real time.
	Memudahkan pengelolaan faktur melalui otomatisasi NSFP dan penerimaan FPM secara real time.
	Secara garis besar informan merasa terbantu dalam pengelolaan faktur karena seluruh proses terintegrasi dalam satu sistem, tampilan yang lebih baik, otomatisasi NSFP dan data pelanggan serta FPM dapat diterima secara real time dan detail. Kondisi ini membuat waktu informan dapat dioptimalkan dengan baik.

	7.
	Pengelolaan bukti potong
	Penerimaan bupot tersedia pada menu surat masuk, sehingga tidak perlu lagi meminta bukti potong secara manual. Akan tetapi, pembuatan bukti potong karyawan menghadapi kendala NIK karyawan tidak valid karena belum aktivasi, sehingga menggunakan NPWP sementara.
	Memudahkan penerimaan bukti potong karena otomatis masuk ke menu surat masuk, tetapi tampilan dinilai kurang praktis karena tidak menampilkan nama pengirim.
	Memudahkan peneriman bukti potong tanpa harus menghubungi lawan transaksi dan harus melakukan sosialisasi satu per satu ke karyawan agar NIK valid.
	Ketiga informan merasakan kemudahan dalam penerimaan bukti potong sehingga tidak perlu melakukan permintaan manual ke lawan transaksi, tetapi informan pertama dan ketiga menghadapi kendala NIK karyawan tidak valid dan informan kedua menilai tampilan kurang praktis.

	8.
	Pelaporan pajak
	Memudahkan pelaporan PPN melalui integrasi sistem sehingga tidak perlu membuka berbagai aplikasi dan sistem serta tidak perlu input manual lebih bayar pada SPT. Pelaporan pajak pun tidak perlu memasukan NTPN.
	Pelaporan menjadi lebih mudah karena tidak perlu menarik data secara manual, data SPT kini otomatis terisi serta otomatisasi pelaporan ketika billing sudah dibayarkan.
	Memudahkan alur pelaporan karena tidak perlu lagi memasukan bukti bayar untuk menyampaikan SPT.
	Ketiga informan merasakan kemudahan dalam pelaporan SPT melalui otomatisasi sistem sehingga SPT akan terlapor setelah billing dibayar tanpa harus memasukkan manual bukti bayar. Informan pertama juga dimudahkan melalui integritas sistem. Informan kedua juga dimudahkan dalam otomatisasi sistem.

	9.
	Pembayaran pajak
	Otomatisasi billing memudahkan pembayaran pajak tanpa harus membuat manual serta sistem membantu memberikan daftar billing yang sudah dan akan dibayar.
	Pembayaran menjadi lebih mudah melalui otomatisasi pembuatan billing sehingga kesalahan dalam pembuatan billing manual dapat dihindari.
	Kemudahan dalam pembayaran pajak dengan otomatisasi billing sehingga tidak perlu membuat billing manual yang mempunyai risiko kesalahan dalam pembuatannya.
	Ketiga informan merasakan kemudahan dalam pembayaran pajak melalui otomatisasi billing sehingga kesalahan manual dapat ditiadakan serta sistem memberikan kemudahan dalam memantau pembayaran.

	10.
	Suka dan duka 
	Suka yang dialami yaitu mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan perubahan data menjadi lebih mudah. Sedangkan duka yang dialami adalah tidak menerima tanggapan dari petugas pajak terkait error sistem dan maintenance yang dilakukan saat jam operasional.
	Suka yang dialami yaitu sistem terintegrasi sehingga tidak lagi perlu membuka berbagai website dan aplikasi serta kemudahan penerimaasn surat melalui Coretax. Sedangkan dukanya adalah gangguan sistem saat mendekati pelaporan dan kebutuhan jaringan internet yang lancar dan stabil.
	Suka yang dialami yaitu alur perlaporan dan pembayaran menjadi lebih sederhana serta sistem telah terintegrasi. Dukanya adalah kendala teknis sampai saat ini masih dialami.
	Ketiga informan merasa error masih berlangsung sampai sekarang tetapi frekuensinya tidak sebanyak di awal penggunaan.

	11.
	Bantuan dan pendampingan 
	Tidak menerima tanggapan dari petugas maupun Kring Pajak terkait kendala sistem yang dialami. Sehingga mencari solusi dengan bertanya ke sesama pengguna.
	Help desk memberikan tanggapan yang tidak menyelesaikan masalah dan cenderung telah dicoba. Sehingga mencari solusi melalui YouTube dan menunggu sistem kembali normal.
	Bantuan yang diberikan petugas pajak cenderung lambat dan tidak memberikan solusi pasti atas kendala teknis yang dialami. Sehingga hanya melakukan cek berkala sistem.
	Secara umum ketiga informan belum menerima bantuan dan pendampingan yang optimal dari otoritas pajak. Bantuan yang belum optimal ini mendorong untuk mencari solusi secara mandiri maupun menunggu dan melakukan cek berkala sistem.

	12
	Pencapaian harapan
	Belum tercapainya harapan perusahaan atas efektivitas dan efisiensi sistem disebabkan oleh berbagai kendala yang masih terjadi, padahal apabila sistem berjalan normal, proses administrasi menjadi lebih mudah.
	Implementasi Coretax memberikan kemudahan, tetapi efektivitas dan efisiensi belum dapat berjalan sesuai harapan akibat kendala error yang sampai saat ini masih terjadi.
	Seharusnya harapan itu dapat terjadi jika sistem telah stabil karena sebenarnya sistem ini memudahkan tetapi karena sistem masih error dan lambat akibatnya adalah efektvitas dan efisiensi menjadi terhalang.
	Ketiga informan sepakat bahwa gangguan pada sistem menghambat tercapainya harapan atas efektivitas dan efisiensi. Gangguan sistem menyebabkan terhambatnya berbagai aktivitas administrasi pajak dan berimplikasi pada harus tertundanya faktur pajak dan pelaporan pajak sehingga membuka ancaman besar pada teganggunya arus kas perusahaan.

	13
	Peningkatan reputasi perusahaan
	Sama saja, tergantung perusahaan dalam menjaga kepatuhan.
	Tidak ada bedanya karena semua bergantung pada niat perusahaan.
	Semua kembali bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan.
	Ketiga informan memiliki pandangan yang sama bahwa reputasi perusahaan ini bertumpu pada niat dan perilaku perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan dan menjaga kepatuhan.
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(BB  Terima kasih atas masukan berharga dan kepeftayaan yang telah diberikan. ;
Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan,
D3P akan melakukan pemeliharaan Coretax DIP guna mengoptimalkan kinerja dan menga
berbagai kendala yang telah Anda sampaikan.

Selama proses ini, sistem Coretax DIP tidak dapat diakses sementara waktu. DIP memohon 1
atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi dan berkomitmen untuk segera kembal, deng
layanan yang lebih baik dan lebih andal untuk Anda.
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